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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufig dan hidayah yang tiada pernah
terputus.  Akhimya tim  penelitt dapat menyelesaikan tugas
penyusunan laporan penelitian tentang  “Penataan Organisasi
Perangkat Pemerintah Kota Cimahi”

Penelitian ini karmi pandang memiliki nilai yang cukup stratagis,
mengingat era otonomi daerah membutuhkan akan dukungan
kelembagaan pemerintahan yang kuat dan koodusif, Penelitian ini
merupakan suatu studi evaluatif terhadap kelembagaan yang telah
dibaniux pada masa era otonomi daerah sekarang ini. Hal ini
didasarkan pada suatu kesadaran bahwa jalannya pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efekiif dan
efisien apabila dilakukan dalam kerangka struktur organisasi yang
tepat sesuai denuan kebutuhan di lapangan.

Tim peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh
dari sempurna, tidak saja disebabkan oleh keterbatasan kemampuan
tim, tetapi juga keterbatasan data yang secara umum masih kurang
memadai. Oleh karena itu, Tim Peneliti menyampaikan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berkenan
memberikan saran dan kritk membangun demi kesempurnaan
laporan akhir penelitian ini.

Selain itu, Tim Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini
dari awal hingga selesai, khususnya para nara sumber yang telah
mamberikan bahan-bahan masukan yang sangat bermanfaat.
Kepada Kepala Pusat Kajian dan Diklat Aparatur | LAN, pimpinan
dan staf di Pemerintah Kota Cimahi kami sampaikan terima kasih
yang tak terhingoa pula.



Akhirnya kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat
bermanfaat untuk rekomendasi kebijakan dan peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat

Bandung, Mopember 2002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR 15I

BAB |

BAB Il

BAB 1l

PENDAHULUAMN

A,
B.
L
D.
E.
F-

Latar Belakang

Pokok Permasalahan
Tujuan

Sasaran yang diinginkan
Lingkup Kajian
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

H.

Metode Pengumnulan Data
Metode dan Analisis Data

ANALISIS KESESUAIAN KEWENANGAN DAN
{ELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA ClMAHI

A.
B.
C.

Pandahuluz=

Struktur Organizasi dan Kewenangan Pemerintah Kota Cimahi
Analisis Kesesuaian Kesesuaian Kewsnangan dan
Kelembagaan Pemerintah Kota Cimahi

D, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi antar

Kelembagaan Daaerah

ANALISIS BEBAN KERJA

“=IM MMoOOmP

. Kewenangan Bidang Perencanaan Pembangunan

Kewenangan Bidang Pengawasan

. Kewenangan Bidang Koordinasi Keluarga Berencana

Kewenangan Bidang Pendapatan Daerah
Kawenangan Bidang Kependudukan

Kewenangan Bidang Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

. Kewenangan Bidang Kesehatan
. Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan Bidang Pendidikan
Kewanangan Bidang Perhubungan dan Pekerjaan
Umum

iii



BAB IV

BAB W

K. Kewenangan Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan
Ketenagakerjaan

L. Kewenangan Bidang Permukiman

M. Keweanangan Bidang Ketentraman dan ¥stertiban

ANALISIS FUNGSEI STRATEGIS

=TIG mMm O Omke

=

M.

. Kewenangan Bidang Perencanaan
. Kewenangan Bidang Pengawasan
. Kewanangan Bidang  Koordinasi Keluarga

Berancana

. Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan

Pendapatan Dasarah

. Kewenangan Bidang Kependudukan
. Kewenangan Bidang Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat

. Kewenangan Bidang Kesehatan
. Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan Bidang Pendidikan

. Kewenangan Bidang Perhubungan dan Pekerjaan

Lmum

. Kewenangan Bidang Perindag

. Kewenangan Bidang Permukiman
Kewenangan Bidang Ketentraman dan Ketertiban

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA



BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya UU No. 22 Tahun 1299 sebagai pengganti UU No.
5 Tahun 1974 untuk mengatur pemerintahan daerah
menimbulkan berbagai macam pergeseran, diantaranya adalah
pergeseran paradigma yang akan dilaksanakan bertumpu pada
nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan. Dalam hal
ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam menjalankan
keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang iarbaik dalam
menjalankan roda nemerintahan di Daerah, dengan dan untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mendukung
kualitas kebijakan publk vyang diberikannya kepada
masyarakai.

Otonomi daerah yang terkandung dalam UU 22 Tahun 1999
memberikan suasana baru dalam melaksanakan otonomi
karena tidak diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumahtangganya sendiri, melainkan bermakna
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, otonomi disini tidak diartikan sebagai penyerahan
kewenangan-kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Dasrah sebagai birokrasi lokal, yang cenderung
lambat laun skan membuahkan vested atau self-oriented,
melainkan otonomi daerah yang menggambarkan hak
masyarakat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
berdasarkan pertimbangan vyang rasional sesuai dengan
kebutuhan daerah dan potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian pergeseran tersebut mengandung arti state
society, yaitu ruang lingkup bagi peran akiif masyarakat dalam
upaya kesejahteraannya. Ini berarti bahwa masyarakat
didorong untuk secara aktif memberikan kontibusinya fidak
saja dalam menentukan arah dan substansi  kebijakan
pemerintah daerah, namun juga dalam implementasinya.
Melalui model ini, Pemerintah Daerah akan menitikberatkan
pada peran katalisator dari perkembangan potensi masyarakat



dalam memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan
salah satu prinsip reinventing gavernment yang dikemukakan
oleh David Osbom dan Ted Gaebler, yailu “steering rather
than rowing”

Fungsi pemberdayaan masyarakat vang harus dijalankan oleh
pemerintah daerah ini sangat tergantung minimal pada dua
dimensi, yailu dimensi kebijakan dan dimensi organisasi.
Dimensi pertama adalah sampai sejauhmana  kebijakan yang
dihasilkan pemerintah daerah mampu mendorong  dan
memfasilitasi peran serta masyarakat. Dimensi kedua adalah
sarmipai seberapa jauh kemampuan daerah dapal menciptakan
kelembagaan, dalam hal ini organisasi, yang mampu
memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Selain iu pula tidak terlepas dari kejelasan akuntabilitasnya,
yaitu berupa perwujudan kewajiban untulke
mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi. Ha! ini berpijak pada Tap MFR
Rl Nomor XI/MPR/M998 tentang Penyelenggaraan MNegara
yang Bsbas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-
undang Momor 28 tahun 1999, yvang didalamnya memuat asas-
asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,
asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, organisasi perangkat daerah
melalui fungsinya sebaoai pengatur dan pember pelayanan
masyarakat, diarahkan semaksimal mungkin memenuhi asas-
asas tersebut di atas bagi fasilitasi pemberdayaan masyarakat,
Fungsi fasilitasi hanya bisa dijalankan oleh organisasi
perangkat daerah vyang responsif, yaitu organisasi yang
tanggap akan peruhahan yang terjadi dalam lingkungan
strategis dan bereaksi sesuai tuntutan perubahan tersebut,
Tuntutan akan pelayanan yang semakin meningkat baik
ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas, pensgakan
supremasi hukum dan sebagainya harus diantisipasi dengan
baik cleh perangkat dasrah. Untuk itu perlu dilakukan upaya
pengembangan organisasi perangkat daerah sehingga menjadi

-2



responsif terhadap perubahan yang ada sesuai dengan
fungsinya sebagai katalis dalam proses pembangunan daerah.
Sebagai pedoman untuk menindaklanjuti UU No. 22 Tahun
1999, terulama yang berkaitan dengan orgaanisasi perangkat
daerah, pemernntah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Momor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah. Walaupun demikian, terkait dengan jiwa dari atonomi
daerah, dimana masyarakat menjadi isu sentral, pedoman
tersebut belum tentu mencukupi, karena pengembangan
organisasi perangkat daerah tidak terbatas pada macam dan
jenis unit organisasi.

Dalam kaitan dengan bahasan tersebut di atas, untuk
melaksanakan kewenangan dan dalam upaya mengemban
tugas umum pamerintahan dan pembangunan,
melaksanakan kewenangan dan dalam upaya mengemban
tugas umum pemerintahan dan pembangunan,  Kota Cimahi,
yang dibentuk berdasarkan UU Momor @ tahun 2001, melalui
Keputusan Walikota Cimahi Momor 2 Tahun 2001, telah
dibentuk tiga asisten, enam dinas, serta lembaga teknis, yang
terdiri dari dua badan dan empat  kantor. Organisasi
perangkat daerah tersebut dibentuk dalam rangka mengelola
luas wilayah yang mencapai 4.103,73 ha seria jumlah
penduduk yang harus dilayani mencapai 424.848 orang,

Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya dirasa belum
efektif antara lain masih adz beberapa kegiatan yang sifatnya
operasional masih berada dalam lingkungan
sekretariat,sehingga  untuk  melaksanakannya mengalami
berbagai hambatan. Disamping itu, masih ada satu instansi,
yaitu BKKBN, yang berlokasi di Kota Cimahi dan semula
berada dalam lingkungan Kabupaten Bandung, dengan
terbentuknya Kota Cimahi, sekarang ini belum ada kejelasan
satatus aparatnya, apakah termasuk aparat Kabupaten
Bandung atau Kota Cimahi.

Melihat kondisi serta pentingnya peran dan kedudukan
organisasi perangkat daerah dalam upaya pemberdayaan
tersebut, maka perlu kiranya dilakukan suatu Kajian yang
sistemalis guna melihat efekiifitas perangkat pemerintah



daerah dalam rangka pemberdayaan daerah, khususnya di
Kota Cimahi.

B. POKOK PERMASALAHAN

Untuk menganalisis organisasi perangkat daerah di Kota
Cimahi ini, maka fokus kajian akan diarahkan rmelalui rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian bentuk kelembagaan yang ada
saat ini dbandingkan dengan kewenangan yang
dimilikinya?

2. Bagaimanakah beban kerfa vyang dimiliki oleh seliap
kelembagaan yang ada saat ini?

3. Bagimanakah fungsi strategis setiap bidang kewenangan
vang dimiliki oleh setiap kelembagaan yang ada?

4. Bagimanakah bentuk kelembagaan yang sesual dengan
kondisi Kota Cimahi, baik dilihat dar kewenangannya,
beban kerjanya, maupun fungsi strategis setiap bidang
kewenangan?

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang diharapkan dari kajian ini adalah untuk
menentukan bentuk kelembagaan yang sesuai dengan kondisi
kota Cimahi saat ini.

D. SASARAN YANG DIINGINKAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah:

1. Menentukan kesesuaian bentuk kelembagaan
dibandingkan dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Mengukur beban kerja yang dimiliki oleh setiap
kelembagaan yang ada saat ini.

3. Mengukur nilai strategis setiap bidang kewenangan yang
dimiliki oleh setiap kelembagaan yang ada.

4. Menentukan bentuk kelembagaan yang sesuai dengan
kondisi Kota Cimahi, baik dilihat dari kewenangannya,
beban keranya, maupun fungsi strategis setiap bidang
kewenangan.



E. LINGKUP KAJIAN

Mengkajl organisasi perangkat daerah Kota Cimahi selelah
diberlakukannya UU Momor 22 Tahun 1989,

F. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Organisasi

Organisasi pada umumnya sebagai sebuah sistem terbuka,
artinya, dalam kenyataan, organisasi itu adalah serangkaian
kegiatan yang mempunyai tujuan umum dan untuk itulah
terdapat keluaran dan masukan. Keluaran biasanya berupa
produk dan jasa, sedangkan masukan berupa bahan baku,
uang.tenaga kerja dan sebagainya. Dialam organisasi terdapat
suatu sub-sistem yang menangani strategi, kegiatan-kegiatan,
serta sUsUNan proses penunjang.

Dalam pandangan teori organisasi modern,  organisasi
dipehami sebagai suatu hubungan timbal balik antara
feknologi, struktur sosial, kebudayaan, dan strukiur fisik yang
merupakan bagian dari suatu  lingkungan yang memiliki
kontribusi terhadap lingkungan tersebut (Hatch, 1997:15). Dari
definisi tersebut terlihat adanya perhatian akan beradaan
interaksi berbagai fakitor dalam sebuah orgabnisasi seperti
teknologi, struktur sosial, kebudayaan, dan strukiur fisik serta
hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dimana ia
menjadi bagian dari lingkungan dan kontribusi tyang dimiliki
terhadap lingkungan tersebut.

Organisasi perangkat pemerintah daerah, sebagai sebuah
organisasi, mau tidak mau juga akan bersinggungan dan
saling mempenoaruhi serta dipengaruhi oleh  lingkungan
strategisnya. Di tingkat loka! ada berbagai lingkungan yang
merasakan keberadaannya. Pada tingkat yang lebih luas,
adanya berbagal kebijakan pemerintah pusat, akan pula
mempengaaruhi organisasi perangkat daerah.

UU Mo. 22 tahun 19899, merupakan tonggak pelaksanaan
otonomi daerah yang lebih luas. Hal ini secara tegas diuraikan



pada bagian pertimbangan butir ¢, yang lengkapnya adalah

sebagal berikut:
“‘dalam menghadapi perkembangan hkeadaan, baik
dalam maupun luar neger, serta lantangan
persaingan global, dipandang periu
menyelenggarakan otonami daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
berlanggungjawab fepada daerah secara
proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, pemangfaatan sumberdaya nasional,
sarta perimbangan keuangan pusal dan daerah,
sesual dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi
dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan
dalam  kerangha WNegara Kesatuan  Republik
fndaneasia.”

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam
pelaksanaan otonomi  daerah, prinsip-prinsip  seperti
demokrasi, peran certa masyarakat, pemeralaan dan keadilan
serta potensi dan keanekaragaman daerah benar-benar
diperhatixan.

Fungsi pemberdaysan wyang harus dilakukan pemerintah
daerah, seperti dikemukakan dalam latar belakang masalah,
terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi kebijakan dan
dimensi organisasi. Pada dimensi organisasi, dengan adanya
pemberdayaan daerah yang akan dan atau telah dibangun
oleh pemerintah adalah organisasi yang mampu memfasilitasi
dan mendorong pemberdayaan daerah,
Berkaitan dengan pemberdayaan, Bennis dan Mische (1999),
mendefinisikan bahwa:
“Pemberdayaan adalah menghilangkan batasan
biokratis dan mengkotak-kotakan orang dan membuat
mereka seefeklif mungkin keterampilan, pengalaman,
energi seria ambisinya. Hal yang peru digarisbawahi
dari definisi ini, pertama adalah pemberdayaan berar!
menghilanmgkan batasan birokratis yang ada. Ini
berartipula bahwa yang selama “red tape” birokrasi
dikenal sebagai sesuafu yeng lambat, kaku,
menghambat serfa berbelit sedapat mungkin

I-6



dihilangkan/dikuranagi. Yang kedua, dengan
dikuranginya hambatan-hambatan tersebut,
pembardayaan berarti membuat orang menggunakan
seefektif mungkin keterampilan, pengalaman serta
ambisinya.

Dengan  demikian, dalam  konkeks pemberdayaan
masyarakat/daerah, yang dikehendaki adalah organisasi yang
mampu menghilangkan batasan birokratis (red tape birokrasi)
terhadap masyarakat. sehingga masyarakat bisa
menagunakan kelzrampilan, pengalaman, serta segala
sesuatu yang dimilikinya seefektif mungkin. Kondisi organisasi
yang demikian adalah sebuah tujuan yang ingin (dan harus)
dicapai oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan
daerah. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk
mencapainya.

Dalam hal strategi, oleh Robin (1994:34) didefinisikan sebagai
penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran
sebuah perusahaan (organisasi) dan penerimaan  dar
serangkaian findakan dan alokasi dari sumber-sumber yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Dengan demikian
unsur utama dalam strategi adalah penentuan tujuan dan
kegiatan untuk mencapai wjusn tersebut, Dengan pendekatan
ini, pengembangan organisasi perangkat pemerintah daerah
diupayakan sedapat mungkin anar dapat menjelma menjadi
organisasi yang mampu mendorong dan memfasilitbasi
pemberdayaan daerah dalam mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Selanjutnya yang menjadi masalah pangkal disini
adalah bagaimana menata dan mencapai bentuk organisasi
seperti dimaksud.

Untuk membentuk suatu organisasi yang responsif dibutuhkan
usaha yang sungguh-sungguh dalam merancangnya, antara
lain meliputi struktur, sistem nilai, prosedur dan sebagainya.
Kesan terhadap birokrasi yang selama ini mempunyai citra
negatif hanya bisa dihilangkan dengan usaha yang serius,
terencana, teliti dan berkelanjutan di seluruh bagian organisasi,
dengan tetap mengindahkan fakior-fakior lingkungan, yaitu
sumberdaya yang dimiliki, masyarakat, kebijakan pemerintah
serta unsur lain yang dipengaaruhi dan mempengaruhi. Untuk



itu pula selalu diperiukan pengembangan organisasi
{oroganization development).

Yang dimaksud dengan pengembangan organisasi itu sendiri,

Gibson (1997) mendefinisikan bahwa:
“strategi normatii, reedukasi yang dimaksudkan untuk
mempengaruhi sisten kepercayaan, nilal dan dikap
dalam organisasi, sehingg= organisasi ffu  lebih
mampu menyesuaikan diri dengan tingkatperubahan
vang cepat dalam teknologl, dalam lingkungan industri
dan masyarakat pada umumnya. Pengembangan
organisasi menrcakup puls  penyusunan kembali
struktur  organisasi  yang  senngkali  dimulai,
dimudahkan dan dikukuhkan oleh perubahan normatif

- dan keperilakuan.”

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa pengembangan
organisasi mencakup penyusunan kembali strukiur organisasi
dan penataan secara sistematis terhadap keseluruhan faktor
yang mempengaaruhi pelaksanaan iugas dan fungsi
organisasi. Penataan ini dilakukan agar organisasi mampu
menyasuaikan dii dengan tingkat perubahan yang cepat
dalam lingkungannya, dengan kata lain, akfivitas ini dilakukan
dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi.

Kembali pada pemerintahan daerah, dimana otonomi dagrah
dititkberatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dalam
melaksanakan penyusunan organisasi perangkat daerah telah
diamanatkan pada pasal 68 UL Nomor 22 Tahun 1998, yaitu
bahwa “Susunan organisasi perangkal daerah ditetapkan
dengan perafuran daerah, sesusi dengan pedoman yang
ditetapkan pemerintah”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penyusunan
organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, yang berarti bahwa organisasi perangkal dagrah harus
mendapat persetujuan DPRD. Selain itu, penyusunannyapun
harus disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan
pemerintah.



2. Fungsi Umum Organisasi

Selanjutnya, dalam menyusun sebuah organisasi, fenfu harus
mempunyai pegangan. Dalam hal ini, Mitzberg (1993),
mengemukakan lima fungsi umum yang ada dalam organisasi
agar organisasi tersebut berjalan dengan baik. Kelima fungsi
tersebut adalah sebagai benkut: ;

a. Strategic apex, yaitu fungsi dimana manager tingkat
puncak berada dan mempunyai tanggungjawab afas
keseluruhan organisasi tersebut.

b. Middle line, yaitu para manager menjadi penghubung
antara operating core dengarn strafegic apex.

c. Technostructure, yaily fungsi dimana para analis yang
mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan bentuk
standarisasi tertentu dalam organisasi.

d. Supportstaff, yaiiu orang-orang yang mengisi unit staf,
vang memberi jasa pendukung pada organisasi.

g. Opperating core, yaifu para pegawai yang melaksanakan
pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi
dari produk barang dan jasa.

Dar pendapat tersebut sudah jelas bahwa dalam menyusun
suatu organisasi, hendaknya tidak terlepas dar keberadaan
manajer puncak, yang bertanggungjawab terhadap organisasi
secara keseluruhan; manajer tingkat menengah, vyang
berperan sebagai penghubung; penyusun standar organisasi;
pemberi jasa pendukung organisasi; serta para pelaksana,
yang fungsinya sebagai pelaksana dasar suatu organisasi.

3. Desain Organisasi dan Struktur Organisasi

Selanjutnya dalam meryusun organisasi, hendaknya perlukan
pula mengabaikan faklor-faktor tertentu. Fakior tersebut,
menurut Jones (1995: 14 ) adalah organizational design
(desain organisasi), organizational culture (budaya organisasi)
dan organizational structure (struktur organisasi).

d. Desain organisasi
Dalam buku Organizational Theory (1995: 14), Gareth R.
John, menyatakan bahwa ‘“organizational design is the
process by which managers select and manage aspects of
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structure and culfure so thaf, an organization can control the
aclivities necessary to achieve its goal”. Arinya, desain
organisasi adalah membahas tentang bagaimana dan
mengapa tujuan-lujuan yang beraneka macam dipiiih
sehingga mampu mengontrol berbagai kegiatan yang ada
untuk mencapai tujuan organisasi. Kaitannya dengan desain
oroanisasi, seorang manajer harus membuat imbangan
antara berbaga: tekanan dan tuntutan dari lingkungan
organisasi serta dari dalam organisasi itu sendiri. Dinamika
lingkungan tersebut menjadi input yang direspon cleh suatu
organisasi dengan menyesuaikan desain organisasinya.
Pervesuaian ini meliputi empat aspek, yaitu:

1) Aktivitas  inti, yang berkaitan dengan cara kera
organisasi dalam mengubah sumberdaya organisasi
untuk mencapai tujuannya;

2) Sistem steruktural, berkaitan dengan pembagian kerja
dalam unit'sub unit kerja dan pengkocrdinasian kerja
bagi pencapaian tujuan organisasi terscuut;

3) Sistem pengukuran, berkaitan dengan pengclolaan
informasi mengenai tugas-tugas yang dilakukan oleh
unit-unit yang berbeda guna mendukung fungsi integrasi
dan kontrol organisasi;

4) Sistem sumberdaya manusia, berkaitan dengan
penataan sumberdaya manusia dalam sualu organisasi
dan perubshan deskripsi pekerjaan dari organisasi yang
bersangkutan.

Dalam buku lain, Barry Cushway (1293) mengatakan
bahwa istilah design organisasi berkaitan dengan bagian-
bagian organisasi, vang berbeda dan unsur-unsur terpisah
yang dipadukan wuntuk menciptakan organisasi, dan
memperhatikan bagaimana hal-hal ini saling bersesuaian
dan bagaimana bagian-bagian seria unsur-unsur itu dapat
dianalisis dan diperbaiki. Seqgi desain meliputi bagaimana
organisasi dibentuk, jenis dan jumlah tugas, proses dan
prosedur yang digunakan untuk:

1) Menangani dan menyampaikan informasi;
2) Membuat keputusan;
3) Menghasilkan keluaran;



4) Menangani mutu;
5) Mengkomunikasikan informasi;
6) Merencanakan,mengembangkan dan mengatur daya;

7) Mendorong penemuan baru dan menangani keadaan
genting/rawan.

Setelah melihat kondisi lingkungan, masih menurut Jones,
selanjutnya, bentuk desain organisasi akan dipengaruhi oleh
bagaimana organisasi membuat pilihan-pilihan terhadap jenis
spesialisasi, mekanisme integrasi wyang dipakai, tingkat
sentralisasi, sistem xoordinasi dan sebagainya.

Berdasarkan pada metode di atas, kaitannya dengan
organisasi perangkat daerah serta lingkungan yang makin
dinamis dan berubah, baik ekstern maupun intern, kiranya
struktur organistik lebih cocok dilaksanakan.

b. Budaya Organisasi

Mengenai budaya organisasi, Jones (1995: 41) mendefinisikan
sebagai “the set of shared values that control organizational
member’s inferactions with each ofher and with suppliers,
custormers and other people outside the organization®.

Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa budaya
organisasi merupakan sekumpulan nilai yang diterima bersama
oleh anggota organisasi untuk mengontrol anggota dalam
berinteraksi dengan anggota lain serta pihak-pihak diluar
organisasi.

Seperti halnya desain organisasi, Smirlich dalam Jones (1885)
mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat digunakan
unfuk mencapai kemajuan yang kempetitif dan mencapai
efekiifitas organisasi melalui pengaruhnya pada perlaku
anggota organisasi. Dengan perile2<u yang terarah dalam
mencapai tujuan organisasi, maka budaya crganisasi tersebut
akan mendorong kemajuan organisasi. Demikian pula
sebaliknya, jika perilaku yang diperagakan anggota tidak
selaras dengan funtutan perilaku yang dipersyaratkan dalam
pencapaian tujuan, maka kemajuan yang diharapkan fidak
akan tercapai.



Dalam lingkungan budaya organisasi, jika dikelompokkan,
terdapat dua nilai. Menurut Jones (1994 : 168-169) nilai
tersebut adalah:

1} Nilai utama (terminal value) yang biasanya tercermin pada
hasil akhir yang diharapkan dapat diraih. Nilai utama
organisasi dapat berupa  keunggulan,  stabilitas,
keseragaman. daya memperoleh keuntungan, kemajuan,
moralitas dan kualitas. Nilai utama organisasi terefieksi
dalam visi, misi dan tujuan organisasi.

2) Milai pelengkap (instrumental value), yaitu yang
didorong atau diinginkan organisasi dari para anggotanya,
saperti kerja keras, kreatif, berani, ramah tamah, memilixi
standar kerja yang tinggi dan sebagainya.

Untuk menjawab mengapa organisasi yang berbeda
mampunyai budaya organisasi yang berbeda, perlu diketahui
darimana dan bagaimana organisasi tersebut dibentuk. C~lam
hal ini, Jones mengemukakan:
“crganizational culture dcvelops from the interaction of four
factor: (1) the personal and proteszional characteristics of
people within the organizations; (2) crganizational ethics; (3)
the property right that the organization gives employees;
and (4) siruciure of the arganization.

Menurut pernyataan di alas jelaslah bahwa budaya organisasi
berkembang dari interaksi antara karakteristik organisasi, etika
organisasi, hak istimewa pegawai dan struktur dari organisasi
itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor tersebut
dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1) Karakteristik organisasi
Bagaimana karakteristik organisasi dapat membentuk
budaya organisasi. Trice dan Beyer dalam Jones
(1994:179) menyatakan “If you want to know why culiure
differ, look at their members. Organization A, B, and C,
develops distinctly different cultures, because they atiract,
select and retain people who have different values,
personality and ethics.



Dari pernyataan diatas dapat diambil makna bahwa dalam
berorganisasi hendaaknya menyadari adanya budaya, nilai,
watak dan etika yang berbeda antar anggota.

2) Etika organisasi
Lebih lanjut dalam buku di atas dijelaskan bahwa
“organizational ethics are the moral values, beliefs, and
rules that establish the appropriate way for organizational
environment.

Dari penjelasan diatas, dikemukakan bahwa efika
organisasi adalah nilai moraal, kepercayaan, dan aturan
yang tumbuh dan menentukan arah lingkungan organisasi.
Perilaku elis seorang karyawan bergantung baik pada nilai-
nilai maupun pada iklim etis suatu organisasi. -

3) Hak istimewa (property right)

Yang dimaksud hak istimewa, menurut Demsetz, dalam
Jones (1995: 185) adalah “the right that organizational
resources”, maksudnya bahwa hak dan tanggungjawab
sesagrang atau  sate  kelompok  dalam  organisasi
menyebabkan terbentuknya nilai, norma dan sikap yang
berbeda.hal ini terkait dengan kedudukannya dalam
organisasi tersebut. Contohnya dalam hal gaji, bonus,
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan
sebagainya.

c. Struktur organisasi

Strukiur organisasi adalah kerangka kera vyang
menjelaskan bagaimana sumber daya dan alur-alur
komunikasi serta pembuatan keputusan dialokasikan dan
ditangani. Struktur organisasi berkaitan dengan dengan
cara organisasi di organisasikan dan khususnya, berkaitan
dengan pengelompokan fungsi dan alur komunikasi serta
pengendalian. Susunan formal ini meletakkan dasar tentang
siapa yang berwenang membuat keputusan dan kepada
siapa setiap orang memberikan laporannya.



(a) Maksud Struktur Organisasi

Sebuah organisasi dibuat untuk mencapai sejumlah
tuiuan. Dalam kaitannya dengan strukiur organisasi,
Barry Cushaw mengemukakan bahwa struktur organisasi
dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

{1) Menunjang strategi organisasi. Struktur  harus
dirancang sedemikian rupa unwk memastikan
pencapaian sasaran dan fujuan organisasi. Strategi
akan menjadi salah satu pokok yang menentukan
struktur,

{2} Mengorganisasikan segala sumberdaya dengan
cara yang paling efektif dan efisien.

{(3) Mengadakan persiapan pencapaian tugas dan
pertanggungjawaban yang efelktif antara perorangan
dan kelompok Pembagian dengan cara ini
memungkinkan spesialisasi antara disiplin dan
kegiatan khusus, vang menjadi lebih penting
bilamariz organisasi tumbubh merjadi besar dan
rumit.

{4) Memastikan koordinasi kegiatan organisasi yang
efektif dan menggambarkan proses pembuatan
keputusan.

(5) Mengembangkan dan menggambarkan garis-garis
komunikasi ke atas, ke bawah dan ke seluruh
organisasi.

{6) Memungkinkan pemantauan dan  peninjauan
kegiatan organisasi secaraefektif.

(7) Menyediakan mekanisme untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan pasarproduk dan keadaan
lingkungan internal dan eksternal.

(8) Memberikan sarana penanganan keadaan genting
dan masalah.

(9) Membantu memotivasi,mengatur dan  memberi
kepuasan kerja kepada setiap anggota crganisasi.

{10) Menyiapkan penggantian manajemen (suksesi).



(b)

Pringip  Struktur Organisasi

Ketentuan sebuah struktur organisasi yang sehat akan
tergantung pada sejumlah sifat tertentu dalam sebuah
organisasi. Walaupun demikian terdapat sejumlah
prinsip yang cenderung bersifat umum, antara lain
adalah:

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)
(€)

()

(8)

Struktur harus mengikuti strategi. Organisasi dan
berbagai komponennya harus secara terpisah
dan secara bersama-sama menunjang sasaran
dan tujuan organisasi.

Berbagai bagian struktur tersebut harus dibagi
kedalam kawasan-kawasan kegiatan vyang
terpisah  harus dikelompokkan menjadi  satu
sehingga ada sate pemusatan pada tujuan
tertentu  dan pemusatan pengalaman dan
keahlian. Pada umumnya spesialisasi semacam
ini didasarkan pada fungsi-fungsi yang berbeda
dalam organisasi, tetapi dapat juga menjadi
kelormpok dengan disiplin majemuk yang dibagi
berdasarkan geografi dan produk

Jumlah tingkat dalam struktur, dihubungkan
dengan rantai dan jenjang, diusahakan sesedikit
mungkin

Rentang kendali, yaitu jumiah bawahan yang
langsung dibawahi akan beragam tergantung
pada sifat pekerjaan dan organisasi.

Harus menggambarkan kejelasan kesatuan
perintah, laporan dan wewenang.

Masing-masing mempunyai peran yang jelas dan
memberi nilai tambah pada cara organisasi
berfungsi.

Czrajat sentralisasi dan desentralisasi organisasi
perlu ditentukan dengan rujukan sejumlah faktor,
termasuk sifat dan jenis produk, penyebaran
secara geografi sejarah dsb.

Struktur harus dirancang dalam menghadapi
berbagai perubahan lingkungan, yang dapat



meliputi ekonomi, perundang-undangan. pasar,
perkembangan teknologi, geagrafi dsb.

(€] Jenis Struktur Organisasi
Selanjutnya. dalam memilih struktur organisasi, Wilke,
dalam Jones (1995:7), mengemukakan dua pilihan,
yaitu: \

(1)

(2)

Struktur mekanistik
Struktur i untuk  mempengaruhi anggota
organisasi agar berperilaku secara akuntabal dan
seragam. Dalam desain ini, peraturan satu per
satu dibuat dengan jelas, hirarkhi dibuat sebagsl
mekanisme utams integrasi, baik dalam fungsi
maupun antar fungsi,
Struktur ini cenderung digunakan dalam suatu
organisasi yang stabil dan tidak berubah.

Struktur organistik

Dalam struktur organik terkandung fleksibilitas
promosi, sehingga anggola organisasi yang
mendorong perubahan dapat menyesuaikan diri
dengan cepat terhadap perubahan dan kondisi.
Struktur organistik sifatnya terdesentralisasi,
arinya, kewenangan pembuatan keputusan
dibagi keseluruh hierarkhi. Peraturan tidak
dibuat secara detail, sehingga anggota
organisasi bekerja dengan tampilan yang lidak
serasgam dan secara kontinyu membangun
keterampilan melalui akiivitas baru. Pekerja dari
fungsi-fungsi yang berbeda bekerja bersama-
sama untuk memecahkan masalah dan masing-
masing terlibat dalam akiivitas salu sama lain.
Keoordinasi dilakukan melalui mutual adjustment
sebagai individu dan fungsi dijadikan batasan
peraturan dan tanggungjawab dan sebagai
peraturan dan norma-norma yang muncul dari
interaksi yang berlangsung atas penyusunan
kembali organisasdi perangkat daerah seria
sirategi  normatif serta reedukasi vang
dimaksudkan untuk mempengaruhi sistem
kepercayaan , nilai, sikap, kepercayaan dalam



organisasi pemerintahan daerah, sehingga
organisasi tersebut lebih mampu menyesuaikan
diri dengan tingkat perubahan yang cepat dalam
masyarakat. Untuk menjadi  organisasi
perangkat daerah yang mampu memfasilitasi
dan mendorong pendayagunaan daerah
tersebut, organisasi yang dibentuk adalah
organisasi yang mempunyai kapasitas yang
sesuai dengan tuntutan, yaitu organisasi yang
responsif, sensitif terhadap tuntutan daerah.

4. Model Organisasi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Organisasi pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka
melaksanakan kewenangan. Berdasarkan UU 22 Tahun 1999
kewenangan Kabupaten dan Kota sangat luas. Hal ini
tercantum dalampasal 7 ayat (1) UU tersebut, yang intinya
bahwa “Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kola
inencakup semua kewenangan pemerintahan  selain
kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 dan yang diatur
dalam pasal 9. Selanjutnya dalam ayat (2) dikemukakan bahwa
“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota melipuli pakeraan umum,
kesehatan,pendidikan ~ dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, peneneman maodal,
lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja”.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut dari pasal 7 dan 9 UU
Momor 22 Tahun 1998 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Propinsi sebagai daerah Otonom. Dalam FP tersebut dirinci
secara jelas bidaang-bidang yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai daerah
otonom. Ini mengandung arti bahwa kewenangan selebihnya
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, termasuk kewenangan
wajib, sebagaimana tercanturn dalam pasal 11 ayat (2) UU 22
Tahun 1999, setelah dikurangi kewenangan tradisional yvang
telah dijalankan oleh desa. Isi dan batas kewenangan
Kabupaten/Kota tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab
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bersifat dinamis, terganturg pada inisiatif potensi dan
kemampuan Daerah masing-masing.

Dengan luasnya kewenangan tersebut, disatu  pihak
merupakan peluang bagi Dasrah untuk berkembang, dilain
pihak menjadi tantangan vang cukup berat. Karakleristik
Otonomi Daerah menurut UL 22 Tahun 1982, melalui kalimat ©
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat selemopat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat ...",
mengandung arti bahwa dalam pelaksanaannya lebih banyak
memberdayakan daripada melayani. Dengan kata lain JU
tersebut mempunyai paradigma mendemokrasikan
penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan aparatur dan
masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanys paradigma tersebut, tentunya diperiukan
perubshan can berbagai langkah strategis arniara lain
melakukan penataan kelembagaan Organisasi Femerintah
Daerah Kabupaten/Kota secara menyeluruh.

Berkaitan dengan hal di atas, telah dikeluarkan suatu
instrumen  hukum  yang dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Momor B4 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi  Perangkat Daerah, vang diharapkan menjadi
panduan bagi pembentukan organisasi perangkat daerah.
Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa yang menjadi
pertimbangan pembentukan organisasi perangkat daerah
didasarkan pada :

. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah.
. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
Kemampuan keuangan Daerah.

. Ketersedian sumber daya aparatur,

. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau
dengan pihak ketiga

o0 o

Dari ketentuan di atas, apabila disimak lebih lanjut bahwa
dalam  menentukan kelembagaan pemerintah  daerah
hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Artinya,
tidak ada lagi bentuk dan jumiah unit pemerintah daerah yang
seragam, melainkan bersifat variatif dan sesuai dengan



kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing, karena
kebutuhan dan potensi yang dimilikinyapun  berbeda.
Walaupun demikian, PP tersebut saat ini sedang dalam oroses
penyempumaan.

&dapun  beberapa prinsip yang seyogyanya dianut dalam
melakukan penataan kelembagaan Daegrah adalah:

a) Pemberdayaan Organisasi. penataan organisasi  perlu

diarahkan pada penataan kembali strukiur kewenangan,
tugas, fungsi, kegiatan pokok organisasi, serta hubungan-
hubungan kerja antara Daerah Kabupaten/Kota, Daerah
Kabupaten/Kota dengan Daerah Propinsi dan antara
Daerah dengan FPemerintah, serta hubungan koordinatif

.dengan Dinas, Badan, Lembaga, Instansi Pemerintahan

lainnya di daerah. Batas-batas kewenangan dan hubungan
kerja vang jelas akan memberdayakan Daerah uniuk
berprakarsa secara penuh dalam penyslenggaraan
kewanangan otonomi, dan pengambilan keputusan daiam
batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, "tanpa
harus menunggu persetujuan dari atas".

b) Rasional: penataan kelembagaan Daerah perlu diarahkan

c

pada rasionalisasi kewenangan-kewenangan yang secara
nyata sesuai dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan
lingkungan dewasa ini maupun sebagai antisipasi ke masa
depan. Tetapi periu dipertimbangkan dengan cermat
kapasitas sumber daya manusia dan potensi sumber-
sumber vang dimiliki Daerah sehingga memungkinkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraannya. Hindarkan
ambisi untuk memperbanyak urusan otonomi, jika pada
akhirnya hanya menimbulkan Beban bagi Daerah.

Menyeluruh (komprehensif): penataan organisasi tidaklah
berarti menata dan menyusun struktur organisasi daiam arti
sempit berupa pemetaan fungsi-fungsi, pembagian kera,
dan pendelegasian wewsnang semata-mata. Tetapi
mencakup sistem kerja bahkan aspek kultur dan perilaku
kerja, dan kemitraan.
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d) Harus selalu berturmpu pada pnnsig pengembangan
organisasi (organization develooment), yaitu

= Rasional, ditandai dengan penetapan pola organisasi
{maksimal/minimal) sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan dasarah.

« Efisien, ditandai dengan kebijaksanaan ramping struktur
kaya fungsi, yang diimbangi dengan upaya peningkatan
kemampuan kapasitas aparatur di daeran.

« Cfektif, ditandai dsngan wupaya simulian  unfuk
membangun kesisteman kelembagaan dan
ketataiaksanaan pemerintahan di dasrah yang paling
tepat dan terbaik.

5; Pelaksanaan kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota

a) Kewenangan yang bersifat operasional dijalankan oleh unit
pemerintah berbentuk Dinas Daerah yang mungkin
mempunyai kaki sampal tingkat Kota/Kabupaten atau
Kecamatan dalam bentuk Cabang Dinas, balal maupun
Linit Pelaksana Teknis Dinas

b) Kewenangan yang bersifat kebijakan dijalankan oleh unit
arganisasi lini (Dinas Daerah), Lembaga, maupun  unsur
staf auxiliary.

c} Kewenangan yang bersifat kerjasama dan
dukunganifasilitas dijalankan oleh unit organisasi berbetuk
badan

Pengaturan kewenangan, secara rinci antara pemerintah Pusat
dan Daerah Propinsi sebagai daerah otonom dan
Kabupaten/Kota, peru diikuti dengan penataan organisasi.
Adapun pola penataannya dapat menggunakan manajemen
kembali ke aturan dasar, yaitu:

a) Unsur lini, mempunyai tugas pokok melaksanakan (to act, to
do) dengan kemungkinan membuka cabang-cabang unsur
lini guna mendekaatkan pelayanan kepada masyarakat
(prinsip “toclose to the custom”™).

b} Unsur staf, mempunyai tugas pokok melayani pimpinan
dan unsur lini serta memberikan saran pertimbangan (to
serve and to think)
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c) Unsur staf auxiliary, mempunyai tugas pokok melayani,
memberikan saran ataupun melaksanakan aktivitas yang
berkaitan dengan salah satu  fungsi manajemen
(perencanaan, koordinasi, pengelolaan keuangan dll.)

Dalam hal penentuan jenis organisasi pemerintah Daerah,
antara kelembagaan lini (Dinas Daerah/Sub Dinas),
kelembagaan teknis (Badan/Kantor), atau kelembagaan
fasilitatif (Sekretariat Daerah), perlu pula diperhatikan kriteria
urmum sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah

{1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah yang berlugas menyusun kebijakan serta
membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga
teknis dan unit pelaksana lainnya. (Kedudukan dan
peranan Sekertaris Daerah seperti tersebut adalah
sebagai  konsekuensi  dari  kedudukan Jabatan
Sekertaris Caerah sebagai jabatan karr tertinggi
Pegawai Mageri Sipil di Daerah yang bersangkuzan).

(2) Sekretariat Daerah dipimpin cleh Sekertaris Daerah
yang diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan
Pimpinan DPRD dari Pegawai MNegeri Sipil yang
memenuhi syarat.

{3) Sekretarat Daerah terdiri atas beberapa unit pelaksana
tugas kesekertariatan (Fungsi Staf dengan fitik berat
pada pelayanan administratif intemal, pengaturan atau
regulatory, serta penyusunan kebijakan) Daerah yang
disebut Biro, sesuai dengan kebutuhan Daerah melalui
analisis beban kerja dan analisis jabatan, yang disusun
berdasarkan prinsip efekiivitas, efisiensi, responsif,
rasionalitaz, fieksibilitas, homogenitas, maupun rentang
kendali.

b) Dinas Daerah:

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah.. Pembeniukan Dinas Daerah didasarkan
kepada kewenangan-kewenangan bidang tugas
pemerintahan yang melekat pada Daerah Otonom
yang bersangkutan, terutama bidang kewenangan



(2}

(3)

(4)

(3)

(6)

Daerah yang waijib diselenggarakan oleh Daerah
berdasarkan Undang-Undang.

Pembentukan organisasi  perangkat Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
daerah otonom tidak selalu harus dalam bentuk Dinas,
tetapi bisa dimulai dengan UPTD atau Sub Dinas atau
Dinas Persigpan; sesuai dengan ungkat kebutuhan
Daerah, potensi masyarakat, potensi Daerah,
kemampuan keuangan Daerah melzlui analisis beban
kerja dan analisis jabatan, berdasarkan asas-asas
kemanfaatan, kualitas, akuntabilitas. efektifitas,
afisieiai, rasionalitas, rasponsif, fleksibilitas,
hemogenitas, dan rentang kendali.

Dinas-dinas Daerah sebagai unsur pelaksana
kewanangan Daerah  mempunyai  wewenang
fungsional dalam bidang pembinaan, perumusan
rebijakan, ~erencanaarn, pengendalian dan
penyelenggaraan  pelayanan kepada masyarakat,
dengan titik berat pada fungsi penyelenggaraan
pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai
kewenangan bidangnya.

Dalam penyelenggaraan  pelayanan  kepada
masyarakat sebagai pelaksanaan kewenangan
Daerah, Dinas Daerah dapat menjalin kerja sama dan
kemitraan dengan pihak ketiga, baik pengusaha
swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat
dengan cara kontrak kerja, bagi hasil, pemberian
lisensi, swastanisasi, pengaturan dan lain-lain; setelah
dilakukan penilaian kelayakan, potensi ekonomis,
potensi kemampuan pihak ketiga berdasarkan prinsip-
prinsip kemanfaatan, kualitas,  fransparansi,
partisipasi, keadilan, akuntabilitas kinerja, efektivitas,
efisiensi, rasionalitas, fleksibilitas, dan rentang
kendali.

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekertaris Daerah.

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekertaris Daerah. Dalam hal ini
Sekertaris Daerah  memiliki kewenangan untuk
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mengevaluasi dan menilai kinerja Kepala Dinas
berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu
oleh unit-unit pelaksana tugas, terdiri atas wmit
pelaksana tugas kesekertariatan yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian tata Usaha; unit-unit
pelaksana tugas fungsional yang disebut sub Dinas,
masing-masing dipimpin cleh secrang Kepala Sub
Dinas; serta unit-unit pelaksana teknis Dinas yang
bersifat kewilayahan yang disebut Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala. Besaran jumlah dan ruang lingkup
bidang tugas Sekertariat Dinas, Sub Dinas dan UPTD
ditentukan sesuai kebutuhan Daerah melalui analisis
beban kerja, analisis potensi Daerah, dan analisis
jabatan berdasarkan prinsip-prinsip  efektifitas,
efisiensi, responsif, rasionalitas, fleksibilitas,
homogenitas dan rentang kendali.

Dalam hal penyeienggaraan wewenang yang
dilimpahkan woleh Pemeriniah Pusat kepada
Pemerintah  Daerah  Propinsi  dalam  rangka
dekonsentrasi, pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas
Propinsi.

(c) Lembaga Teknis Daerah

(1)

(2)

Lembaga teknis adalah satuan-satuan organisasi yang
memegang pelaksanaan fugas Kepala Daerah sebagai
Badan Staf dan pember nasihat, yang terdiri dari
Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan
Perencanaan, Badan Pengawasan Daerah, Badan
Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain yvang ruang
lingkup dan jumlah serta besaran susunan kelengkapan
organisasinya ditetapkan sesuai dengan kebuluhan
Daerah melalui analisis beban kerja dan analisis
jabatan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi,
responsif, rasionalitas, fleksibilitas, homogenitas, dan
rentang kendali.

Lembaga teknis sebagai Badan Staf Pemerintah
Daerah melaksanakan tugas fungsional dalam bidang
kebijakan, perencanaan, pengendaiian, dan
pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan
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lainnya sesuai kebutuhan Daerah. Lembaga Teknis
yang saat ini dibentuk di daerah terdifi dan Badan
Perencanaan Daerah, Badan Pengawasan Daerah,
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan
Pandidikan dan Pelatihan dan jika mungkin dibentuk
pula Badan Kepegawaian daerah. Lembaga teknis
dapat membzrikan pelayanan kepada masyarakat,
sektor swasta, instansi pemerintah dan instansi
pemerintahan daerah lainnya melalui penyelenggaraan
pemberian  informasi, penyuluhan,  pelayanan
administratif dan kebijakan, serta penyelenggaraan
program sesual dengan permintaan.

(3) Tiap-tiap lembaga teknis Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai
MNegeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekertaris
Daerah.

(4" Kepala lembaga teknis bertanggung jawab kepada
Kepala dasrah melalui Sekertaris Daerah. Dalam hal ini
Sekertaris Daerah memiliki kewenangan mengevaluasi
dan menilai kinerja Kepala lembaga teknis berdasarkan
prinsip akuntabilitas kinerja.

G. METODOLOGI PENELITIAN

H.

Peneliian ini menggunakan metodologi  deskriptif, yaitu
menggambarkan keadaan obyek yang diteliti secara apa
adanya. Kegiatan ini dirancang untuk menguraikan kondisi
yang ada berdasarkan fokus penelitian seperii tersebut di
atas.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah menggunakan panduan wawancara sera diskusi
dengan key person yang dianggap menguasasi
permasalahan yang ditanyakan. Disamping itu menggunakan
pula kuesioner serta studi dokumentasi untuk menjaring
informasi  sebanyak mungkin  dalam rangka saling
melengkapi.



METODE DAN ANALISIS DATA

Metode yang digunakan disesuaikan dengan dala yang
dipercleh, yaitu metode analisis kualitatif, maksudnya
memberikan tafsir terhadap data yang diperoleh berdasarkan
kerangka pikir dan teori yang ada sehingga bisa didapatkan
sebuah gambaran yang uluh sesuai dengan tujuan penelitian.
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BAB Il
ANALISIS KESESUAIAN KEWENANGAN
DAMN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

A. PENDAHULUARN

UL Nemor 22 Tahun 1999 tentang Femeritahan Dasrah telan
menempatkan kewenangan pemerintahan sebagian besar di
letakkan di daerah kabupaien/ Kota. Dengan demikian daerah
kabupaten/ Kota pada hakikatnya memiliki kewenangan yang sangat
luas (otonoml yang luas) untuk menjalankan berbagai urusan/
bidang pemerintahan kecuali yang telah diatur menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan =wenangan Daerah Provinsi,

Dengan kewenangan yang luas tersebut, Daerah Kabupaten
dan Kota perdu menentukan kewenangan-kewenangan yang akan
dijalznkannya dan secara ekplisit mengakui kewenangan-
kewenangan yang akan dijalankannya yang diuangkan dalam
Paraturan Daerah. Penentuan kewenangan yang akan dimilikinya
didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan sumber
daya yang dimilikinya disamping daerah pun telah dibebani untuk
menyelenggarakan kewenangan yang bersifat  memberikan
pelayanan dasar kepada masyarakat (basic needs) yang disebut
dengan kewenangan wajib. Pengakuan kewenangan tersebut
disampaikan kepada pemerintah pusat supaya pemerintah pusat
mengetahui kewenangan apa yang akan dilaksanakan dan
kewenangan apa vyang tidak akan dilaksanakan. Kejelasan ini
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekosongan pemerintahan
yang akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dengan
adanya pengakuan kewenangan yang mendapatkan persetujuan
dari pemerintah pusat, inl menjadi dasar penentuan kelembagaan
atau struktur organisasi Pemerintahan Dasrah.

Dalam menentukan strukiur organisasi yang akan diterapkan
seyogyanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
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1. Analisis Kewenangan Daerah

Sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan, yang
menempatkan pemerintah lebin sebapai fungsi steenng maka
penyelenggaraan kewenangan dasrsh tidak selalu  harus
dimaknai bahwa daerah harus mengeiola sendird urusan tersebut.
Dalam urusan tertentu, sangat mungkin pemerintah dasrah hanya
berindak sebagai reguiator, sedangkan operasionalnya
dilaksanakan oleh swasta.

Atas dasar parimbangan tersebut maka langkah pertama yang
dilakukan dengan mengadakan analisis terhadap kewenangan-
keweanangan yang diakuinya tersebut dengan mempertimbangkan
apakah sebuah pelayanan sebaiknya dikelola oleh pemerintah
atau diserahkan kepada fihak lain (swsatal kelompok
masyarakat), Pengklasifikasikan sefiap kewenangan yang ada,
dapat dilakukan berdasarkan produk layanan utama yang
dihasilkan oleh setiap kewenangan tersebut. Menurut Savas ada
4 Klasifikasi barang yaitu:

1) barang privat (private goods);

2) barang campuran {common pool goods);

3) barang campuran (fool goods);

4) mumi barang publik (collective goods).

Private goods adalah barang-barang yang dikonsumsi secars
individual, penggunaannya dapat dibagi-bagi (jika dikonsumsi
cleh seseorang maka orang lain tidak mempunyai kesempatan
untuk  mengkonsumsi  barang  tersebut), dan  untuk
memperolehnya diperlukan biaya, Termasuk dalam kelompok
ini misalnya makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum
botalan, dan sebagainya.

Toll goods adalah barang-barang yang dikonsumsi secara
bersama-sama, penggunaannya dapat dibagi-oagi, dan untuk
memperolehnya diperiukan biaya dan cenderung bersifat
eklusif, sehingga barang tersebut bisa disebut barang semi
publix, dengan bobot privat yang lebih besar. Contoh dari toll



goods ini dapat ditunjuk seperti pesawat telepon, pipa air
minum, kabel dan satalit TV, dan sebagainya.

Commen pool goods adalah barang-barang yang dikonsumsi
secara individual dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi,
dan untuk memperolehnya tidak diperukan biaya (common
pool goods), dan cenderung bersifat non ekslusif, sehingga
barang tersebut bisa disebut sebagai barang semi publik
dengan bobot publik’sosial yang lebh besar. misalnya
kexayaan laut, udara, dan sebagainya.

Sedangkan collective goods adalah barang-barang yang
dikonsumsi secara bersama-sama dan penggunaannya fidak
dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan
biaya (colflective goods). Termasuk didalamnya adalah urusan
pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakaran,
pemacyarakatan residivis, dan sebagainya.

Sejalan dengan langkah tersebut yang lebih cenderung bersifat
akademis maka dilakukan analisis yang bersifat praktis vaitu
dengan mengadakan analisis potens: daerah.

. Analisis Potensi Daerah

Analisis ini  dimaksudkan wuntuk menyambungkan antara
pendekatan teoritis dan kenyataan ril di lapangan dalam
melaksanakan kewenangan Daerah, Faktor-fzkior atau indikator-
indikator potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain ;
Luas Wilayah kerja

Besarnya objek kewenangan yang ditangani

Jumnlah Penduduk yang mendapatkan Layanan

Potensi dasrah

Kebutuhan Masyarakat

Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan

Kemampuan Keuangan daarah

Teknelogi yang digunakan

Kualitas SOM

Potensi Masyarakat dan swasta
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Indikator-indikator ini menjadi bahan perimbangan untuk
menantukan beban pekerjgan yang harus ditanggung aleh
suatuy pemernntah dalam melaksanakan suatu kKewenangan.
Setiap kewenangan memiliki indikator-indikator tersendiri yang
berbeda dengan kewenangan lainnya. Dalam penalitian ini
indikator yang digunakan berbeda antara satu kewenangan
dengan kewenangan lain, namun penentuan indikator yang
digunakan disesuaikan dengan ketersediaannya data yang
dirniliki,

3. Perumusan Kelembagaan Pemerintahan

Didasarkan atas pertimbangan analisis kewenangan dan analisis
potensi daerah yang akan menghasilkan seberapa Lesar beban
pekerjaaan dalam melaksanakan kewanangan-kewanangan yang
akan dijalankan Pemerintah Kota Cimahi, Dengan mengacu pada
hal tersebut langkah selanjutnya merumuskan kelembagaan yang
cocok  untuk  menyelenggarakan  kewenangan-kewenangan
tersebul.

Tahapan yang peru dilakukan dalam merumuskan kelembagaan

vaitu ;

a. Analisis Pemilhan Antara Kelembagaan Lini  (Dinas) dan
Kelembagaan Staf (Lemtekda atau Sekretariat Daarah)
FPemilihan antara kelembagaan lini dan kelembagaan staf ini
harus didasarkan pada tipe urusan atau kewenangan yang
ada. Apabila urusan/kewenangan tersebut bersifat teknis
operasional pelayanan  langsung kepada masyarakat,
perumusan  kebijakan, pelayanan adminisdtratif, maka
kelembagaan yang dibentuk adalah kelembagaan lini (dinas,
sub dinas atau bidang dalam dinas tertentu) dengan pola-pola
yang ditentukan. Sedangkan apabila urusan/kewenangan
yang akan dilaksanakan tersebut labih banyak bersifat fasilitatif
dan pelayanan administratif internal kepada aparat pemerintah
dasrah lasinnya, maka kelembagaan yang dibentuk adalah
kelembagaan staf (Sekretariat Daerah). Sedangkan apabila
jenis pekerjaan lebih bersifat fasilitatif, koordinatif kepada
aparat pemerintah daerah lainnya dan juga perumusan
kabijakan bidang tertentu sesuai dengan kewenangannya,



maka kelembagaannya berbentu kelembagaan staf Lembaga
Teknis Daeran

b. Analisis Besaran orgarmsasi yang akan dipilih, Antara Dinas,
Sub Dinas, Seksi atau UPTD {Unit Pelaksana Teknis Dinas)
untuk Kelembagaan Lini Serfs Antara Bzdan, Bidang, Seksi
atau Kantor (Lembaga Teknis Daerah), Asisten daerah, Bagian
atau Sub Bagian (Sekretariat Daerah) untuk Kelembagaan
Staf.

Dalam menantukan besaran organisasi periu
mempertimbangkan  besaran  beban  pekeraan  yang
dilzksanakan untuk sstiap kewenangan vang dilaksanakan
(hasil analisis potensi daerah dipergunakan kembali dalam
tahapan ini). Untuk menentukan kelembagaan yang dipilih
periu dipertimbangkan antara lain Kelembagaan yang memiliki
eselomisasi yang sama memilki beban pekerjaan yang sama.

c. Perumusan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Organisasi
Suatu organisasi dalam meanjalankan pekerjaan membutuhkan
kejelasan batas-batasan kewenangan dan tugas serta fungsi
yang dimiliki, Hal ini dimaksudkan untuk  menghindari
terjadinya tupany tindih kewenangan, tugas dan fungsi dengan
satuan organisasi lainnya.

d. Perumusan mekanisme kerja antar dan antara organisasi
pameriniah propinsi
Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi (KIS) dalam menjalankan tugas. fungsi dan
kewanangan masing-masing.

. Analisis Dampak terhadap aspek keuangan dan
kepegawaian.

Dengan model organisasi yang dihasilkan dari tahapan-tahapan
tersebut di atas. Langkah selanjutnya perlu diprediksikan
kebutuhan akan sumber daya manusia yang akan meangisi
kelembagaan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan analisis jabatan



yang akan menghasilkan uraian tugas dan jabatan sera
spesifikasi  jabatan, Disamping memperkirakan kebutuhan
pegawal juga diperkirakan lebih lanjut besamya biaya yang
dibutuhkan untuk mengoperasionalisasi oraganisasi lersebut.
Semakin besar organisasi yang dibentuk akan semakin besar
pula biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung crganisasi.
Apabila dari hasil analisis ini lernyata baik kepegawaian maupun
keuangan terdapat permasalahan vang masih membutubkan
waktu untuk menuju kondisi yang ideal maka ditetapkan strategi
dan langkah-langkah perwujudan model ideal tersebut.

Dengan adanya tahapandahapan seperti tersebut diatas,
penyusunan kelembagan daersh dihcrapkan akan menghasilkan
kelembagaan yang efektii dan efisien dalam menjalankan
pelayanan kepada masyarakat

B. Struktur Organisasi dan Kewenangan Pemerintah HKota
Cimahi

Dalam menentukan kelembagaan suatu dasrah seperti yang telah di
jabarkan di atas diawali perlu adanya kewenangan yang akan
dilakzanakan. Pemerintah Kota Cimahi telah membuat keputusan
Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001 tentang kewenangan
Pamerintah Kota Cimahl memuat Rincian kewenangan, kemudian
ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya keputusan Walikota Cimahi
Namor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Pemerintahan Kota Cimahi. Keduz keputusan ini merupakan
keputusan sementara atau transisional sebelum memiliki keputusan
yang memiliki kekuatan hukum yang kuat yaitu berupa Peraturan
Daerah.

Kewenangan dan kelembagaan merupakan suatu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan, kewenangan dapat diopersionalisasikan
memkbotunkan adenva suatu organisasi yang melaksanakan, begitu
halnya suatu kelsmbagaan dapat menjalankan tugasnya apabila
memiliki landasan yang berupa kewerangan yang dimilikinya. Untuk
itu kewenangan dan kelembagaan perlu adanya kesesuaian antara
kewenangan yang dimiliki dengan kelembagaan yang dibuat.



Adapun kewenangan dan kelembagaan yang telah dibuat
tergambara dalam tabel di bawah ini.




TABEL
Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan
Keputusan Walikota Cimahi Nomor 1 dain 2 Tahun 2001

| WO | KEWEMANGAN HKelembagaan Keterangan

|y | BIDANG PEKERIAAN LIMUM Dinas Kewenangan
|= Penyusunan rencana dan  pelaksansan  S8ME | peymghen dan | Bidang
| pengendalian nﬂlmsiunTLmnadaan n;emngﬁ Dinas Feiigairan Tidak
paningkaten dan pamaeliharaan jalan dan jembatan | pessbungan jelas lembaga
' ' kolekiar primer, jalan dan jembatan lokal primer, [@lan o Jﬂ.ng
| | dan jembatan yang memiliki nilal strategls bagl Deerah | menanganinya

| Kota, besarta jalan dan simpuksimpuinya (saluran dan |
| | trotoar dearah milik jalan);
| = Panyusunan rencana  dan  pelakssnasn sens |
| | pengendalian operasional pengadaan. pemiangunan, |
| | peningkatan dan pemedibaraan jalan umum;
[ | = Penstapan parijinan pamanfaatan daerah milik 5I|-tn i
| oM |
| | = Penstapan kelas jalan kots;
| |+ Pengembangan meinde palaksanaan pembinaan jalan |

kota; |

Fensetapan rekomandasi pamanfaatan jalan propinsi |
dan jalan nasional yang berada di daerh kota;
Penyusunan __rencena  dan _pelaksanaan sarla!




-

pambangenan, pemngkaian  dan  pemeliharaan |

jaringan irgasi primear, sekunder, tertier dan kuarter
dan jaringan kota non fntas kabupaten/ota termasus
bendungan, danau-danau buatan, penyedisan dan
pangaturan elr ingasi sera sumbar-sumber alr lainmya;
Ponetapan pariinan pemanfaain dan penggunaar. air
inigasi;

Pengsmbangan dan apdikasi teknologi pengaran;
Pengembangan dan  pembardayian kelembagasn
masyarakal petani permakal air di daerah kots;
Penpembangan kejasama teknis maupun kemitraan
dengan masyarakal, swasia, pemerintah  dasrah
datam dan luar negeri dalam bidang pangairan;

Pengaturan dan pengawasan terhadag pemIangunan, |

pamaliharaan dan pemanlaalan bangunan,
Pemyusunan rencana dan  pelaksansen  serts
pengendalian  pembangunan, pameliharaan  dan
pangelolaan bangunan bangunan peisyanan umm,
Paneriiban  dan pengawasan dan pengendalian
bangunan;

Penetapan parjinan bangunan;

Pengujian konstruksi dan utéias bangunan
Penyusunan rencana ¢en  pelaksanaan 83
pengendalian  pembangunan perumahan  besss
prasarana dan fasllitas ngkungan perumahan:
Fembangunan, pemaliharaan  dan  pengelolaan
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g prasaran dan faﬂﬁt_ai'hvgkungﬂrl punufrlElI"léW:

Penelapan dan pengaturen pemanfaatan  fasiias
sosial dan fasilitas umum lingkungan parumahan;
Pengaturan PEnQOUnERN dan parmanfaatan |
perumatan aset pemerintah daerah;

Penyusunan rencana  can  pelaksanaan  senla
pengendalian kesehatan lingkungan § perumavhan;
Pengaturan dan penataan  drainase  dilingkungan |
permukiman | parumahan; |
Perbaiian jalan linglkungan pemukiman | perumahan; |
Penataan pemukiman kumwh; |
Penyusunan rencana  dan  pelaksansan  sera |
pangendalian pengadaan, pernbangunan. |
pemaliharaan  den  penslaan  peramanan  d&n |
e kA e

Penyelanggaraan  kebersinan  partamanan - dan
PErmakaman;

Penetapen  pergnan  pemanfastan  kawsasan |
peramanan dan permakaman; |
Penetapan perijinan penggunasn dan pemantsatan |
kawasan peramanan dan permakaman;

Penyususnan rencana dan pelaksanasn panmgahanl
sarta pananggulangan bahaya kebakaran;

Penatapan  perjinanirekomendasi  sarana dan |
prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
Fangembangan kapasitss dan kapabiflas metods |

-



pencegshan bahaya kabakaran; |
Penyusunan rencana dan pembangunan pasar; |
Pengaturan dan pembinanaan kelertioan; |
Pengaturan distribusi barang den ketertiban pasar; |
Fammmusan kebijakan dan tarf refribusi pasar, |
Panyelenggaraan permunguian retribusi pasar l
Panatapan kebijakan kerjasama dengan finak laun
dalam pengoiclaan pasar;

Pembinaan dan pemberdayaan podigand paser can
pambinaan muty atau kualitas barang dagangan: |
Penyelenggaraan an pembarian §in;

Pemelitaraan gedung pasar milik pernda;

Penyusunan rencana ufmum  (Eta ruang  daersn
{RUTD} beserta program pemantaatan reang untuk
damrah dan rencana detail t2ta ruang (RODTR) untuk
satuan kawasan pengambangan;

Penysunan mcane teknic ruang dan panganﬂalnan
pemanraatan ruang untuk satuan parmukiman; |
Penetapan dan pangeturan pemanfaatan niang kota:

Pangawasan dan pengendalizn pemanfaatan ruang
kota;
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BIDANG KESCAATAN [

Penysienggaraan standar minimel palayanan |
kesahatan; Dinas
Panyelenggeraan dan penelapan standar palayanan Kesahatan
medis, slandar petayanan remah sakit asn rumah

khsus; |
Penyelenggaraan, pengawasan, dan pambanan ijin
usaha badang farmasi, rumah sakil khausu, polikiind,
prakiek tenaga medistkasehatan sera Ein prakisl
pengobatan tradisonal;

Pengadean, pengolahan dan pangawasan peredaran
obal obat esensial knsmetik, makanan, dan
perbekalan farmasi lainnya;

Penyatenggaraan pendidikan pandayagunaan lenags
kixsehatan; |
Penyalenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan,
Penyalenggaraan pelayanan kesshalan kesejahlaraan
ibu dan anak sera Keluarga Bersncana, kesehatan
masyarakal dan medis; |
Peneliian dan pengemtsingan bidang kasehatan:
Penyediasn dmdulwngan bangunan, alat dan

| Pengawasan

| dan pembearian
ijin usaha
kesahatan,
pengawasan
peredaran obat
| pendidikan

| tunaga
kascalan
balum

tergambar

| dilakukan oleh

| satuan kera
mana di Dinas
kesahatan




5 | BIDANG PENDIDIKAN DAN REBUDAYAAN

Dinas Pendidikan | Kewenangannya
| = Penetapan petunjuk pelaksanan penyelenggaraan

masdh umem dan

| pendidikan bitza beduplikasi
|« Penetapan kurikulum mustan lokal gengan Pusat
= Panyelenggarsan kurikubem nasional dan lokal dan Proginai

& Monitoring dan penilaian pelaksanaan proses belaar
mengajar dan manajmen sekalsh

« Penelapan petunjuk pengujian dan penitaian hasil 1
balajar, pelaksanaan pangufian dan evaluasi hasil |
balajar lahap akhir

» Ponatapan pelunjuk pelaksanaan kalends akademis

= Penetapan soal ujian sesuai dengan kurikulem
muatan kakal

= Penatapan kebljaksanaan operasional penerimaan

| sisva

» Pengembangan standar kompetensi sises

= Penyelenggaraan akrediliasi serta pendirlan dan
penutupan sakolah |

= Monitoring dan evalessi peryelenggaraan pendidikan |
sarta kinerja sakolah

= Perencanaan kebuluhan pengadaan dan penempatan
henaga kependidikan |

W-1%



Fenelapan peunjuk pelaksanaan anggaran
pendicikan

Peningkatan kamampuan dan kesejanieraan @naga
wepaendidikan luar sakolah;

Peningkatan peran sara masyarakal di bicang
pandidikan

Perencanaan can pelaksanaan pengadaan,
pendisiribusian, pendayagunaan dan perawatan
sarana prasarana pendidikan

Panyusunan rencana indulk pengambar;an
pendidikan

Mendorong pembaharuan sistem pendidikan
Penetapan patunjuk pelaksansan, penyelenggaraan
program pendidikan iuar sakaolah

Peningkatan kemampuan dan kesajanieraan ianaga
kapandidikan |uar sakoleh

Pervaediaan bahan dan temped belegar serts tasiliias
lainrya bagi pendidikan luar sakalah

Penyadiaan bahan den tempat belajar sens fasilitas
lainnya bagi pendidikan kiar sekolah;

Penetapan petunjuk pelsksanaan, pembeniaan izin
dan evaluasi pemmlanggaraan khusus:
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Prneliian dan pengambangan model program
khusus;

Penyediaan fasiliizs dan pengolahan kebudayaan
daarah tingkal Kota, meliput sejarah dan nilai tradisl,
kesenian purbakala, bahasa dan sastra;

Parencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan
tenaga teknik kebudayaan; |
Penyalanggaraan pengembangan pandidikan bucsya |
daerah; |
Penyslenggaraan kegiatan palastarian dan
pengambangan nilai-nitai budaya termasuk budas
spiritual;

Pelaksanaan pandataas kebudayaan dasrah;
Panstapan penerfmaan penghamgaan kebudiaysan
tingkat kota serta pengajuan usus!l calon penerima
penghargaan kabudayaan tingkat Propinsi dan
Maskanal

Pembenan dukungan berhadap pusat dana atau
kursus kebudayaan daarah;

Penyelanggaraan pusat pengemibangan kebudayaan
daarah:

Penetapan izin kegistan kebuedayaan lingkat kota; |
Pendayagunaan program leknologi komunikasi untul |
pangembangan kebudayaan dasrakh;

Putaksanaan inovasi bidang kebudayaan lingkat Kats |




. | BIDANG PERTANIAN

Perancanaan, penyekenggaraan, pengendakan dan
pengawasan penanian, sera pemasukanelemeakan
gan perikanan, pengadaan dan paredaran benitvbibit
gsn pupuk. pastisida, obat. alat dan mesn di bickang
pertanian dan paternakan

Penetapen standar pengeiolasn dan parEnoassEn
sumber daya atem, partanian, paternakan, pankansn
dan plagma nu=h

Penatapan kriteria penetuan Bfian partaniadn,
poternakan dan perikanan darl daiam rangka
panyusunan tat ruang:

Panatapan sasaran aneadl dan wkas kagiatan
pengembangan lahan dan konsereast fanah dan air
pada Kawasan pertanian, petamakan dan pedkanan;

Pambarian izin meliputl usaha bidang pertanian,
produksi serka pamasukan dan pengaluaran
panin:bibit partanian, pemantaatan flora dan fauna
yanaq tidak dilindungi. usaha pemaibitan tamak, wsaha
rurmah patong hewan, rumah patong urmium, sera izin
prakizk dokier hewan dan distribusi‘dapo obat newan

Tidak jelas Tdamungkinkan

| lembaca yai.g unsuk dititinkan
renangan pada UFTD
Prrtamanan

n-is



"
]: « Panyalenggaraan identiikasi potensi lanaman @angen
hoitikultura, parkebunan dan kehutanan, dan
| pengembangan usaha agrobisnis, rekayasa teknokogi
-| bidang peternakan dan sertifikesi kesehatm termak
| dan bahan pangan 253l femak

| + Warjasama dengan finak ketiga dalam rangka
! pemenuhan kebutuhan Kota ferhadas hasi parsanian;

| « Penpawasaniufi mety terhadap produk-produk
| pertanian, perikanan dan petenmakan

1§« 47



BIDANG PERHUBLINGAM

Perencanaan Perluagan Jaringan Jalan;
Penatapan kolas jaringan can ruas jalan;
Pengatwran dan pengencakian stas pemanfaaten
ruas jalan:

Pengambangan parisipasi dan pemberdayasn
masyarakat delam pengelclaan dan pemeliharasn
muas dan atau @ongan g@alan;

Peryelenggaraan perparkiran kendaraan bermodar;
Penetapan pengelolasn tarminal lipe C;

Funetapan pengelolaan rambu dan perengkaoan
jatan;

Penyelenggaraan pendafieren  dan  pengugan
kendarsan bermotor:

Pargololsan  dan  pemeliharaan  fisik  sera
ketertiban tamminak

Penetapan pembatasan  pengangkulan  orang
dengan kendaraan tdak bermoior;

Panunjukan lokasi. pengeloisan dan pemeliharaan
keterliban  tempatl  pemberhentian kandarean
LIFTHIFTY;

Pengaturan fentang kewajiban membesd bantuan
kepada perkumpulan dan/alau badan hukum yang
ditugaskan untusk menyelenggarakan penempatan
dan pamedharaan rambu dan tanda lak lintas,

Dringys
Farhubungan

| Hanya
memiokuskan
pada Angketan
| Jalan saja

(IRt



Pombarian I'n pendwian perusahaan  angkutan

kendarsan besmotor, bengkal umum, dan jasal

fifipar,

Pemberian [jin operasi angkutan jalan baik frayex

maupaen linke: (datam kotal;

Penetapan |alan yang melarang pengemudi

kendarean membesikan tanda suara pada wakiu-

wakiu laraniu;

Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas,

Panetapan larif angkutan kendaraan umum,

Pengawasan dan  pengendalian  kawasan

kabisingan serts dearah Engkungan bandara sesuai

dengan standar yang bedaku (milik pemerinish

kata):

Pengelolaan tarminal peli kemas dan bandara yang

dibangun pemenniah kata:

Mesyelanggarakan sistem indormasi  kecelakaan

ladu lintas:

}I;uwberlan ijin dispensasi angkwlan alat barat i
lan;

Pambarian ijin pendirian sekolah mengamudi;

Kerjzsama dengan fihak ketiga

dalam rangka pelaksanaen kewenangan di bidang

perhubungan;
Pormeriksasn kandaraan bermator di jalar;
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| Industri dan Perdagangan

-

Panyslenggarasn. pengawasan dan pengencaban
wsadi indusin, perdagangan;

Pambarian izn kegiatan usaha perindustian dan
pardagangan barang dan jasa;

Mendorong  penyelenggaraan  kemitraan  incustr,
perdagangan  barang dan  j@sa.  bermEsuk
pengernbengan kouodilas eksper dan  komoditag
andalan dasrah;

Mamfasilitasi permodalzn manajemen kalemaagaan,
kzmitraan  dan  perniagaan, pamaseran  whiuk
perkembangan  perinougtrian, perdagangan  dan
usaha menengah;

Kerasama ocngan pihak kefige daam  rengka
palaksansan kewenangan di Bidang Industri dan
Perdagangan;

Koordinas dan promosi sentra-senire Bdustr don
perdagangan;

Pengawasaniuji  muty produk indusli dan
pardagangan.

| o
Perindustrian.

Tenaga Karda

| Masih tadempan

| ETm

Fordagangan dan | kewenangannya

Il 3




BIDANG PENANAMAN MODAL | Sakratarial
5. Parencanaan teknik pananaman modal baik FMON | Deerah
maupun PMA;
b, Penyelenggaraan pengawssan dan pengendslian
kegiatan penanaman modal

¢ Malakuikan keordinasi dengan pihak keliga datam
bidang promosi dan PRD Kota Cimahi

Kurang coeck |
ditempatkan di |
Sekretarigt

Daerah bisa |

- diternpatkan
| sabagal kanor
1 :Lambqlga Tesknis

Daerah)




[ LINGKUNGAN HIDUP

Pengaturan, pengendalisn den pengaiclan
lingkungan hidup;
Pangaturan, pengeloiaan dan pemantauan serta
jpeleatanan konservas! sumbser days alam;
Fangatran analists mengenai dampak lingkungan
Lagi kegiatan yang polensial berdampak:
Fasiitas penegakan hukum di bidang lingkungan
hichug;
Analisis kualita limbah dan pernan pembuangan
Bmbah numah tangga den industr;
Pangawasan kegiatan air bawah tanah dan gadian,
Pangandalian dan penanggulangan pencermasan
tanah, &ir dan wdars;

Soslalizasi penataan perundangundangan di bidang
Engkungan hidug:
Panyelenggaraan kera sama can kamitrazn
pengeioiaan lingkungan hadup;
Penyusunan sistern informasi lingkungan hidup;




PERTANAHAN

+ Pengsiuran, penyelenggaraan ¢an pengandalian,
persediaan, parmbaniulan den pangunaan fanah uniuk
keperuan pembangunan, pemarnntah, sosial,
perorangan dan badan hukum

+ Penyiapan dan penyusunan rencana pambantukan,
persediaan dan penggunaan tanah;

» Pemberiaan perimbangan aspek lata guna tanah;

« Pengendalian dan penyerasian penggunasn tanah;

« Panetagan lokasi dan pembenan hak atas tanah yang
menjadi ohjek “landraform” dan land consolidatian®,

+ Panelapan pemberian hak milik, hak guna usaha
bangunan, hak pakai dan hak guna pembangunan;

» Penetapan pemberian izin lokasl, perpanjangan 2z
lokasi dan penthehan panggunasn tanan;

« Monioring Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

« Penetapan Gaml Rugi lerhadag tanah yang menjadi
objek “land refomm”;

Behem Ada
Lembaganya

| Balum
| dimmpahkan dand |
| Pamwrintan Pusat !
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Penvelongarasn pengukuran, pemetaan, peralihan hak
dan pamibabanan hak atas fanah;

Penstapan penarbian dan pambataken sedilikal hak
atas tanah;

Pengelyaran tanah objek “land redorm®
Penvelengoaraan adminstrasi partanahan;
Penaliian dan pangadminisirasian tenah-lanah yang
manjadi objek sengketa serte menyiapkan konsap
penyalesaianmyg;

Penyalenggaraan bimbingan kknis, pangemblian
sumpah dan pelantikan FPAT,

-1



0.

[KOPERASI

# Pemyelenggaraan maniboning,

mdal,

pamyrtasn
sigtam distribusi serta kerjagama antara Kopoerasi dan

usaha kecl

» Pengesahan akta pendirian, penggatungan dan

pembubaran koparasi

dan usaha kecil

.- Mendorong dan memiasilitasi pengambangan koperasi

Sekratariat
Dasran

Lebits haik |
dimasiknan pada |
Dians indag dan |
Maker L

-



1

-

TENAGA KERJA

Pengembangan dalam badang  perduasan  kerja,
lembaga latihan  swasia, bhubungan  indusirial,
kelernbagaan kelensgakerjgan dan pengembangan
usaha;

Pemyelanggaraan pelatinan produkiivites tenaga kera,
sertivikasi dan lisensi kega sera  pelalihan  dan
PEm@EGIAgEn;

Pengurusan  persyaratan  ker@,  penyalesaian
permasalahan kelenagakerdaan dan informasi pasar
karja:

FPangawasan norma kerja, jaminan sosial lenaga kerja
kaselamatan tenage keda. sera kesshatan kera dan
hygignes perusahsan;
Pemberdayaan fasilites kesejghteraan pekerjs sekior
formal dan infarmml; [
Pangawasan, pengendalian  dalam  panempatan, |
penyaluran dan pengaluan pembatasan lenaga kerja |
serla penggunaan tenaga kerja warga negana asing: ‘I
Penetagan UMR malalul mekanisme tipartit

Kerjasama dengen pihak kefiga dalam pahhsanaan|
kwenangan di bidang 1enaga kara. |

Dinas
Perindustrian,

Tanaga Kena

Bisa ditempatkan
o Kantor
Kapandudukan
dan statusm@a
dinaikan menjadi

| Dinas
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12

POLITIFK DALAM NEGERI DAN ADMNISTRAS!
PUBLIK

Fasilitesi penyelenggaraan pendidikan politik dan
peembinaan kesatuan bangsa:

Penyelenpsarssn dan pangambangan sistam politi;
Fagilasi penyelenggeraan pendidican pollik;
Fasiltasi penyelenggaraan pemilihan wmum;
Fasililasi penegakan hak azas: masJsia
Pemsalihraan ketantraman dan keleriEsan urraem,
Fanyelenggaraan akuntabilitas kinerja aparatur
daerah;

Penatapan pedoman pmaksanaan ugas aparabr
daerah;,

Penyediaan dukungan administras: kepegawaian dan |

admmisirasi pegawai

Penyelenggaraan pendidsan dan pelatihan
panjanjangan dan teknis fungsconal;

Alokasi dan pemindahan pegaeai [Kola),
Penetapan pengangkatan dan alih ugas jahstan;
Monitering pekerjaan Pemerintah ¢l Kecamatan dan
Hedurahan;

| Sekratariat
| Damran




e

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Panatapan kebiakan parubahan, batas nama dan
pamindahan;

Panetapan pambsntukan, penggabungan dan
pemisahan kalurahan;

Fanataan susunan organizas| Perangkat Daarah;
Panetapan formasi Perangkat Dasrah;
Panysianggaraan ralokasi pagawai;
Panyalanggarsan pamasntahan umaem;
Penetapan kebijakan pambangunan;

Prnadataan dan pe'spoman pelaksanaan
pambangunan

Panyslenggaraan pambantukan dan oparsaional
asosiasi Pameriman Daerah dan Asosias) DPRD;
Fenetapan wakil dan Daerah sehagai Anggota
Durwaan Perfimabingan Ofonomi Daerat;
Fenelapan sadhiburgan anggaran pendagatan dan
salanja;

Penyslenggaraan pangurusan, perangoungiawaban |

dan keuangan:

Panyslanggaraan pinjaman daerah;
Parancanaan investasi dan kemitraan;
Panysfanggarean pajak dan ratribusi daarah;
Pangelolaan dan studi potensi PAD saria sumber
permbivaan lainnya; o

Sakratanat
Diaerah

=28




14 | PERIMBAMNGAMN KELUANGAN Sekrelraiat

= Penggalian polens pendepatan dasrah; Danrah dan Dinas |
|. Fendapatan jenis{enis pajak dasrah, jenis-janis Pandapatan |
| retribusi daerah dan pendapatan; Daerah i

' Pangawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi
| Pandapatan Asli Daerah dan; [
| » Panatapan, perubahan dan perhitungan APED,
| Otesisator dan Ordonabor Penas; stan; |
| = Penyelienggaraan kerjasama dengan fihak ketiga/ |
| | badan swasta dalam Penetasan pinjsman dar sumber i
| dalam neger dan atau sumber (uar nege; H
|* Per;arisan modal kepada fihak ketiga, Pemessiiah :
| Pusatdaa Daseran; |
| * Penyalenggaraan kesjasama dengar nak ketigar

| bedan swasla dalam pemungutan pajak-pajak pusat
. sebagai tugas pambaniuan u




| KEPENDUDUKAN

= Penyelenggaraan  adminisirasi gftaran  dam | sdukan
pencatatan pandudisk. e { g
. F'mm langgaraan pancalatan dan penerbitan  akia-
akta,
+ Pgnyelerpgaraan statistik !
= Pengandalian angka kematian ibu dan bayilanak,
+ Pangandalian migras: dan urbanisas.
= Pendataan keluarga unfuk memperoleh data mikio
tentang keluarga.
« Fasilitasi  penyelenggarasn  program  adminictasi
kependudukan




16 | HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

= Pelaksangan perumasan. pangkajian, evaluasi dan
penelapan produl-produk;

Sosialigasi dan dokumentasi peraturan perundang-
undangan dan produk hukum;

Pelaksanaan sistern jaringan informasi dan
dokurmeniasi hukum;

Pemberian katarangan yang berkaitsn dengan
pembuatan lakla hukwm,

Pemberian dan pertimbangan bantuan hukum;
Pemberian layanan konsultas) hukum;

hi::r.lwhg pelaksanaan dan pensgakan Peraturan

I‘-'embﬂasn Pemyidik Pegawai Megerl Sipdl;

Penyusunan padoman penegakan Persturan Deerah;

Penetagan pedoman tata cara kerjgsama antar
Permarniah Kab/Kola dan dengan Pemernintah sena
Dagrah Propinsi;

Pelaksanaan katan hukum dengan Ghak keliga;
Pendalaran dan pengesshan akla di bawsh angan,

Bagian Hukum
Sakoetariat
| Dasran

il
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OLAH RAGA

= Penyelenggaresn dan pengembangan kegiatan
| olahrags;

[ Sub Bagian Cagabung
Pamm.a dan Olah | Seks| Pamiueda
Sekretariat | dan Clah raga

(= Penyediaan biaya pemberian dukengan pembangunan I Dasran pada Dinas

sarana dian presarana olah raga

Pandidikan




C. Analisis Kesesuaian Kewenangan dan Kelembagaan
Pemerintah Kota Cimahi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai
pemberi layanan kepada masyarakat (public servant), memberikan
fasilitator dan dinamisator pembangunan yang diarabkan untuk
pemberdayaan masyarakat daerah. Penetapan kewenangan
Pemerintah Kota Cimahi yang dituangkan dalam Keputusan
VWalikota Cimahi Momor 1 Tahun 2001, menjadi salah satu pijakan
dalam menentukan kelembagaan Pemerintah Kota Cimahi
disamping faktor-faktor yang lain seperti yang telah di jelaskan
sabelumnya,

Rincian kewenangan yang dibuat Pemerintah Kota Cimahi
terlihat sangat simpel dan sangat sederhana, seningga dapat
menimbulkan kelidak jelasan dan sangat sempitnya kewenangan
vang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan
otonominya, Padahal Daerah Kabupaten dan Kota memiliki
kewenangan yang luas yang hanya dibatasi oleh kewenangan
propinsi yang sangat terbatas yang lebih cenderung kewenangan
lintas kabupaten dan kota dan kewenangan pemerintah pusat
yang lima bidang pemerintahan dan kewenangan bidang lertanty
yang bersifat strategis nasional. Diluar kewenangan tersebut
merupakan kewenangan kabupaten dan kota.

Melinat kecenderungan daerah mengalami kesulitan untuk
memerinci kewenangan yang akan dimilikinga Departernen Dalam
Megeri dengan Kepulusan Menteri Dalam Neger No. 130 —&7
Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan
Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan daftar Kewsnangan
Kabupaten dan Kota per bidang dari departermen / LPND membuat
daftar rincian kewenangan kabupaten dan kota yang cukup detail.
Pembuatan Keputusan ini mempertimbangkan masukan dari
dasrah dan dari depariemen dan atau Lembaga Pemenntah MNon
Departemen (LPND). Namun demikian dalam kajian ini
kewenangan yang akan dijadikan acuan adalah kewenangan yang
telah dibuat dalam Keputusan Walikota yang memiliki kepastian
hukum walaupun tetap tidak mengenyampingkan Keputusan
Menteri Dalam Megeri. Beranjak dar Kewsnangan yang dimiliki
daerah Kota Cimahi dibuatlah kelembagaan yang akan berfungsi
atau bertugas menjalankan kewenangan tersebut Tentu saja
dengan demikian Kelembagaan yang dibentuk harus sesuai dan
mencerminkan kewenangan yang dimilikinya. Kesesuaian
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Kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Kota Cimahi dapatiah
dijzbarkan sebagai berilkut :

1. Bidang Pekerjaan Umum

Perumusan kewenangan bidang pekeraan umum  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sudah begitu terinci
dan cukup jelas yang kewenangaannya meliputi Bidang
Kebinamargaan, pengairan, Tata bangunan,
perumahan/permukiman, pertamanan, pemakaman, kebakaran,
pasar, kebersihan dan Tata Ruang. Untuk menyelenggarakan
kewenangan-kewenangan bidang Pekerjaan umum dilakukan
oleh dua kelembagaan Dinas yaitu Bidang kebinamargaan
disatukan dengan Bidang Perhubungan menjadi satu dinas
yaitu Dinas Perhubungan. Penggabungan dengan Bidang
perhubungan secara manajemeant parnubungan dimungkinkan
karena terkait dengan aspek transportasi, namun kalau dilinat
dari aspek teknis kebinamargaan sangal terkait dengan aspek
konstruksi, tata ruang dan tata bangunan yang berada pada
Dinas Perumahan yang terpisah dar Dinas Perhubungan.
Kewenangan Bidang pengairan belum mendapatkan kejelasan
lembaga yang menanganinya karena di dalam rincian
kewenangan sudah tercantum. Kalau kewenangan pengairan
gecara riil di lapangan tidak ada maka sebaiknya dalam rincian
kewenangan ditiadakan atau dihapus.

2. Bidang Kesehatan
Rinclan Kewenangan bidang Kesehatan Pemerintah Kota
Cimahi terlampau umum hanya terdapat 9 jenis kewenangan
sehingga penafsirannya dapat berbeda-beda. Sedangkan
Kelembagaan Dinas Kesehatan yang ada di Pemerintah
Daerah Cimahi memberikan kesan bahwa dinas tersebut hanya
menyelenggarakan  kewenangan pelayanan medik dan
pencegahan penyakit, sedangkan kewenangan pengawasan
dan pemberian perizin yang terkait dengan bidang kesehatan,
Pengadaan, pengolahan dan pengawasan obat makanan dan
farmasi  lainnya,  penyelenggaraan  pendidikan  dan
pendayagunaan tenaga kesehatan seria peneliian dan
pengembangan bidang kesehalan belum jelas kelembagaan
yang menanganinya.

3. Bidang pendidikan

Rincian Kewenangan yang disusun Pemerintah Kata Cimahi ini
leblh menggunakan pendekatan proses pendidikan dan tidak
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memiliki kejelasan dalam lokus Bidang Pendidikan. Naamun
didalam Kelembagaan Dinas Pendidikan yang dibentuk
lokusnya terlihat diletakkan pada Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah Umum dan Pendidikan Luar Sekolah. Penempatan
MI, MTS dan MA dalam penanganan oleh Pemerintan kota
Cimahi perlu ada kejelasan karena hal tersebut terkait dengan
Bidang Agama vyang merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat. Kewenangan Kebudayaan wyang terinci dalam
kewenangan cukup luas namun  kelembagaan yang
menanganinya relatif kecil sebuah seksi. Bidang keolahragaan
merupakan kewenangan dinas Pendidikan, namun tlerdapat
juga kewenangan fersebut yang ditangani di Sekretariat
Daerah. Untuk it perlu ada kejelasan atau bila memungkinkan
digabungkan supaya tidak menimbulkan duplikasi kewenangan
dan pekerjaan.

. Bidang Pertanian

Rincian Kewenangan yang dibuat dalam bidang peranian
menggunakan pendekatan objek kewenangan dan pendekatan
kewenangan vyang didasarkan fungsi-flungsi  manajemen.
Kewenangan Bidang Pertanian sudah cukup jelas. Mamun
kewesnangan ini belum jelas kelembagaan yang menanganinya.

. Bidang Perhubungan

Kewenangan bidang perhubungan  difokuskan  pada
perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, memang
secara riil yang ada di Cimahi hanya Bidang Angkutan Jalan
Raya. Perhubungan lain yang menyvangkut komunikasi
misalnya penggunaan frekuensi untuk sarana komunikasi tidak
dimasukan sebagai kewenangan Pemerintah Kota Cimahi. Dari
kewenangan yang dimiliki, kelembagaan yang menangani
adalah sebuah Dinas yang kewenangannya ditambah dengan
kewenangan kebinamargaan dimasukkan kedalam lembaga
tersabut.

. Bidang Industri dan Perdagangan

Kewenangan Bidang Industri dan Perdagangan masih bersifat
umum dan belum menyentuh pada substansi vang spesifik,
sehingga dimungkinkan terjadinya berduplikasi kewenangan
dengan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Lembaga
yang ditugaskan manangani Bidang ini dilakukan ocleh sebuah
Dinas yang kewsnangannya ditambah dengan Bidang
kewenangan Tenaga Kerja. Kalau dilihat dari sisi lenaga kerja
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yang telah bekerja maka pekerja banyak berada di sektor
perindustrian dan perdagangan, sedangkan kalau dilihat tenaga
kerja dari sisi pengangguran maka ini merupakan bagian dari
kependudukan atau juga pendidikan.

7. Bidang Penanaman Modal

Kewenangan Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang
penanaman modzal begitu simpel hanya memiliki 3 Jenis
kewenangan yang masih bersifat umum. Lembaga yang
menanganinya dilakukan cleh salah satu satuan kerja di
Sekretariat Daerah. Penempatan ini dirasakan kurang tepat
karena Sekretarial Daerah adalah unit yang memberikan
layanan internal sedangkan penanaman modal lebih cenderung
ke ekstemal.

B. Bidang Lingkungan Hidup

Kewenangan lingkungan hidup yang dimiliki Pemerintah Kota
Cimahi sudah cukup Jelas dan lembaga yang menanganinya
berupa suatu kantor (Lembaga teknis Daersh). Namun
demikian penempatan sebagai suatu kantor (LTD) agak kurang
tepat apabila dikaitkan dengan kriteria jenis pekeraan yang
banyak teknis operasional yang lebih cocok ditempatkan pada
sebuah Dinas atau Sub Dinas.

8. Bidang Pertanahan

Kewenangan perianahan saat ini masinc dalam polemik,
pemerintah pusal dengan Badan Pertanahan Masionalnya
masih menangani urusan pertanahan. Bahkan ferdapat
Keppres tentang penundaan penyerahan urusan pertanahan ke
daerah. Kalaupun nantinya terdapat distnbution of authority
maka perlu kejelasan batasan-batasan kewenangan yang
dimiliki daerah. Dalam kondisi yang belum jelas ini Pemerintah
Kota Cimahi mencantumkan kewenangan bidang pertanahan
namun lembaga yang menanganinya tidak dimunculkan.

10. Bidang Perkoperasian
Koperasi idenya didalam UUD 1845 merupakan salah satu
tulang punggung perskonomian negara, namun dalam
kenyataannya koperasi menjadi tulang punggung yang
ketinggalan dan sulit untuk berkembang. Pemerintah Daerah
untuk mendongkrak keberadaan koperasi periu memiliki otoritas
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atau kewenangan yang cukup, kewenangan yang lercantum
dalam perda masih %idak lengkap atau tidak terirci. Bidang
Koperasi ini ditangani ocleh salah satu satuan kerja di
Sekretariat Daerah. Kalau dilinat dari karakteristiknya dirasakan
kurang tepat dilakukan Sekretraiat Daerah karena Sekretarial
Daerah Unil internal services, dimunokinkan digabungkan atau
ditanggani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11. Bidang Tenaga Kerja

Rincian Kewenangan di bidang Tenaga Kerja memberikan
gambaran cukup jelas kewenangan yang harus dilaksanakan
Pemerintah Kota Cimahi. Kewenangan ini ditangani oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja. Penggabungan
kewenangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang lagi
atau menggunakan alternatif penggabungan yang lain misalnya
dengan Bidang yang menangani kependudukan atau dengan
Bidang pendidikan.

12. Paolitik Dalam Megeri dan Administrasi Publik
Kewenangan inl merupakan kewenangan yang melekat pada
suatu Pemerintahan Daerah. Untuk pelaksanaan kewenangan
ini dilakukan baik oleh Sekretariat daerah antara iain Bagian
Kepegawaian atau ocleh lembaga Teknis daerah yaitu Badan
kepegawaian Daerah, Kantor Arsip dan perpustakaan Daerah,
Kantor Ketentraman dan Ketertiban, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat.

13. Pengembangan Otonomi Daerah

Kewenangan ini sebenarnya suatu tugas yang harus dilakukan
oleh Pemerintahan Daerah secara keseluruhan setiap program
dan kegiatan seluruh aparat daerah harus diarahkan pada
pengembangan otonomi daerah. Rincian kewenangan yang
dibuat lebih menekankan pada aspek administratif dan
kebijakan, kewenangan ini dapat ditempatkan pada Sekretariat
Daerah.

14. Perimbangan Keuangan
Kewenangan perimbangan keuangan yakni perimbangan
keuangan pusat dan daerah pada hakikainya kewenangan
pemerintah pusat dalam meredistribusikan potensi keuangan
nasional kepada daerah supaya teradi pemerataan
kesjahteraan di dasrah.
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Rincian kewenangan yang dibual adalah rincian kewenangan
keuangan daerah yang melekat pada sustu daerah otonom
untuk mencar, mengelola dan mengendalikan keuangan
daerah. Kawenangan ini dapat ditempatkan sebagian pada
Sekrelariat Daerah dalam hal penganggaran, pengaturan dan
kebijakan keuangan, Dinas Pendapatan dalam hal pencarian
atau pengumpulan dan Badan Penoawasan Daerah dalam hal
pengawasan keuangan daerah,

15, Hukum dan Perundang-undangan
Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan
merupakan kewenangan yang mealekat pada suatu daerah
otonom seperti halnya keuangan daeran, Politik Dalam Megeri
dan Administrasi Publik. Kewenangan ini biasanya ditangani
oleh Bagian Hukum di Sekretariat Daerzh.

16. Bidang Olah Raga

Kewenangan ini merupakan kewenangan pada operasionzinya
dilakukan oleh swasla atau masyarakal pemerintah hanya
memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  tersebut.
Kewenangan ini bisa dilekatkan pada Bidang Pendidikan. Pada
saatl ini di Dinas Pendidkan terdapat Seksi Pemuda dan Olah
Raga dan Di Sekretariat Daerah terdapat Sub Bagian Pemuda
dan Olah Raga. Kewenangan vang dilakukan oleh lembaga
lersebul perlu mendapal kejelasan atau diserahkan kepada
salah satu lembaga.

Dari Gambaran tersebut diatas dapat terlihat beberapa

kecenderungan umum yang didapatkan antara lain :

+ [Kewenangan yvang dibuat dalam Keputusan Walikota Nomor
1 Tahun 2001, ada yang sudah jelas namun masih ada juga
yang terdampau umum sehingga belum bisa memberikan
kejelasan kewenangan yang akan dilaksanakan Pemerintah
Kota Cimahi. Dan kewenangan yang dibuat tersebut
memungkinkan bertabrakan atau berduplikasi dengan
kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi

= Terdapat kewenangan-kewanangan yang tidak tetampung
atau  tidak mendapatkan kejelasan  kelembagaan-
kelembagaan y=ng mendapatkan tugas menjalankan
keweanangan lersebul.

« Terdapat penempatan penanganan kewenangan yang
kurang tepat, kewenangan vyang cenderung leknis
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operasional dan eksternal services ditangani oleh unit
internal services.

+ Masing mungkin tedadinya duplikasi kewenangan,
kewenangan sejenis ditangani oleh dua unit yang berbeda.
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BAB Il
ANALISIS BEBAN KERJA

A. KEWENANGAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja Bidang
Perencanaan

Dalam menentukan menentukan beban kerja Badan
Perencanaan Daerah Kota Cimahi ditetapkan beberapa
faktor dominan yaitu:

« Besaran Kewenangan, Kewenangan Perencanaan
merupakan fungsi yang melekat pada setiap daerah dan
merupakan salah satu fungsi managjemen. Walaupun
dalam Keputusan Walikota Cimahi Momor 1 Tahun 2001
Tentang Kewenangan Kota Cimahi. kewenangan
Perencanaan fidak termasuk di dalamnya, namun
sebagal salah satu  fungsi manajemen meaka
perencanaan melekat pada setiap kewenangan dalam
artian setiap pelaksanan pembangunan harus diawall
dengan perencanaan yang baik. Didasarkan pada
pertimbangarn tersebut beban kerja Bidang Perencanaan
adalah merencanakan seluruh kewenangan vyang
dilaksanakan Kota Cimabhi.

* Ruang lingkup perencanaan daerah; ruang lingkup
kewenangan perencanaan daerah ini meliputi seluruh
aspek pembangunan di Kota Cimahi, yang secara
sektoral dapal dikelompokkan dakam sektor-sektor
berikut ini:

1. Bidang Fisik dan Prasarana, yang meliputi
a. Sub Bidang  Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah
b. Sub Bidang Lingkungan Hidup
c. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah
2. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, yang meliput:
a. Sub Bidang Ekonomi
b. Sub Bidang Sosial Budaya
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¢. Sub Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
3. Bidang Pembiayaan, yang meliputi;
a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Pembangunan
¢. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Rutin
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri
atas ;
a. Sub Bidnag Pendataan dan Informasi
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

= Kompleksiias pekerjaan dan Permasalahan,

1. Kelembagaan Perencanaan Daerah memiliki fungsi
yang cukup penting dalam hubungannya dengan
fungsi koordinasi perencanaan antar institusi yang
ada di daerah. Fungsi ini terutama berhubungan
dengar  upaya  mensinergikan  pelaksanaan
pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kota
Cimahi.

2. Fungsi Perencanaan pada masa sekarang sebaiknya
fidak hanya berfungsi sebagai penyaring atau
penyeleksi usulan kegiatan/proyek dari masing-
masing unit’satuan kerja yang ada. Namun lebih dari
ilu sebaiknya Kelembagaan Perancanaan mampu
menjadi pemandu bagi perencanaan masing-masing
satuan kerja tersebut agar <=esuai dengan
perencanaan pembangunan Kota Cimahi dalam
jangka panjang.

2. Analisis Beban Kerja Bidang Perencanaan

Setelah fakior-faktor penentu beban kerja tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarmya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneiiti dan para pejabat yang
kompeten dan terkait dengan Bidang Perencanaan di Kota
Cimahi, dengan memberikan rating antara 1 sampai dengan
3. Nilai 1 berarti beban kerja rendah, nilai 2 beban kerja
sedang, dan nilai 3 beban kerja tinggi. Hasil evaluasi dan
penilaian setiap faktor penentu beban kerja tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut;
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TABEL 3.1

AMALISIS BEBAN KERJA BIDANG PERENCANAAN

Faktor Penentu | Evaluasi/Analisis Nilai
Beban Kerja , T T AlB| C
"« Besaran Seluruh pelaksanaan i [
kowenangan pembangunan di Kota Cimani |
Perencanaan hendaknya memiliki dasar
daerah perencanaan yang baik. Untuk ity | - (3 | 3
diihat dari besaran kewenangan | |
| yang ada, nampak bahwa beban | |
| kerja Bidang Perencanaan dapai
| dikategorikan Tinggi |
| = Ruang Lingkup | Mengacu kepada Ruang Lingkup | |
Parancanaan Perencanaan Daerah yang harus | |
Daerah; dilaksanakan maka fungsi [ - ]3] 2
perencanaan dapat dikatagarikan |
Tingai. i
» Kompleksitas Melihat kompleksitas dan [
pekerjaan dan parmasalahan bidang ‘ - 12 2
Permasalahan Perencanaan yang dihadapi,
dikaiggarikan sedang
Rata-rata 26 |

Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabat terkait serla persepsi

Catatan:

peneliti, diolah

A. Penilaian Pejabat Terkait

BE. Penilaian Tim Peneliti
. Milai Rala-rata

Hasil analisis beban kera menunjukkan bahwa babot baban
kerja Bidang Perencanaan masuk ke dalam kategori di atas

sedang sedang.
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B. KEWENANGAN BIDANG PENGAWASAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Dalam menentukan beban kera Badan Pengawas Daerah
Kota Cimahi ditetapkan beberapa fakior dominan yaitu :

= Banyaknya Kewenangan, <ewenangan Pengawasan
merupakan fungsi yang melekat pada setiap daerah dan
merupakan salah satu fungsi manajemen. Walaupun
dalam Keputusan Walikata Cimahi Momar 1 Tahun 2001
Tentang Kewenangan Kota Cimahi, kewenangan
pengawasan tidak termasuk didalamnya, namun sebagai
zalah satu fungsi manajzmen maka pengawasan melekat
pada setiap kewenangan dalam artian seliap pelaksanan
pengawasan harus diakhin  dengan pengawasan
terhadap jalannya pelaksanaan kewenangan tersebut.
Didasarkan pada pertimbangan tersebut beban Bawasda
adalah mengawasi seluruh  kewenangan  yang
dilaksanakan Kota Cimahi.

+ Banyaknya Institusi yang diawasi, Instilusi atau
lembaga vang menjadi tanggung jawab Bawasda untuk
mengawasinya vaitu  seluruh  perangkat  daerah
(Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah
“Badan dan Kantor" serta Kecamatan). Perangkat
Pemerintah kota Cimahi yang ada pada saat ini terdiri
dari :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Dinas Daerah, terdiri atas :
+ Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Dinas Permukiman

Dinas Perhubungan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga

Kerja
+ [Dinas Pendapatan

4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas
+ Badan Perencana Daerah

® & & &
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Badan Pengawasan Daerah

Kantor Kependudukan

Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

Kantor Ketentraman dan Ketertiban

« Kantor Kesafuan Bangsa dan perindungan
Masyarakat

+ Kecamatan, terdiri dari 3 Kecamatan

» Kelurahan, terdiri atas 15 Kelurahan

+ Besarnya Dana pendapatan dan pengefuaran yang
menjadi objek yarg diawasi, keuangan yang dimiliki
Pemazrintah Kota Cimahi.Dana yang dimilikinya tersebut
digunakan untuk pos-pos pengeluaran sebagai berikut :

1. Belanja Rutin (Belanja Pegawai dan Belanja
Barang)
2. Belanja Pembangunan (berdasarkan sektor-sekior)

Pengeluaran alau pembelanjaan daerah tersebut dapat
dikelola atau dilakukan oleh fihak swasta atau
masyarakat. Untuk itu Bawasda berkewsajiban
mengawasi dana-dana tersebut.

+« Kompleksitas pekerfaan dan Permasalahan,

1. Adanya perundang-undangan dan tuntutan untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKM.

2. Pada saat ini kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah begitu rendah yang menuntut peranan
fungsional pengawasan yang lebih baik lagi.

3. Fungsi pengawasan yang dilakukan Bawasda tidak
sesempit pada masa lalu yang hanya memfokuskan
pada  administrasi  keuangan  teiapi  Badan
Pengawasan Daerah harus mampu untuk mengukur
kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan mampu
mengukur dan mengevaluasi kinerja aparatur
Pemerintah Kota Gimahi disamping mengawasi
administrasi keuangan,

4. program atau proyek Rulin dan  pembangunan
diberbagai bidang pemerintahan begitu bervariatii
sehingga membutuhkan  tenaga-tenaga  vang
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profesional dari berbagai disiplin ilmu untuk menjadi
tenaga pengawas.

5. Inefisiensi dana pemerintah walaupun sulit uniuk
dibuktikan tapi kecenderungan masih cukup besar

2. Analisis Beban Kerja Bidang Pengawasan

Setelah faktor-faktor penentu  beban  kera tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besamya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat vang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberkan rating antara
1 sampai dengan 3. Nilai 1 herarti beban kerja rendah, nilai
2 beban kerja sedang, dan nilai 3 beban kerja tinggi. Hasil
evaluasi dan penilaian setiap fakior penentu beban kerja
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
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TABEL 3.2

AMALISIS BEBAN KERJA BIDANG PENGAWASAN

Faktor Penentu Beban Evaluasi/Analisis “Nilai *
Kerja et A|lB|l C
« Banyaknya Seluruh kewsnangan yang |
kewenangan sesuai | dilaksanakan Pemerintah |
dengan Kaputusan Kota Cimahi diawasi i
Walikota Cimahi Bawasda. Dilihat dari jumlah [ 3 | 3 3
Nomor 1 Tahun 2001 | kewenangan yang peru
Tentang mendapatkan pengawasan,
Kewanangan Kota nampak bahwa beban kerja
Cimahi Bidang pengawasan dapat
dikategorikan Tinggi
« Banyaknya Institusi | Jumlah instansi atau
yang diawasi; institusi yang diawasi 2 1 15
& |termasuk kalegori rendah.
» Besamya Dana Berdasarkan data yang ada
pendapatan dan besamya dana yang dimiliki i
pengeluaran yang Pemerintah Kaota Cimahi -3 1 | 1.5 |
menjadi objek vang | dikategorikan rendah.
diawasi
« Kompleksitas Melihat komplaksitas dan
pekarjaan dan | parmasalahan bidang I
Permasalahan, pengawasan vang dihadapi, | 3 | 2 25 |
dikategorikan sedang
Rata-rata 2125 |
N |
Sumber; Data sekundsr dan persepsi pejabat terkait serta persepsi
peneliti, diolah
Catatan;

A Penilaian Pejabat Terkait
B. Penilaian Tim Panaliti

C. Milai Ratarata

Hasil analisis beban karja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Pengawasan masuk ke dalam kategori
sedang. Meskipun demikian, dilihat dari faktor penentunyz,
terdapat dua faktor penentu yang dinilai diatas sedang, baik
oleh pejabat terkait maupun oleh peneliti. Kedua faktor

tersebut adalah:

1. Banyaknya kewenangan sesual dengan Keputusan
Waliketa Cimahi Momor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi. Faktor ini mempunyai
bobot yang tinggi karena seluruh kewenangan yang
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dilaksanakan Pemerintah Kota Cimahi diawasi
Bawasda, sehingga dilihat dari jumlah kewenangan
yang perlu mendapatkan pengawasan, nampak
bahwa beban kefa Bidang pengawasan  dapat
dikategorikan Tinggi.

. Kompleksitas pekerjaan dan Permasalahan. Faktor ini
mempunyai bobot di  atas sedang karena
permasalahan binang pengawasan yang dihadapi,
sangat kompleks.
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C. KEWENANGAN BIDANG KOORDINASI KELUARGA
BERENCANA

1. Faktor-Faktor Yang Menentukan Beban Kerja

Untuk

menentukan beban kerja Bidang Koordinasi

Keluarga Berencana, ditetapkan beberapa faktor penentu
sebagai berikut:

= Banyaknya kewenangan, sesuai yang diterima Kota
Cimahi dari Pemerintah Pusat, melalui Surat Mendagr
dan Otda Mo. 045/560/0TDA perihal susulan daftar
Kewenangan Kota Kabupaten dalm bidang KB, yang
meliputi:

s
2.
3.

oNm

10,

1.

12

13.

Me!aksanakan pembinaan KB Mandin
Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi
Fembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan
keluarga berencana/ kesehatan reproduksi dan
keluarga sejahtera

penetapan jaringan pelayanan WYB/KR jalur
pemerintah

penelapan  jaringan pelayanan KB/KR jalur
swasta dan masyarakat

Pengembangan jaringan rujukan KB/KR
Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi
penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan
KB/KR

Pelaksanaan monitoring dan evaluasl program
kesehatan reproduksi remaja

pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan
konselor sebaya dalam program kesehatan
reproduksi remaja.

penetapan fasilitazs pendukung pelaksana
penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam
program kesehatan reproduksi remaja

penetapan kebijakan pengelolaan  kesehatan
reproduksi remaja

penetapan mater termasuk isi pesan dan desain
kesehatan reproduksi remaja

-3



14.
15.
18.
17,
18.

19

20.

21.

22.

23.
24.

23,

28.
27,

28.

29,

K

Laju
yang
peartu

penetapan media KIE kesehatan reproduksi

remaja vang sesuai dengan kondisi sasaran

penetapan prioritas kegiatan program kesehatan

reproduksi remaja

penetapan sasaran program kesehatan

reproduksi remaja

penatapan sistern permbinaan program kesenatan

reproduksi remaja

pengambangan / pembinaan pusat informasi dan

konsultasi remaja

pengembangan SDM pendidik sebayva dan

konselor sebaya program kesshatan reproduksi

remaia

penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja

positif

penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan

program kesehatan reproduksi remaja baik antar

sekior pemerintah maupun dengan LSM

polaksanaan monitoring dan evaluasi program

KB/KR

pemantauan mutu palayanan KB/KR

Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian

kelahiran

penetapan mater penyelenggaraan advokasi KIE

KB/KR dan konseling KB/KR

penetapan materi promosi KB/KR

penetapan pelaksanaan mekanisme program

KB/KR

penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE

KB/KR

penyelenggaraan pelayanan KB/KR

. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan
tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi
terhadap perempuan, anak dan remaja dalam
pelaksanaan KB/KR dan KS/PK

. Penyeresaian standar kualitas pelayanan KB/KR

Pertumbuhan Penduduk. Sesuai dengan data
diperoleh dari Bidang Kepedudukan angka laju
mbuhan pendudux Kota Cimahi 2% per tahun.

Sehingga Jumlah Penduduk Kota Cimahi untuk tahun
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2010 diperkirakan sekitar 531.059 orang. Sebagai
gambaran, berdasarkan data Bulan Desember Tahun
2001, jumiah kelahiran dan kematian dapat dilihat pada
tabel berikut:

TABEL 3.3
JUMLAH KELAHIRAN
FADA BULAN DESEMBER 2001

' ' Lahir Bulan Ini
NO KECAMATAN L | P [ Jumla |
| | h
1_| CIMAHI UTARA 15 9 | 24 |
2 | CIMAHI TENGAH 6 | 14 20
3 | CIMAHI SELATAN ~ 23 | 26 48
44 | 49 93 |

Sumber Data : Kantor Kecamatan , Desember 2001

Tantangan yang dihadapi vang meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 1.331
jiwa per Km persegi. Kondisi ini termasuk terpadat
dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat.

2. Angka migrasi yang cukup tinggi, serta diikuti dengan
munculnya kawasan kumuh perkotaan.

3. Kepala keluarga di Kota Cimahi sebagian besar
(52,82%) adalah berpendidikan SD-SLTP.

4. Tingkat pendidikan anak relatif baik, namun masih ada
yang belum sekolah sebanyak 5,35%

5. Masih terdapat keluarga yang tergolong pra sejahtera
dan pra sejahter | sebanyak 10 46%

6. masih rendahnya pola asuh balita

7. besarmnya kebutuhan pola pendampingan bagi remaja,
meliputi  krr, narkoba, aborsl, pms, hiviaids, anak
jalanan.

8. masih terdapatnya kekerasan pada anak dan
perempuan.

9. masih belum fersedianya sistern administrasi dan
pengendalian penduduk.
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2. Analisis Beban Kerja Bidang Koordinasi Keluarga
Berencana

Setelah faktor-fakior penentu beban kerja tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan ratino antara
1 sampai dengan 3. Nilai 1 berarti beban kerja rendah. nilai
2 beban kerja sedang, dan nilai 3 beban kerja tinggi. Hasil
evaluasi dan penilaian setiap faktor penentu beban kerja
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
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TABEL 3.4

AMNALISIS BEEAN KERJA BIDANG KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA

A, Fenilaian Pejauat Terkait
B. Penilaian Tim ranaliti

C. Nitai Rata-rata

1-13

Hasil analisis beban kerja Bidang Koordinasi Keluarga
Berencana menunjukkan nilai di atas sedang. Mamun
demikian, diantara-empat faktor penentu beban kera, dua
diantaranya masuk kategori tinggi yaitu:

Faktor Penentu Beban EvaluasilAnalisis __ Nilal*
Ketja A[B] C |
Banyaknya Jumlah kewenangan yang
kewenangan dimiliki dalam bidang
Bidang Keluarga keluarga bearencana ada 31. | _ | 2 2
Berencana sesuai | Dilihat dari jumliah dan
dengan yang karakteristik kewenangan |
dilimpahkan oleh ini, nampak bahwa beban
Pemerintah Pusat | kerja Bidang KB dapat
dikategorikan sedang
Laju Pertumbuhan | Laju pertumbuhan dan
dan Jumlah jumiah penduduk Kola = |3 q
penduduk; Cimahi dilihat seczza mutlak |
termasuk kategori tinggi. .
Jumilah kelahiran Berdasarkan data yvang ada |
dan migrasi angka kelahiran dan migrasi | _ | 3 3
di Kota Cimahi termasuk I
katagori tinggi.
Tantangan yang idelihat tantangan bidang
dihadapi dalam keluarga berencana
bidang KB dihadapi, walaupun
beberapa diantaranya
seharusnya marupakan
kewenangan pada Bidang = 1.2 2 |
lain, termasuk Bidang |
Kesehatan, |
Ketenagakerjaan, dan |ain-
lain. Sehingga nilai
tantangan bagi Bidang KB
dapat dinilai sedang
Rata-rata | 2.5
Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabat terkail seria persepsi
peneliti, diolah
Catatan:




1. Laju Pertumbuhan dan Jumlah penduduk. Laju
periumbuhan penduduk Kota Cimahi mencapai angka
2% per tahun. Hal ini termasuk kategori tinggi, jika
dibandingkan dengan luas areal kota dan kepedatan
penduduk yang ada sekarang,

2. Jumlah kelahiran dan migrasi. Berdasarkan data yang
ada angka kelshiran dan migrasi di Kota Cimahi
termasuk katagori tinggi.
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D. KEWENANGAN BIDANG PENDAPATAN DAERAH

1. Faktor-Faktor Yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kerja bidang perimbangan
keuangan Daerah Cimahi ditetapkan faktor-faktor penentu
beban kerja sebagai berikut;

» Luas wilayah kota Cimahi 4.103.73 Ha. Dengan
jumlah penduduk sebanyak 442.549 jiwa.

« Rincian kewenangan bidang perimbangan keuangan
Daerah Cimahi, sesuai dengan SK Walikota Cimahi No.
1 Tahun 2001 yang terdiri dari:

1.
2.

3.

Penggalian Potensi Pendapatan Daerah

Pendapatan jenis-jenis pajak daerah, jenis-jenis
retribusi daerah dan pendapatan

Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi
pendapatan asli daerah dan;

. Penetapan, perubahan dan perhitungan APBD,

otorisator, ordonator pendapatan.

. Penyelenggaraan kerjasama dengan fihak

ketiga/badan swasta dalam penetapan pinjaman dari
sumber dalam negeri dan atau luar neger seria
penyertaan modal kepada fihak ketiga, pemerintah
pusal dan daerah.

. Pemungutan pajak-pajak pusat sebagai tugas

pembanfuan

¢ Rincian jenis pungutan yang dapat dikelola Kota
Cimahi sesuai dengan Undang-undang MNo.18 Tahun
1998 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah
diubah dengan Undang-undang MNe.34 Tahun 2000
tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun rincian jenis
pungutan tersebut adalah sebagi barikut:
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1) POS PAJAK DAERAH

(1)
(2]

(3)
(4)

{3)

(6)
(7)

Pajak Galian C (PERDA Kab. Bandung No.3

Tahun 1998)

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan (PERDA Kab. Bandung No.4
Tahun 1928)

Pajak Hiburan (PERDA Kab. Bandung No.5
TAHun 1998)

Pajak Reklame (FERDA Kab. Bandung No.E
Tahun 1998)

Pajak Penerangan Jaian Umum (PJU) dan
Genset (FERDA Kab. Bandung) No.7 Tahun
1998"

Pajak Hotel dan Restoran (PERDA Kab.
Bandung Mo.8 Tahun 1998)

Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-undang
MNo,12 Tahun 1994)

2) POS RETRIBUSI DAERAH

(1)
2)

(3)

4)

(3)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(1)

Retribus! Pelayanan Kesehatan (PERDA Kab.
Bandung Mo.13 Tahun 1893}

Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (PERDA Kab.
Bandung Mo.7 Tahun 1586)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan
Akta CASIP (PERDA Kab. Bandung Mo. 14
Tahun 1994)

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat (PERDA Kab. Bandung
No.12 Tahun 1994)

Retribusi Parkir di tepi jalan umum (PERDA
Kab, Bandung Mo.3 Tahun 1988)

Retribusi Pasar (PERDA Kab. Bandung No.5
Tahun 1994)

Fefribusi Air Bersih

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Refribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran

Retribusi Penggantian Alat Cetak Peta
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(PERDA Kab. Bandung No.13 Tahun 1986)
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Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
Retribusi Terminal (PERDA Kab, Bandung
No.5 Tahun 1991)

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penitipan Anak

Retribusi Tempat
Penginapan/Pasanggrahan/\ila

Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Tempat Potong Hewan {FERDA
Kab. Bandung Mo.11 Tahun 1932)
Retribusi Tempat Pendaratan Kapal
Retribusi Tampat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penyebarangan di atas Air
Retribusi Pengelolaan Air Bersih

Retribusi Penjualan Produk Hasil Daerah
Refribusi Perombakan Penggunaan Tanah
(PERDA Kab. Bandung Mo.5 Tahun 1992)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMEB})
(FERDA Kab. Bandung MNo.7 Tahun 1992)
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Trayek (PERDA Kab. Bandung
Mo.3 Tahun 1994)

Retribusi Izin Gangguan (HO) (PERDA Kab.
Bandung Mo.12 Tahin 1956)

Retribusi Izin Pengembalian Hasil Hutan
lkutan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(FERDA Kab. Bandung No. 14 Tahun 18986)
Retribusi Pelayanan Irigasi (PERDA Kab.
Bandung Neo.7 Tahun 1992}

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PERDA
Kab. Bandung No.9 Tahun 1592)

3) POS BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Pos Bagian Laba Badan Usaha Daerah Pada Tahun
2002 belum ada

4) POS LAIN-LAIN PENDAPATAN

(1)
(2)
(3

Hasil Penjualan Milik Daerah
Jasa Giro
Sumbangan Pihak Ke tiga
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(4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan

Daerah

(5] Setoran Kelebihan Pembayaran kepada pihak
we-tiga

{6) Denda Kelerlambatan Pelaksana Pekerjaan
Dasrah

{7} Angsuran Cicilan Rumah Dinas
(8}  Angsuran Kendaraan Bermotor
{9) Sisa FProyek

{(10) Sisa UUDP

{11} Dinas Perhubungan

{12) Dinas Pemukiman

(13) Dinas Perindag, Naker

(14) Penerimaan lainnya (KUA)

5) POS BAGI HASIL PAJAK

(1) Pajak Bumidan Bangunan (LU No.12 Tahun
1985)

{2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
{UU No.21 Tahun 1297)

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PP
Mo.21 Tahun 1997)

{4) Bagian PBB dari Tingkat | untuk
Desa/Kelurahan

6) POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK
{1)  furan Hasil Hutan
(2)  luran Hak Penguasaan Hutan
(3) Pemberian Hak Atas Tanah Negara
(4) Lendrent
(5) Penerimaan dan Ekploitasi/luran
Ekploitasi/Royalti,

7) POS DANA RUTIN DAERAH/DANA ALOKASI UMUM
{1} Dana Alokasi Umum
{2) Dana Belanja Pagawai
(3) Dana Belanja Non Pegawai
(4) Sumbangan aliinya dari Pemerintahan

B) POS DANA PEMBANGUNAN DAERAH
(1) Dana Pembangunan Daerah Kota
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(2) Dana Kesehatan
(3) Dana Reboisasi

9) POS PENERIMAAN LAINNY A,
(1)  Subsidi dar Propinsi
(2) Bantuan Pembangunan dari Propinsi

10POS PINJAMAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Pinjaman Pemerintah Daerah

2. Analisis Beban Kerja Bidang Perimbangan Keuangan

Atas dasar faktor-faktor penentu beban kerja tersebut,
dilakukan penilaian terhadap fingkat beban kera Bidang
Perimbangan Keuangan Kota Cimahi oleh tim peneliti dan
pejabat yang kompeten dan terkait, dengan memberikan
rating antara 1 sampai dengan 4. Milai 1 berarti beban kerja
rendah, nilai 2 beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja
tinggi, dan nilai 4 beban kerja sangat tinggi. Hasil evzluasi
dan penilaian setiap faktor penentu beban kerja tersebu!
dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.5

ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Faktor Penantu Beban Evaluasi/Analisis Nilai * |
T : _/AaTB[ C
+ Luas wilayah kota Luas wilayah dan jumizh
Cimahi 4,103.73 Ha. penduduk menupakan salah
Dengan jumlah | satu potensi bagi bidang
penduduk sebanyak | perimbangan keuangan. |3 !2]| 25
442 545 jrva | Dengan desnikian, baik
secara kuantitatil maupun |
kualitatif beban kerja bidang | [
peribangan xeuangan =tas |
dasar faktor ini termasuk !
sedang i
= Rincian kewenangan | Secara kuantitatif terdapat6 | | g
bidang permbangan | jenis kewenangan bidang
keuvangan Daerah perimbangan keuanganyang | 3 | A 3
| Cimahi, sesuai dengan | dimiliki Kota Cimahi, Dilihat
| SK Walikota Cimahi Zari substansi |
Mo. 1 Tahun 2001, kewenangannya, terihat |
yang terdiri dari & keseluruh rinciannya bersifat | |
rincian kewenang=n. | operasional. Dengan | |
| demikian, walaupun dari sisi |
| jumiah rincian kewenangan |
| jumlahnya termasuk tidak ( !
| banyak, namun secara ||
kualitatif beban kera bidang |
ini termasuk katagori tinggi
* Rincian jenis-janis Dengan jumizh pos dan
pungutan yang dapat | rincian jenis pungutan pada
dikelola Kota Cimahi MAsing-masing pos yang |
| sasuai dengan ada, manunjukkan bahwa |
| Undang-undang Mo.18 | beban kerja bidang 4 | 3| 35 |
| Tahun 1898 yang perimbangan keuangan pada |
| sudah divbah dengan | fakior ini termasuk sangat l
| Undang-undang Mo.34 | tinggi. ! |
| Tahun 2000 tenteng | |
| Pajak dan Retribusi
Daerah.
| Rata-rata 3
Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabal lerkall serla persepsi
penelit, diolzh
Catatan:

A Penilaian Pejabat Tarkait
8. Penilzian Tim Peneliti

C. Nilai Rata-rata
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Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Pendapatan Daerah masuk ke dalam kategori
tinggi. Bahkan, terdapat satu faktor penentu yang dinilai
sangat tinggi cleh pejabat yaitu jika dilihat dari rincian jenis-
jenis pungutan yang dapat dikelola Kota Cimahi sesuai
dengan Undang-undang Mo.18 Tahun 1998 yang sudah
diuhah dengan Undang-undang MNo.34 Tahun 2000 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan jumlah pos dan rincian
jenis pungutan pada masing-masing pos yang ada, dapat
dikatakan bahwa beban kerja bidang pendapatan daerah
pada faktor ini termasuk sangat tinggi.



E. KEWENANGAN BIDANG KEPENDUDUKAN
1. Faktor-Faktor Yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kerja Bidang Kependudukan,

ditetapkan beberapa fakior penentu sebagai berikut:

» Banyaknya kewenangar sesuai dengan Keputusan
Walikota Cimahi MNomor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan

pencatatan penduduk.

2. Penyelenggaraan pencatatan & penerbitan akia-
akta.

3. Penyelenggaraan slatistik

4. Pengendalian angka kematian ibu dan bayi/anak.

5. Pengendalian migrasi dan urbanisasi.

6. Pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro
tentang keluarga.

7. Fasilitas penyelenggaraan program administrasi

kependudukan,

= Jumlah penduduk; Data erakhir yang diperaleh melalui
administrasi kependudukan di Kota Cimahi tercatat
424 849 jiwa,

* Jumlah kelahiran dan kematian: Sebagai gambaran,
berdasarkan data Bulan Desember Tahun 2001, jumlah
kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.6
JUMLAH KELAHIRAN DAN KEMATIAN
PADA BULAN DESEMBER 2001

LahirBulanIni | Mati Bulan Ini
NO | KECAMATAN L P |Jmd [LTP] Jmi |
1| CIMAHI UTARA 15 | 8 | 24 |16 | 14| 30
2 |CIMAHITEMGAH | 6 | 14 | 20 [ 24 | 18 | 40
3 JCIMAHISELATAN | 23 | 26 | 49 | 14 | 14 | 28
! 44 | 48 | 93 | 54 |44 | o8
Sumber: Kantor Kecamatan , Desember 2001
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» Jumlah migrasi; Sebagai gambaran, berdasarkan data
Bulan Desember Tahun 2001, jumlah migrasi masuk dan
migrasi keluar gapat dilinai pada tabel benkun

TABEL 3.7

KEDATANGAN DAN PERPINDAHAN PENDUDUK
KOTA CIMAHI PERIODE BULAN DESEMBER 2001

Datang Bulan Ini Pindah Bulan Ini |
No| KECAMATAN | L [ P dml [ L [ P | Jml
1
2
2

CIMAHIUTARA | 13| 8 21_| 50 | 61 | 111
CIMAHITENGAH | 28 | 24 | 52 | 63 | 46 | 109

CIMAHISEL. | 86 | BD | 166 | a1 | 21 | 52
s (127 | 112 | 239 | 144|128 | 272 |
Sumber Data ; Kantor Kecamatan , Desember 2001

= Tantangan yang dihadapi yang meliputi hal-hal sebagai
berikut;

1. Meskipun berbagai program  pembangunan
kependudukan dapat secara nyata menurunkan
pertumbuhan penduduk, namun jumlzh penduduk
secara absolut masih besar dan terus bertambah.
Oleh karena itu tantangan yang dihadapi adalah
mengendalikan pertumbuhan penduduk ke tingkat
yang lebih rendah lagi.

2. Menurunnya angka kemafian bayi dan angka
kelahiran menjadikan semakin meningkatnya
angka  harapan  hidup  penduduk  yang
mengakibatkan semakin besarmya pertambahan
jumiah penduduk usia lanjut. Agar peningkatan
jumlah penduduk usia lanjut ini tidak menjadi beban
dan merupakan susil aset pembangunan, maka
upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk usia
lanjut itu sendiri perlu dilakukan. Tantangan
pembangunan kependudukan adalah tetap
memelihara peran keluarga, mengopiimalkan
pendayagunaan penduduk usia lanjut yang masih
produktif dan mengupayakan penyediaan sislem
jaminan sosial yang sesual bagi mareka.

3. Masalah kependudukan merupakan masalah yang
perlu dipecahkan bersama-sama antara
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masyarakat dan pemerintah. Namun demikian
permasalahan kependudukan akan dapat secara
cepat, tepat dan efektif ferseiesalkan dengan
mendayagunakan kesadaran dan peran serta akfif
penduduk  itu  sendir, antara lain melalui
pengembangan pengetahuan, sikap, dan tingkah
laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap
permasalahan penduduk. Untuk itu tantangan yang
dihadapi  meningkatkan upaya  pendidikan
kependudukan melalui  jalur  sekolah  dan
masyarakat.

. Selama ini kemiskinan merupakan akar utama
kelidakpedulian dan parisipasi penduduk untuk
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitasnya.
Oleh karena itu tantangan yang dihadapi dalam
pembangunan kependudukan adalah mempercepat
pengentasan kemiskinan agar mereka lebih
berdaya meningkatkan harkat, kesejahteraan dan
produktivitas diri dan keluarganya.

. Meningkatkan derajat kesehatan, iz, dan
kesegaran jasmani untuk kesejahtersan fisik.
Selain  itu  tantangan yang dihadapi untuk
meningkatkan kesejatreaan non isik adalah
meningkatkan keimanan dan ketagwaan,
keteguhan  etik dan  moral, peningkatan
kecerdasan, ketahanan mental dan kemandirian
serta meningkatkan keserasian sosial . Tantangan
upaya peningkatan kesejahteraan fisik dan nonfisik
penduduk dimulai sejak masa awal perkawinan dan
sepanjang siklus kehidupan termasuk penduduk
rentan.

. Meningkatkan  produklivitas penduduk  melalui
penguasaan IPTEK serta peningkatan ketrampilan,
etos kerja, daya juang, kedisiplinan seria
peningkatan moral dan agama agar mampu
mandiri, sejahtera dan berbudi luhur.

. Penduduk yang tumbuh seimbang dan terkendali
jumiahnya sangat mendukung upaya peningkatan
kualitas penduduk. Biaya yang diperukan untuk
meningkatkan kualitas penduduk berhubungan
positif dengan jumlah penduduk. Di dalam lingkup
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keluarga, besamya jumlah anak  akan
mempengaruhi  biaya investasi anak. Semakin
besar jumlah anak akan menyeraap semakin
banyak sumber daya bagi peningkatan
kesejahleraan dan produkdivitasnya. Di dalam
keluarga yang memiliki keterbatasan sumber dava
ekonomi, pada umumnya kesejahteraan
anggotanya kurang, apalagi anak menempati
prioritas yang rendah, sehingga pada akhimya
mereka relatif tidak memiliki unsur-unsur yang
diperlukan bagi terwujudnya ketahanan diri dan
potensi  produkivitas yang tinggi. Unfuk itu
tantangan yang dihadapi adalah  menurunkan
jumlah kelahiran dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan ketahanan keluarga sehingga
mengendalikan pertumbuhan dan jumlah penduduk
sekaligus meningkatkan kualitasnya.

. Informasi  pembangunan dan kependudukan
merupakan salah satu modal untuk meningkatkan
kesejahteraan dan  produktivitas  penduduk,
berdasarkan informasi yang dipercieh penduduk
akan berpindah secara sukarela dan rasional ke
kawasan yang lebih baik bagi peningkatan
kesejahteraan dan  produktivitas  diri  dan
keluarganya. Penyediaan informasi dan data
kependudukan yang akurat sangat membantu
rencana dam aksi upaaya pembangunan
kependudukan. Ketersediaan data dan informasi
kependudukan baik yang bersifat makro maaupun
mikro ini sangat tergantung dari penyelenggara
administrasi  kependudukan, terutaama yang
berkait dengan fenomena penduduk seperti lahir
mati dan pindah, Unltuk itu salah satu tantangan
yang penting untuk segera diatasi adalah
menyediakan data dan informasi pembangunan
dan kependudukan yang akurat sehingga dapat
menjadi pengarah yang tepat bagi perumusan
kebijakan kependudukan dan menyelenggarakan
administrasi kepsndudukan melalui pelaksanaaan
registrasi penduduk.
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9. Mengupayakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan kependudukan dengan
melibatkan  instansi  terkait dalam rangka
mengawasi dan mengendalikar urbanisasi seria
pengawasan WNA.

. Fmduk layanan yang diberikan. yang meliputi:
. %artu Tanda Penduduk { KTP ); KTP adaiah kartu
sebagai bukti diri (legitimasi ) dari sefiap penduduk
dalam wilayah NKRI.

2. Kariu Keluarga (KK); KK adalah kartu vang

memuat data kepala dan seluruh anggota keluarga,

3. Kartu ldentitas Penduduk Musiman (Kipam); Kipem

adalah Kartu bagi penduduk musiman di Kota
Cimahi.

4. Kartu Identitas Kerja (KIK); KIK adalah kartu tanda
pengenal [ bukti diri bagin penduduk di lusr Kota
Cimahi yang mempunyai pekerjaan / kegiatan tetap
di wilayah Kota Cimahi.

. Kartu Kependudukan lainnya
Akta Kelahiran

Akla Pearkawinan

. Akta Perceraian

. Akta-akta lainnya.

0 e =l th

2. Analisis Beban Kerja Bidang Kependudukan

Setelah faktor-faktor penentu beban kera tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti beban kerja rendah, nilai
2 beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja tinggi, dan nilai 4
beban kerja sangat tinggi. Hasil evaluasi dan penilaian
sefiap faklor penentu beban kerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
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TABEL 3.8

ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG KEPENDUDUKAN

Faktor Penentu Beban
HKerja

Evaluasi/Analisis

A

B c

Banyaknya
kewenangan, sesuai
dengan Keputusan
Walikota Cimahi
Momor 1 Tahun 2001
Tentang
Kewsnangan Kota
Cimahi

Jumlah kewsnangan yang
dimiliki dalam bidang
kependudukan hanya 7,
yang lerdiri dari 5§
diantaranya bersifat
administratil dan dua
diantaranya barsifat
pengendalian langsung.
Dilinat dar jumiah dan
karakteristik kewanangan
ini, nampak bahwa beban
kerja Bidang Kependudukan
dapat dikategorikan rendah

Jumizah panduduk;

Jumlah penduduk Kota
Cimahi dilihal secara mutlak
termasuk kategori rendah,
hal ini sesuai dengan luas
wilayah kota.

Jumizh kelahiran dan
kematian;

Berdazarkan data Bulan
Desamber 2001, angka
kelahiran sebesar 2,63 per
sanbu penduduk per tahun,
Dan angka kematian
sabesar 2,77 per seribu
penduduk per tahun. Angka
ini dapat dikategorikan
sadamng.

Jumiah migrasi;

Berdasarkan data Bulan
Desember 2001, penduduk
yang datang ke Kota Cimahi
satiap 1000 orang
penduduk dalam satu tahun
sabanyak 6,75 orang,
Sedangkan penduduk yang
keluar per seqibu penduduk
dalam satu tahun sebanyak
7,68 orang. Ini artinya setiap
tahun terjadi penambahan
penduduk akibat migrasi
masuk. Angka ini tergolong
sedang

e
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j» Tantangan yang | Melinat tantangan bidang

|
dihadapi yang | kependudukan yang I i
meliputi hal-t.al ! dihadapi, nampaknys [ i
sebagai berkut: | £=berapa diantaranya
seharusnyz merupakan - 2

| kewenangan pada Bidang

| lain, termasuk Bidang

| Kesehatan,

| Kelenagakeraan, dan lain-

lain. Sehingga nilai |

tantangan bagi Bidang {

Kependudukan dapat dinilai |

sedang el

+ Produk layanan yang | Dilihat dari jenis layanan [

diberikan, yang yang diberikan, relatf ‘
|

meliputs; homogen dan bersifat
administratil. Dengan
demikian, dilihat dari fakior
| ini baban kerja Sidang

| Kependudukan dapat dinilai
| rendah.

PESE————

Rata-rata

2,08

|
|

Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabat terkait serta persepsi
penaliti, diolah
Catatan:
A, Panilaian Pejabal Terkait
BE. Penilgian Tim Penealiti
C. Milai Rata-rata

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Pendapatan Daerah masuk ke dalam kategori
sedang. Mampak ada perbedaan yang mencolok antara
penilaian pejabat ferkait dengan peneliti. Nampaknya,
perbedaan tersebut  disebakan karena  perbedaan
pendekatan yang digunakan. Peneliti menggunakan
pendekatan kuantitas relatif terhadap daerah-daerah
lainnya, sehingga secara hipotetik memunculkan angka
relatif yang kecil. Sedangkan pejabat terkait nampaknya
menggunakan pendekatan kuanfitas relatif terhadap luas
wilayah, sehingga secara hipotetik memunculkan angka
yang relatif besar dibandingkan daerah lainnya. Alasan
peneliti menggunakan pendeliatan kuantitas relatif terhadap
daerah lainnys adalah dengan memperhatikan layanan-
layanan yang diberikan oleh kelembagaan kependudukan
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saat ini. Bahwasannya sangat menentukan kuantitas,
intensitas atau volume layanan-layanan tersebut adalah
jumlah penduduk bukannya kepadatan penduduk. Namun
demikian, setelah dilakukan kompromi, didapatkan nilai

yang masuk ke dalam kategori sedang untuk beban kera
bidang kependudukan ini.



F. KEWENANGAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Dalam menentukan beban kerja Bidang Kesatuan Bangsa
dan Perindungan Masyarakat Kota Cimahi ditetapkan
beberapa faktor dominan yaitu :

« Kewenangan bidang ini sesuai dengan Keputusan
Walikota Cimahi MNomor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi, tidak tercantum secara
eksplisit

+ lLuas Wilayah Kota Cimahi seluas 4,036 Ha

s Jumlah Pendudik tercatat 387.71% jiwa yang terdiri
dari:

< Laki-laki : 192128 Jiwa

%+ Pererpuan 1 195,380 Jiwa

4 Jumlah Kepala keluarga 186.104 Kepala Keluarga,
dengan sebaran :

< Kecamatan Cimahi Utara : 23.456 Kepala Keluarga

< Kecamatan Cimahi Tengah: 121.085 Kepala
Keluarga

% Kecamatan Cimahi Selatan: 41.555 Kepala Keluarga

+ Kompleksitas dan Permasalahan; Permasalahan
Kesbanglinmas merupakan permasalahan yang lintas
sektoral, semua sektor berperan dalam mewujudkan
kesatuan bangsa dan melindungi masyarakat sesual
dengan kewenangannya

2. Analisis Beban Kerja Bidang Kesbanglinmas

Setelah faktor-faktor penentu beban kerja tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti beban kerja rendah, nilai
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2 beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja tinggi, dan nilai 4
beban kerja sangat tinggi. Hasil evaluasi dan penilaian
sefiap fakior penentu beban kerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:

TABEL 3.9
AMALISIS BEBAN KERJA BIDANG KESBANGLINMAS
Faktor Penentu BEeban EvaluasilAnalisis Milai *
Kerja A| B c
«  Kewenangan sesuai Kesbanglinmas tidak
dengan Kepulusan memiliki keterkaitan yang i
Walikota Cimahi sangat erat baik secara i
Momor 1 Tahun 2001 substansi maupun
Tentang lingkup tugasnya, Dilinat | 4 [ 1 | 25 |
Kewenangan Kota , dari hal tersebut, nampak |
Cimahi bahwa beban kerja ,
Bidang Kesbanglinmas I
it Rendah.
s Luas Wilayah Luas Kota Cimakhi
| termasuk kategor b 1 e I [
Rendah. |
e Jumlah Penduduk Berdasarkan data yang |
dimiliki jumlah panduduk ]
kola dapat dikategorikan | 4 | 1 25 |
Rendah. | |
«  Kompleksitas Melinat kompleksitas dan
pekerjaan dan permasalahan bidang
Permasalahan, Kesbanglinmas yang 4|2 3
dihadapi, dikategorikan
Sedang
Rata-rata (modus) 2,37

peneliti, diolah
Catatan:
A_Penllaian Pejabat Terkait
B. Penilgian Tim Panalili
C. Nilai Rata-rata

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Kesbanglinmas masuk ke dalam kategori
sedang. Nampak ada perbedaan yang mencolok antara
penilaian pejabat terkait dengan peneliti. Peneliti dalam
memberikan  penilaian  tersebut didasarkan kepada
pendekatan-pendekatan sebagai berikut:
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« Dalam menilai kewenangan sesuai dengan Kepulusan
Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001, peneliti melihat
bahwa meskipun beban kerja vang terkait dengan
kesatuan bangsa dan periindungan masyarakat cukup
berat, namun kewenangan tersebut bukan hanya
ditangani cleh Kelembagaan Kesbanglinmas, melainkan
melekat pada kewenangan-kewenangan lainnya.

+ Dalam menilai jumlah penduduk, penelii menggunakan
pendekatan kuantitas relatif terhadap jumlah penduduk di
Daerah lainnya, bukannya kepadatan penduduk
(kuantitas relatif terhadap luas wilayah), karena yang
menentukan beban kerja yang ulama terkait Jengan
masalah kesbang linmas adalah jumilah penduduk bukan
kepadatannya.

« Dalam rrienilai kompleksitas pekerjaan dan
permasalahan, sama  menggunakan pendekatan
==bagaimanz dalam memeberikan penilaian ternadap
faktor kewenangan.

Mamun demikiam, meskipun terdapal perbedaan yang
mencolok dalam meberikan penilaian terhadap 3 indikator
tersebut, setelah dilakukan kompromi, didapatkan nilai yang
masuk ke dalam kategori sedang untuk beban kerja bidang
keshanglinmas ini.
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G. KEWENANGAN BIDANG KESEHATAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kerja Bidang Kesehatan,
ditetapkan beberapa faktor penentu sebagai berikut:
+« Kewenangan Bidang Kesehatan, yang meliputi:

1

2,

8.
8.

. Penyelenggaraan  standar minimal  pelayanan

kesehatan,;

Penyelenggaraan dan penetapan standar pelayanan
medis, standar pelayanan rumah sakit dan rumah
khsusu;

. Penyelenggaraan, pengawasan, dan pemberian ijin

usaha bidang farmasi, rumah sakit khsusu, polikiinik,
praktek tenaga medis/kesehatan serta izin praktek
pengobatan tradisional;

. Pengadaan, pengolahan dan pengawasan peredaran

obat, obat esensial kosmetik, makanan, dan
perbekalan farmasi lainnya,

. Penyelenggaraan pendidikan pendayagunaan lenaga

kesehatan;

. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kesejahleraan

ibu dan anak serta Keluarga Berencana, kesehatan
masyarakat dan medis;

Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
Penyediaan dan dukungan bangunan, alat dan
perlengkapan kesehatan.

s Jumlah penduduk Kota Cimahi sesuai sensus penduduk
tahun 2000 sebanyak 442.549 jiwa.

« Kondisi 8 puskesmas dalam keadaan sederhana.

+ Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta 228 unit
terdiri atas berbagai jenis sarana pelayanan:

I-33



TABEL 3.10
JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

[ JENIS SARANA PELAYANAN JUMLAH

| Rumah sakit swasta 1 buzh

| Rumah sakit bersalin 5 buah

| Dokter spesialis | 27 orang

[ Dekter Urnum | 111 orang
Dokler Gigi | 22 grang
Dokter Gig, Spesialis ; lomng
Hidan ewasta i 98 orang
Balai Pengobatan 35 unit
Laboratorium Kesehatan 2 unit
Apotek - 30 buah
Pengobatan tradisional E | & unit

Sumber: Dinas Keselatan Kota Cimahi, 2002 :

+ Tenaga Kesehatan; Tenaga Medis, paramedis dan
nonmedis di Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan Rumah
Sgkit Cibabat sebanyak 568 orang terdin atas:

TABEL 3.11
JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA

TENAGA KESEHATAN JUMLAH
Dikier spasialis 29
Dokter umum 29
Dokter gigi 14
Paramedis 281
Tenaga non medis 215

Sumber; Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2002

» Indikator Kesehatan Masyarakat, yang meliputi:

1. Angka kematian Bayi ( AKB ); AKB merupakan
indikator yang paling peka untuk menilai derajat
kesehatan masyarakat dan kesejahteraan
sosial.Perkembangan AKE di Kab. Bandung di mana
di dalamnya termasuk Kota Cimahi terdapat
penurunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun
1990, AKBG6,20 per 1000 kelahiran hidup.Sensus
penduduk 1995 | AKB turun menjadi 55,53 per 1000
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kelahiran hidup. Tahun 2000 AKEB menjadi 43 per
1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKE Jawa Barat
pada tahun 2000 , 52,07 per 1000 kelahiran
hidup. AKB di Rumah Sakit Cibabat 5553 per 1000
kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Ibu { AKI }; AKI bersalin belum di
dapat karena tidal: semua kematian ibu bersalin baik
yang ditolong oleh tenaga kesehatan maupun tenaga
lainnya dilaporkan. Dalam dekade terakhir ini
penurunan  AK| sangat lambat. Faktor yang
menambah resiko terhadap kematian ibu antara lain,
unsur terlalu tua, teralu muda, paritas tinggi, dan jarak
kehamilan kurang dari 2 tahun masih sering

- diternukan.

« Jumlah kunjungan rawat jalan di 8 puskesmas yang
berada di Kota Cimahi pada tahun 2001 adalah 273.877
kunjungan, terdir atas: kunjungan umum, kunjungan gigi,
kunjungan Askes, dan kunjungan KS. Sementara ity,
jumlah kunjungan rawat jalan baru dan lama di Rumah
Sakit Cibabat pada tahun 2001 tercatat 131892 dengan
rata-rata kunjungan per hari 433,

s Tingkat jangkauzr pelayanan dan pemanfaatan
Puskesmas dapat dinilai dari Confact Rate, yaitu Rasio
jumiah  kunjungan Puskesmas terhadapa jumlah
penduduk. Contact Rate puskesmas tahun 2001 adalah
67 %. Hasil tersebut karena untuk pendududk mampu
memanfaatkan sarana pelayanan kKesehatan swastia,
Dengan jumlah penduduk Kota Cimahi 442.167 jiwa di
mana 1 Puskesmas seharusnya melayani 30.000 jiwa
penduduk maka seharusnya Kota Cimahi memiliki 14
Puskesmas.

2. Analisis Beban Kerja Bidang Kesehatan

Setelah faktor-faktor penentu beban kerja tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara

111-33




1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti beban kerja rendah, nilai

2 beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja tinggi. dan nilai 4
beban kerja sangat tinggi. Hasil evaluasi dan penilaian
setiap faklor peneniu beban kera tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:

TABEL 3.12
ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG KESEHATAN
Faktor Penentu Evaluasi/Analisis Milai * |
Beban Kerja ___|A|B| C |
s Kewenangan | Secara kuantitatif terdapat 9 jenis |
Bidang | kewanangan bidang kezehatan i
|  Kesehatan yang dimiliki Kota Cimahi. Dilihat |
| dari substansi kewenangannya, i
terlihat lebih banyak barsifat
aperasional. Dengan demikian, | 3 3
baik secara kouantitatif maupun |
kualitatil, beban kerja bidang 1
| kesehatan dilihat dari faktor ini
! cukup tinggi
| o Jumilah Ohjek layanan kesehatan adalah
| penduduk saluruh penduduk dalarm wilayah
| Kota Cimahi yang bersangkulan, karena !
sesyai sensus | Kesehatan merupakan kebutuhan | i
pendudik dasar (basic needs) manusia. (3| 3
tahun 2000 Dengan demikian, baik sacara .
sebanyak kuantitatil maupuen kualitatii beban E
442 549 jiwa. | kerja bidang kesehatan atas dasar |
| faktor ini termasuk tinggi i A
+ Kendsis Secara kuantitatit ataupun |
puskesmas kuzlitatil, baban kerja atas dasar |21 25
dalam kondisi puskesmas yang ada di |
keadaan kota Cimahi dapat dinilai sedang. |
__ sederhana, -
+ Jumlah sarana | Jumlah sarana layanan, agar
| pelayanan dapat memberikan layanan yang
kesehatan baik terhadap masyarakat peru K| 3
swasta 338 bimbingan. penyuluhan, {
unit. pengaturan, dan pengendalian dari

pemerintah. Atas dasar hal

tersebut, banyaknya jumlah sarana
kasahatan yang ada menyebabkan
baban kerja bidang kesahatan atas
dasar fakior ini menjadi tinggi.
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s Tenaga Demikian juga, agar tenaga a [
Kesahatan: kesehatan dapat berfungsi secara
Tenaoa Medis, | optimal dalam meamberikan |

paramedis dan | layanan kesehatan kepada 3|3 9
nonmedis di masyarakal maka peru adanya
Dinas bimbingan, dan fasilitasi dari

Kesshatan pemerintah. Dilihat dari sudut

Kota Cimaki | pandang ini pun beban kerja dinas
dan Rumah kesehatan tinggi

Saki Cibabat
sebanyak 568
arang.

o Indikatar Seperti dipaparkan di muka,
Kesehatan kesehatan merupakan kebutuhan
Masyarakat dasar setiap manusia. Sameantara, |

kondisi empink kesehatan |

masyarakatl secara rala-rata maséh | 3 | 3 3

belum baik, Hal ini merupakan

bkeban kera yang tinggi bagi
institusi yang menangani
kewenangan bidang kesehatan inl.

s Jumlah Meskipun se.ara -=latif terhadap
kunjungan penduduk, jumiah kunjungz. rawat
rawat jalan di | jalan di 8 puskesmas yang ada di alz| 25
B puskesmas | Kota Cimahi cukup tinggi. namun

sacara mutlak (jumiahnya) hanya

dapat dikategorikan sedang.
* Tingkat Demikian juga tingkal jangkauan
jangkauan pelayanan dan pemanfaatan

pelayanan dan | Puskesmas dapal dikategorikan 3|2} 25

pemanfaatan | Sedang.
Puskesmas

Rata-rata E,TH-

Sumber; Data sekunder dan parsepsi pejabat terkait serla persepsi
peneliti, diolah
Catatan:
A, Penilaian Pejahat Tarkait
B. Penilaian Tim Penaliti
C. Nilai Rata-rala

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Kesehatan masuk ke dalam kategori Tinggi.
Nampak ada kesesuaian dalam melakukan penilaian antara
Peneliti dengan Pejabat Terkait.
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H. KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kerja kewenangan bidang
Lingkungan Hidup Daerah Cimahi ditetapkan faktor-faktor
penentu beban kerja sebagai beribut:

» Rincian Kewenangan Lingkungan Hidup Daerah Kota
Cimahi; sesuai dengan SK Walikota Cimahi No. 1 Tahun
2001 yang terdiri dari:

1.

2

Pengaturan, pengendalian dan pengelolan lingkungan
hidup;

Pengaturan, pengelelaan dan pemantauan serta
pelestarian konservasi sumber days alam;

Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan
bagi kegiatan yang potensial berdampak;

Fasilitas penegakan hukum di bidang lingkungan
hidup;

Analisis kualitas limbah dan perijinan pembuangan
limbah rumah tangga dan inaustri;

Pengawasan kegiatan air bawah tanan dan galian;
Pengendalian dan penanggulangan pencemaran
tanah, air dan udara;

Sosialisasi penataan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup;

Penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan
pengelolaan lingkungan hidup;

10. Penyusunan sistem informasi lingkungan hidup;



+ Beban Pencemaran Air; Dengan keberadaan 265 industri
di wilayah Kota Cimahi, hasil survey kualitas air
menunjukkan bahwa kegiatan indusiri menyebabkan
penurunan mutu sumber-sumber air sehingga air sungai
menjadi toksik bagi kehidupan air yang ada di dalamnya.
Beban pencemaran yang terjadi lebih dar 20.000 kg BOD
per hari dan pada musim kemarau konsentrasi BOD di
Sungai Citarum di sebelah hilir kota Cimahi naik 50 % dari
20mag/ L menjadi 30 ma/L.

+ Pemakaian Air Bawah Tanah yang berlebihan; lebih dari
80 industri tekstili menggunakan proses basah dan
mengambil air bawah tanah melalui sumur bor secara
individual.Industri proses bawah ini menyerap 95 %
penggunaan air dan juga menghasilkan 95% limbah cair.

= Kebutuhan air bersih; Dari banyak industri di wilayah Kota
Cimahi, kebutuhan terhadap air cukup besar. Atas dasar
jenis produksi, proses industri serta jumlah pekerja,
diperkirakan kebutuhan tersebut sebesar 39.280 m3/ nari
atau sekitar 455 L / detik. Jauh lebih besar dari relayanan
PDAM saat ini { sekitar 150 L /7 detik ).

Sampal saat ini seluruh industi di wilayah Kota Cimahi
menggunakan air bawah tanah sehingga seluruh wilayah
Kota Cimahi termasuk ke dalam Zona Krilis pada Peta
pengendalian Air Bawah Tanah yang diterbitkan oleh
Departermen Energi dan Sumber Daya Mineral. (Sumber
““South Cimahi Industrial Poliution Control Project ADB TA
2009-INQ", August 1895)

Selain itu dari data yang ada menunjukkan bahwa :

% Jumlah perusahaan dengan berbagai jenis usaha
yang terdaftar sebanyak 285 perusahaan.

4 Tercatat sebanyak 182 perusahaan pengambil air
bawah tanah dengan jumlah 442 fitik sumur bor
dalam.

% Sebanyak 103 perusahaaan fidak ada data
pengambilan air bawah tanah

< Dari 442 titik sumur yang ada: 330 titik sumur nomor
SIPA terdata; 21 titik sumur hasil penertiban { Mo.
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SIPAbelum terdata); 91 titik sumur, No SIPA belum
terdata / tidak ada.

< Diperkirakan darn 103 perusahaaan yang fidak ada
data pengambilan air bawah tanah , apabila dilinat
dari jenis dan jumlah produksi oer tahunnya ,
membuiunkan air cukup banyak.

<+ Pada tahun 2002, tercatat 50 perusahaaan dengan
jumlah 128 Surat ljin Pengambilan Air , habis masa
berlakunya.

% Terdapat selisih jumiah fitk sumur antara Dinas
Pertambangan Kabupaten Bandung dengan data
Dinas Pendapatan Daerah Kuta Cimahi (terdapat
hasil penagihan refribusi air cleh Dipenda HKota
Cimahi untuk 3363 sumur dengan jumish air
1,102 457 m3/bulan)

« Kebutuhan Air bersih; Kebutuhan air bersin untuk

penduduk Kota Cimahi sejumlah 442.549 jiwa diperkirakan
sekitar 500L/detik ; sementara pelayanan PDAM baru
sekitar 150 L / detik . Hal ini menunjukkan bahwa sekitar
350 L / detik dipenuhi oleh air dalam tanah.

Kondisi Udara; sampai saat ini belum ada hasil penelitian
kualitasudara untuk wilayah Kota Cimahi.

Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah; Lokasi TPA
terletak di kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah | Kec.
Cimahi Selatan . Luas areal tanah total TPA 118 hal
Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi seluas 2,8 ha ; (Kota
Bandung seluas 9 ha dengan cadangan 4.6 ha ) dengan
kapasitas operasional sekitar 106000 m3/bulan. TPA
dengan sistem copen dumping dan conirolling landfill
dioperasikan sejak tahun 1987 tanpa dilengkapi dengan
sistem pengendalian dampak lingkungan yang memzcdai.
Cakupan pelayanan melipui:

% Padalarang

% Batujajar

% Ngamprah

# Cipatat

< Cileunyi

% Cimenyan
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<+ Margahayu

% Margaasih

“ Katapang

< Soreang

< Kota Cimahi
“ Kota Bandung

+ Kualitas udara ambient di lokasi TPA secara umum

menunjukka n kualitas udara yang kurang baik, di mana
nparameter sulfida (H25) dan Amoniak | NH3-N) terukur
melebihi baku mutu kualitas udara ambuient sesuai
Peraturan Pemerintah NMomor 41 Tahun 1999 dan Kep
MEMNKLH MNo.02 tahun 1988, Sistem pengelolaaan sampah
gecara open dumping memungkinkan timbulnya banyak
masalah seperti penyebaran bau dan munculnya lalat.
Kualitas air lindi, secara fisik berwarma coklat tua dan
berbau dengan debit sekitar C,7 Lfdatik . Tidak adanya
sarana pengolahan air lindi yang memadai menyebabkan
air lindi yang terbentuk mengalir begitu saja ke taanah dan
sungai Cireundeu.

Hasil analisa laboratorium menunjukkkan kualitas limbah
cair yang buruk . Meskipun tidak terdapat unsur logam
berbahaya seperti Timbal, Kadmium, Krom, dan Nikel
mengalirnya air lindi ke lingkungan sekitar secara terus
menerus menyebabkan terjadinya pencemaran yang serius
terhadap tanah, air permukaan dan air tanah di sekitar
lokasi TPA.

Hasil pengukuran kualitas air permukaan Sungai Cireundeu
di lokasi sebelum dan sesudah TPA , menunjukkan
perbedaan cukup besar. Hal ini menunjukkan adanya
rembesan air lindi dari TPA.

Kualitas air tanah sekitar TPA bervariasi, di beberapa fitik
menunjukkan kualitas air tanah yang kurang baik dimaana
beberaapa parameter fisika, kimia dan bakteriologi terukur
melampaui baku mutu kualitas air sesual PP NO. 20 tahun
1990, seperti kekeruhan, residu, besi, klorida, nilai
permanganat dan koli tinja. Dari hasil sampel yang diambil
di lokasi, menunjukkkan jenis batuan /tanah berupa lanau
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anorganik dan lempung anorganik dengan plastisitas
tinggi.Secaia umum dapat disimpulkan bahwa batuan f
tanah di lokasi TPA mempunyai permebilitas yang kecil
(Sumber - “Study Evaluasi Pengaruh Keberadaan TPA yang
berada di Kabupaten Bandung “. BPLH Kabupaten
Bandung, 2007 ).

2, Tingkat Beban Kerja Bidang Lingkungan Hidup

Atas dasar faktor-faktor penentu beban kerja tersebut,
dilakukan penilaian olzh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti beban keria rendah, nilai
2 beban kerja sedang, dan nilai 3 beban kerja tinggi serta 4
beban kearja sangat tinggi. Hasil evaluasi dan penilaian
setiap faktor penentu beban kerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:

TABEL 3.13
ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Faktor Panentu EvaluasilAnalisis | Nilai "
Beban Kerja Al|B C
+  Rinclan Secara kuantitatif terdapat &
kewenangan jenis kewenangan bidang
bidang lingkungan hidup yang dimiliki
Lingkungan Kota Cimahi. Dilinal dari
Hidup, sesuai substansi kewenangannya,
dengan SK terlibat labih banyak pada
Walikata Cimahi | pengaturan dan pengendalian.
Mn, 1 Tahun Dengan demikian, walaupun - 13 K]
2001, yang terdiri | dari sisi jumiah rincian
dari 6 rincian kewenangan jumlahnya
kewenangan. termasuk lidak banyak, namun
secara kualitatif beban kerja
bidang ini termasuk katagod
tinggi
+ Beban Melihat besarnya beban
Pencamaran Air | pencemaran yang ditanggung
oleh Kota Cimahi, maka dapat | - | 3 3
beban kerja pada faktor ini

bisa dikelompokkan dalam
| katagori tinggi
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» Pemakaian Air Melihat tingginya pemakaian 1
Bawah Tanah air bawah tanah terjadi di Kota
yang berebihan Cimahi, maka dapal baban -3 3

kerja pada faktor ini bisa

dikelompakkan dalam katagari

| A tinggi |
»  Kebutuhan Air Melihat besamya kebutuhan i
bersih air bersih yang harus dipenuhi |
ol=h Kota Cimahi, maka dapat | - | 3 3
beban ket pada fakior ini
bisa dikelompokkan dalam
katagori tinggi
« Kondisi Tempat | Melfhat besamya beban
Pembuangan lingkungan yang ditangaung
Akhir Leuwigajah | TPA Lewi Gajah, maka dapal =8 3
beban kerja pada faktor ini {
biza dikelompokkan dalam
kalagor tinggi |
Rata-rata (Modus) |
Sumber: Dala sekunder dan persepsi pejabat terkait seria persepsi

peneliti, diolah

.h.. Penilaian Pej="at Terkait
B. Penilaian Tim Peneliti
. Milai Rala-rala

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobaot beban

kerja Bidang Lingkungan Hidup masuk ke dalam kategori
Tinggi.
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KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Dalam menentukan beban kerja Bidang Pendidikan Kota
Cimahi ditetapkan beberapa faktor dominan yailu :

= Banyaknya Kewenangan sesuai dengan Kepulusan
Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi, yang meliputi

1.

2.
3.
4

11,
12.
13.
14,
15,
16.

Penetapan petunjuk pelaksanan penyelenggaraan
nendidikan

Panetapan kurikulum muatan lokal

Penyelenggaraan kurikulum nasional dan lokal
Maonitoring dan penilaian pelaksanaan proses belajar
mengajar dan manajemen sekolah

Penetapan petunjuk pengujian dan penilaian hasil
belajar, pelaksanaan pengujian dan evaluasi hasil
belajar tahap akhir;

Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender akadamik
Penetapan soal ulian sesuai dengan  kurikulum
muatan lokal

Penetapan kebijaksanaan operasional penerimaan
siswa

Pengembangan standar kompetensi siswa

. Penyelenggaraan akreditiasi serta pendirian dan

penutupan sekolah

Monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan
pendidikan serta kineria sekolah

Perencanaan kebutuhan pengadaan dan
penempatan tenaga kependidikan

Penetapan  petunjuk  pelaksanaan  anggaran
pendidikan

Feningkatan kemampuan dan kesejahteraan lenaga
pendidikan

Peningkatan peran serta masyarakat di bidang
pendidikan

Perencanaan dan  pelaksanaan  pengadaan,
nendistribusian, pendayagunaan dan perawatan
sarana prasarana pendidikzn
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17. Penyusunan rencana induk  pengembangan
pendidikan

18. Mendorong pembaharuan sistemn pendidikan

19. Penetapan petunjuk pelaksanaan, penyelenggaraan
program pendidikan luar sekolah

20. Peningkatan kemampuan dan kesejahleraan tenaga
kependidikan luar sekolah

21. Penyediaan bahan dan tempat belajar serta fasilitas
lainnya bagi pendidikan luar sekolah

« Jumlah Sekolah , yang ada di wilayah Pemerintah Kota
Cimahi adalah sebagai berikut ;

TABEL 3.14
JUMLAH SEKOLAH DI KOTA CIMAHI
NO. | JENJANG it JUMLAH TOTAL
NEGER! | SWASTA
1. | TK | 0 g8 | 69
|_2. sD 184 0 | 104
T 0 n | 11
4 |SLTP 10 23 | 33 |
5. | MTs 1 6 | 7
6. |SMU 6 11 17
7. | sMK 2 14 16
8 |ma 0 2 | 2
| JUMLAH | 203 146 | 349

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2002
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= Jumlah Murid sekolah, sebagaimana pada tabel berkut:

TABEL 3.15
JUMLAH MURID SEKOLAH DI KOTA CIMAHI

NO. | JENJA | PEDUDUK

SISWA SEKOLAH =~ APK APM

| |

1 )
| NG | USIA | SELURUH | USiA (%) | (%)
| | SEKOLAH | _nf'm | SEKOLAH |

1

!al:uul | 53538 | 480570 I 39570 | 8960 | 73,82

2 SLTP | 27314 19233 | 14925 70,04 | 5445
MTs .

& SMU/ | 29330 | 19899 11205 | 67.84 @ 38,20
SMKS |
m 1

Sumber: Dinas Pendidikan Kata Cimahi, 2002

« Kompleksitas dan Permasalahan

1:

Kemajuan pendidikan di Kota Cimahi cukup
menggembirakan, pelaksanaan program
pengembangan pendidikan di daerah ini telah
menyebabkan maraknya suasana belajar di berbagai
jenis jenjang pendidikan dengan dilaksanakannya
program-program pembangunan, pelayanan
pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil
dan bahkan penduduk

. terbatasnya partisipasi orang tua murid, masyarakat

dalam pembiayaan pendidikan, biaya operasional
yang masih rendah,

. kordisi perskonomian masyarakat serta kadar gizi

masyarakat yang terbatas dapat mempengaruhi
kemampuan sumber daya manusia.

. permasalahan perluasan daya tampung khususnya

pada sekolah negeri, pemerataan guru dan fasilitas
pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
masih sangai lerbatas.

-4




5. permasalahan dengan mutu masukan dan keluaran,
kualifikasi guru, kondisi sekolah, buku dan fasilitas
serta alat pelajaran yang menunjang KBM belum
terpenuhi.

6. permasalahan pemasangan sistim ganda pada masa
krisis ekonomi dewasa ini mengalami kendala, masih
kurangnya fasilitas sarana pendidikan di SMK dan
muatan lokal serta skill belum ditunjang cleh alat dan
sarana yang memadai.

7. permasalahan pengelolaan pendidikan pada semua
jenjang dan jenis pendidikan efektif.

2. Analisis Beban Kerja Bidang Pendidikan

Setelan faktor-faktor penentu  beban kerja tersebui
ditetapkan, selanjutnys diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 4. Milai 1 berarti beban kerja rendan, nilai
2 beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja tinggi, dan nilai 4
beban kerfa sangat linggi. Hasil evaluasi dan penilaian
setiap fakior penentu beban kerja tersebul dapat dilinat
pada tabel beikut:

=47




TABEL 3.16
ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG PENDIDIKAN

Faktor Penentu Evaluasi/Analisis | Milai *
Beban Kerja AlB | C
+ Banyaknya Kewenangan Sidang | | i

kewenangan sesuai | pendidikan yang dilaksenakan |
dengan Keputusan | Pemerintah Kata Cimahi '
Walikota Cimahi | Denumiah 21 kewenangan. |
Momor 1 Tahun | ¥and sebagian besar |
2001 Tentang NEOMGRYA RN 3
K Kota oparasional. Dilivat dar jumlah
ewanzngan kewengngan tersebut, rampak
Cimahi hahwa baban kerja Bidan
Pendidikan dapat
dikategorikan Tinggi |
+ Jumlah Sekolah Jumiah sekolah yang ada di
w“ota Cimahi yang menjadi
tanogung jawab (2 | 2 2z
pengelalaan dan pembinaan
pemenntah  Kota  Cimahi
termasuk kategori Sedang.

« Jumiah Murid Bergasarkan data yang
Sekolah dimiliki jumiah murld | 2 | 2 2
sekolah dan usia sekolah |
| dapat dikategorikan [
Sedang. | A
| » Kompleksitas Melihal  kompleksitas dan [
| pekeraan dan | permasalahan bidang |
Parmasalghan, pendidikan yang dihadapi, | 3 | 2 | 25

dikatagorikan sedang

Rata-rata 237

Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabat terkait serta persepsi
pensliti, diolah
A, Penilaian Pejabat Terkail

B. Penilaiar Tim Panalit
C. Nilal Rata-rata

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Pendidikan masuk ke dalam kategori Diatas
Sedang. MNampak ada kesesuaian dalam melakukan
penilaian antara Peneliti dengan Pejabat Terkait.
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J. KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DAN
PEKERJAAN UMUM

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja
Untuk menentukan beban kerja kewenangan bidang
Perhubungan dan Pekerjaan Umum Daerah Cimahi
ditetapkan fakior-faktor penentu beban kerja sebagai
berikut:

« Kedudukan HKota Cimahi dengan Kota Lain di
sekitarnya. Kota Cimahi adalah Kota yang tidak berdiri
sendiri, tetapi saling berdekatan dengan kota lainnya
vaitu Kota Bandung, Soreang, Padalarang, Sumedang,
dil. Sehingga jelas dalam sistem transportasi yang ada
harus terintegrasi antara jalan perkotaan dan jalan antar
kota, yang saling menghubungkan kota-kota tadi.

+ Masalah Sistem Jaringan Jalan perkotaan; Sesuai
dengan situasi dan kondisi yang ada, maka ada beberapa
penyebab yang menimbulkan terjadinya sistem jaringan
jalan perkotaan tidak berfungsi secara utuh yaitu karena:
a. Belum adanya keseimbangan antara  jumlah

kendaraan dan jumlah panjang jalan yang ada, yang
tendensinya di kemudian hari makin lama makin
memburuk, mengingat pertambahan kendaraan sangat
tinggi, tidak diimbangi dengan penambahan panjang
jalan baru

b. Fungsi jalur jalan yang ada di perkotaan banyak
berkurang akibat: adanya pemakaian jalur jalan untuk
parkir, penghentian Bus dan Angkot, Pedangang Kaki
Lima (PKL), pasar, pangkalan becak/ojeg,dll.

c. Adanya pemusatan kegiatan masyarakat di tempat-
tempat tertentu yang menghambat jalur lalu lintas
seperti pertokoan, pabrik, lintasan kereta api, sekolah,
dll. yang terjadi pada jam-jam sibuk

d. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab para pemakai
jalan dalam mengemudikan kendaraan dan berjalan
kaki

e. Terlalu banyaknya kendaraan pribadi yang beroperasi
dengan penumpang hanya 1 dan 2 orang.
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f. Adanya perjianan yang dikeluarkan pemerintah
daerah, yang berakibat berpengaruh pada penurunan
fungsi jalan (ijin trayek, parkir, lokasi, dil.)

g. Sistem jaringan jalan kota yang ada belum menunjang
dan terencana dengan baik.

« Kewenangan Bidang Perhubungan dan Pekerjaan
Umum: Rincian kewenangan bidang perimbangan
keuangan Daerah Cimahi, sesuai dengan SK Walikota
Cimahi No. 1 Tahun 2001 yang terdiri dari:

Kewenangan Bidang Pcrhubungan

1.
2,
g

4.

10.

11.

g3

13.

Perencanaan Perluasan Jaringan Jalan;
Penetapan kelas jaringan dan ruas jalan;
Pengaturan dan pengendalian atas pemanfaatan
ruas jalan;

Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan dan pemelinaraan
ruas dan atau jaringan jalan;

Penyelenggaraan perparkiran kendaraan
bermaotor;

Penctapan pengelolaan terminal tipe C;
Penetapan pengelolaan rambu dan periengkapan
jalan;

Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian
kendaraan barmotor;

Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta
ketertiban terminal;

Penetapan pembatasan pengangkutan orang
dengan kendaraan tidak barmotor;

Penunjukan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan
keteriban tempat pemberhentian kendaraan
umum;

Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan
kepada perkumpulan dan/atau badan hukum yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan
dan pemeliharaan rambu dan tanda lalu lintas,
Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan
kendaraan hermotor, bengkel umum, dan jasa
titipan;
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e

14,
15.
16.

17.
18,

19.
20.
21.

22,
23.

24,

Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek
maupun lintas (dalam kota);

Penetapan jalan yang melarang pengemudi
kendaraan memberikan tanda suara pada waktu-
walkiu tertentu;

Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
Penetapan tarif angkutan kendaraan umurm;
Pengawasan dan pengendalian  kawasan
kebisingan serta daerah lingkungan bandara
sesuai dengan standar yang berlaku {milik
pemerintah kota);

Pengelolaan terminal peti kemas dan bandara
yang dibangun pemerintah kota;
Menyelenggarakan sistem informasi kecelakaan
lalu lintas;

Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di
jalan;

Pemberian ijin pendirian sekolah mengemudi;
Kerjasama dengan fihak kefiga dalam rangka
pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan;
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan:

Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum:

1.

o

Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta
pengendalian operasional pengadaan,
pembangunan, peningkatan dan pemelinaraan
jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan
jembatan lokal primer, jalan dan jembatan yang
memiliki nilai strategis bagi Daerah Kota, beserta
jalan dan simpul-simpulnya (saluran dan trotoar
daerah milik jalan);

Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta
pengendalian operasional pengadaan,
pembangunan, peningkatan dan pemelihara=n
jalan urmum;

Penetapan perijinan pemanfaatan daerah milik
jalan (DM.JY;

Penstapan kelas jalan kota;

Pengembangan metode pelaksanaan pembinaan
jalan kota;
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.

12

13

14.
13,
. Pengujian kenstruksi dan utilitas bangunan;
i7.
18.
18.
20.

21,

Penetapan rekomendasi pemanfaatan jalan
propinsi dan jalan nasional yang berada di daerh
kota:

Penyusunan rencana dan peiaksanaan serta
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
jaringan irigasi primer, sekunder, tertier dan
kuarter dan janngan kota non  lintas
kabupaten/k~ta termasuk bendungan, danau-
danau buatan, penyediaan dan pengaturan air
irigasi serta sumbear-sumber air lainnya;
Penetapan perijinan pemaniaatan dan
nenggunasan air irigasi;

Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan;

. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan

masyarakat petani pemakai air di daerah kota;
Pengembangan kerjasama teknis  maupun
kemitraan dengan masyarakat, swasta,
pemerintah daerah dalam dan luar negeri dalam
bidang pengairan;

Pengaturan dan pengawasan terhadap
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan
bangunan;

Penyusunan rencana dan pelaksanaan serla
pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan
pengelolaan  bangunan-bangunan  pelayanan
LU,

Penertiban dan pengawasan dan pengendalian
bangunan;

Penetapan perijinan bangunan;

Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta
pengendalian pembangunan perumahan beserta
prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan
prasaran dan fasilitas lingkungan perumahan;
Penetapan dan pengaturan pemanfaatan fasilitas
sosial dan fasilitas umum lingkungan perumahan;
Pengaturan penggunaan dan  pemanfaatan
perumahan aset pemerintah dasrah;

Penyusunan rencana dan pelaksanaan seria
pengendalian kesehatan lingkungan / perumahan;
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22,

24.
. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serla

26.
27.

28,

29,

3.

32

35.
36.
a¥.

38,
38

40.
. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah

Pengaturan dan penataan drainase dilingkungan
pemukiman / perumahan;

Parbaikan jalan  lingkungan pemukiman [
perumahan;

Penataan pemukiman kumuh;

pengendalian pengadaan, pembangunan,
pemeliharaan dan penataan pertamanan dan
permakamarn;

Penyelenggaraan kebersihan pertamanan dan
permakaman,

Penetapan perijinan pemanfaatan kawasan
pertamanan dan permakaman;

FPenetapan perijinan penggunaan dan
pemanfaatan kawasan pertamanan  dan
permakaman,

Penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan
pencegahan serta penanggulangan bahaya
kebakaran;

. Penetapan perijinan/rekomendasi  sarana dan

prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
Pengembangan kapasitas dan kapabilitas metode
pencegahan bahaya kebakaran;

Penyusunan rencana dan pembangunan pasar,
Pengaturan dan pembinanaan ketertiban;
Pengaturan distribusi barang dan ketertiban
pasar,

Perumusan kebijakan dan tarif retribusi pasar;
Penyelenggaraan pemungutan retribusi pasar;
Penetapan kebijakan kerjasama dengan fihak lain
dalam pengelolaan pasar,

Pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar
dan pembinaan mutu atau kualitas barang
dagangan;

Penyelenggaraan dan pemberian ijin;
Pemeliharaan gedung pasar milik pemda;

{RUTD) beserta program pemanfaatan ruang

untuk daerah dan rencana detail tata ruang
{RDTR) untuk satuan kawasan pengembangan;
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42. Penysunan  mcana  teknik  ruang  dan
pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan
permukiman;

43. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang
kota;

44, Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang kota;

Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana pendukung
Sistem Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Kota
Cimahi, yang terdiri dari: Jalan, jembatan {10 buah).
jumlah kendaraan (55.613 buah), fasilitas taman (19
buah), SPBU (3 buah), jumlah trayek anckutan (24
buahj, jumilah pemukiman/pengembang (20 buah).

Kebutuhan akan Sarana Perhubungan dan PU Lain
di Kota Cimahi; dar hasil analisis yang telah
dilakukan selama ini paling tidak Kota Cimahi dalam
wakiu dekat membutuliwan  sejumlah  sarana
diantaranya:
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TABEL 3.17
KEBUTUHAN, KONDISI, DAN PERMASALAHAN
SARANA PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN

UMUM
Kebutuhan Kondisi Saatini | Permasalahan
Terminal ¥ Belum ada yang | *  Lahan larminal yang
Penumpang mamenuhi | sangal terbatas
parsyaralan sebagai |+ Pelugas yang di
{ terminal | terminal, Pos
| + Lokasi yang ada | Pengawasan
yaitu:Pasar Aniri, | Refribusi sangat
Pasar Atas dan | berlebihan
Pasar Kuda ¥ Adanya Pemungut
{Sangkuriang) yang tidak yang dibayar
baium mamenuhi dari retrit usi
persyaratan untuk ¥ Disiplin pegawai
terminal seperti tidak rendah
adanya ruang ¥ 5DM yang sangat
tunggu, WC, rendah
Musholla, Kantor, kemampuannya dan
dil. belum melaiui
+ Pelugas tarminal pelatihan, umumnya
| yang ada: ex dispenda
PNS 23 orang | v Adanya jalan2 yang
TK 10 crang | dipakai PKL
Magang SO crang | penyebab
kemacetan pada
Selain itu terdapat lokasiz jalan terientu
juga pos v Penetapan Lokasi
| pengawasan Teminal
; refribusi di Taman | ¥ Pungutan Retribusi
| Cimindi, Pojok, di Jalan

| Cihanjuang, Kol. * RUTR belum ada
| Masiuri, Pasantran, | + Antrian memakal
Pasar Kuda, dil. badan jalan
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[ Terminal | Belum lersadianya [ Akibat belum adanya
| Barang | terminal barang | terminal barang maka:

| «  Parkir kendaraan

barang pada
parkarasan barang

K.egiatan bongkar
muat barang

dilakukan di badan

jalan-penyebab
kemacetan
Kendaraan yang
masuk daerah
industri tidak sasuai
dg kelas jalan

Parkir I« Parkir saat ini
i dikelola oleh:
LVRI
{wil pusat kata)
. Diras
| Perhubungan
(Finggiran kota)
i v Patunas Parkir
| terdiddari:
PNS: 2
| orang
- Magang : 28
| orang
|

| Masih belum
optimalnya pemasukan
dari retribusi parkir dan

| pelaksnaan parkir
belumn tertiz

Adanya perparkiran
yang
dikoordinasikan olzh
fihak LVRI, sehingga
tidak menghasilkan
PAD yang
rmaksimuim

Pada jalan nasional
yang LHR-mya
tingoi, lokasi parkir
masih

menggunakan 2 sisi |

jalan

Sistemn pungutan
dengn memakai
target karcis
Belum pernah
diadakan survay
potensi

Sumber: Dinas Perhubungan dan Pekeraan Umum, 2002

2. Analisis Beban Kerja Bidang Perhubungan Dan

Pekerjaan Umum

Setelah faktor-faktor penentu beban kerfa bidang
perhubungan dan pekerjaan umum tersebut ditetapkan,
selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk itu,
dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
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1 sampai dengan 4. Nilai 1 berarti beban kerja rendah, nilai
2 beban kefja sedang, dan nilai 3 beban kerja tinggi, serta
nilai 4 beban kerja sangat tinggi. Hasil evaluasi dan
penilaian setiap faklor penentu beban kerja tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.18
AMALISIS BEBEAN KERJA BIDANG PERHUBUNGAN DAN
PEKERJAAN UMM
Faktor Penents | Evaluasi/Analisis Nilal® |
Beban Kerja , 'R BL & |
|e Kedudukan Kota Kedudukan Kota Cimahi !I d

Cimahi dengan Kota | Sebagai daerah penyangga | |

Lain di sekitamya Ibu Kota Propinsi Jawa !

Barat telah mambuat

hubungan Kota Cimahi

dengan daerah sekitarmya | |

sangat kuat, sehingga |41 3 35

| dengan sentralnya |

kadudukan ini nilai faktor | |
penentu beban kerja ini bisa | |

dikelompokan dalam nilai | |

tinggi, khususnya dalam |

mendukung interaksi [

dengan kota dan kabupaten |

lain disekitamya P
» Masalah Sistem Mengingal masih tingginya |
Jaringan Jalan permasalahan yang
parkotaan dihadapi Kota Cimahi dalam

menciptakan sistem jaringan | 4 3| 35
jalan perkolzan, maka nilai
fakior penentu beban kerja
ini bisa dikelompokan dalam

g o A R nilai tinggi. - o
« Kawenangan Bidang Secara kuantitatif terdapat |
Perhubungan 24 rincian kewenangan

(-=banyak 24 rincian | bidang parhubungan dan 43
kewsnangan) dan rincian kewenangan bidang

Fekarjan Umum | Pekerjaan Umum yang
{sebanyak 43 rincian dimiliki Kota Cimahi, Selain | 4 | 4 4
kewenangan) itu, dilihat dari substansi |

rincian kawanangan

tersebut, terihat lebih
banyak yang bersifat .
operasional. Dengan B
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| demikian, baik secara i B
| kuantitatif maupun kualitatif, | | |
| beban kera bidang |
| perhubungan dan pekefaan | |
umum dilihat dari faktor ini
cukup sangat tinggi

' KondisiFiskdgn  Sesuai dengan kondisi fisik

1 SEI'HI'IE P:Esamn_a | dan sarana F!_I'-El-ﬁafal'lﬂ

pendukung Sistem | pendukung sistem

Perhubungan dan | Perhubungan dan pakerjaan

Pekerjaan Umum di | umum di kota Cimahi, yang | 4 | & | 4

Kota Cimahi secara kuantitatif dan juga | |
kualitatif termasuk tinggi, | |
| maka nilai bobot pada faklor
| penentu beban kerja ini i
| dapat dinilai termasuk
| sangat tinggi.
« Kabutuhan akan | Sesuai dengan kebuluhan '
Sarana Perhubungan | dalam bidang perhubungan
dan PU Lain di Keta | dan pekerjaan umum yang |
Cimahi sudah teridentifikasi cleh |
Pemerntah Kota Gimahi, |4 [ 4 | 4
dapat ditentukan bahwa | [
nilai faktor panentu beban [
kerja ini dapat dinilai ‘ |
| fermasuk sangat tinggi. |
| Rata-rata i
. | 38
Sumber: Data sekunder dan persepsi pejabal lerkait serta persepsi
peneliti, dialah

A.‘Fanilaian Pejabat Terkait
B. Penilaian Tim Panalit
C. Nilai Rata-rata

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum masuk ke
dalam kategori Sangat Tingai. Nampak ada kesesuaian
dalam melakukan penilaian antara Peneliti dengan Pejabat
Terkait. Dilihat dari sudut pandang ini, beban kerja
dibandingkan dengan bentuk kelembagaan yang ada
memungkinkan adanya suatu pemekaran kelembagaan.
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K. KEWENANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kera Bidang Perindustrian,

Perdagangan, Dan Kelenagakerjaan, ditetapkan beberapa

faktor penentu sebagai berikut:

s+ Kewenangan Bidang Perindustrian, Perdagangan,
dan Ketenagakerfaan, sesuai dengan Keputusan
Walikota Cimahi Momor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi, yang meliputi:

1. Kewenangan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan, yang meliputi:
x Penyelenggaraan, pengawasan dan

pengendalian usaha industri, perdagangan;

b. Pemberian izin kegiatan usaha perindustrian dan
perdagangan barang dan jasa:

c. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri,
perdagangan barang dan jasa, termasuk
pengembangan komoditas ekspor  dan
komoditas andalan daerah;

d. Memfasilitasi permaodalan manajemen
kelembagaan, kemitraan dan pemiagaan,
pemasaran untuk perkembangan perindustrian,
perdagangan dan usaha menengah;

¢ Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka
pelaksanaan kewenangan di Bidang Industri dan

Perdagangan;

f Koordinasi dan promosi sentra-sentra industri
dan perdagangan;

e Pengawasan/uji mutu produk industri  dan
perdagangan.

2. Kewenangan Bidang Ketehagakerjaan, yang
meliputi:

a. Pengembangan dalam bidang perluasan kerja,
lembaga latihan swasta, hubungan industrial,
kelembagaan ketenagakerjaan dan
pengembangan usaha;

n1-5%




» Penyelenggaraan pelatihan produktivitas tenaga
kerja, sertivikasi dan lisensi kerja serta pelatihan
dan pemagangan;

¢ Pengurusan persyaratan kerja, penyelesaian
permasalahan ketenagakerjaan dan informasi
pasar kerja;

i Pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga
kerja keselamatan tenaga kerja, serta kesehatan
kerja dan hygienes perusahaan;

. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja
sektor formal dan informal;

f. Pengawasan, pengendalian dalam penempatan,

penyaluran dan pengaturan pembatasan tenaga

kerja serta penggunaan lenaga kerja warga
negara asing;

Penetapan UMR melalui mekanisme tripartit;

Keriasama dengan pihak keliga dalam

pelaksanaan kewenangan di bidang lenaga

kerja.

s Potensi industri, yang dilihat baik dan jumlah wunit
usahanya, nilai investasinya. maupun daya serpa tenaga
kerjanya. Mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

TABEL 3.19
POTENSI INDUSTRI DI KOTA CIMA! il BERDASARKAN
PENGELOMPOKAN INDUSTRI BESAR, MENENGAH,

DaN KECIL
| Kelompok | Unit Usaha | Investasi Tenaga
|{Rp. Juta) | Kerja
(Qrang)
Industri menengah 125 | 575.025 48.107
dan besar |
Industri kecil formal 237 | 284440 6.638
Industri kecil informal 90| 1350 1.530
Total 452 | 575.310.790 55,275

Sumber: Deperindag Propinsi Jawa Barat & Kab. Bandung

» Potensi perdagangan yang ada di Kota Cimahi, yang
meliputi:
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1. Perusahaan Dagang sejumlah 5425 perusahaan
yang telah memiliki SIUP, ferdii dari 126
perusahaan Pedagang Besar, 412 perusahaan
Pedagang Menengah, dan 4.887 perusahaan
Pedagang Kecil;

2. Jangkauan perdagangan meliputi: 158 perusahaan
eksportir, dan 96 perusahaan importir.

3. Pasar tradisional (resmi) sebanyak 6 buah dengan
lokasi dan luas masing-masing: Pasar Antri (8.697
M2), Pasar Sriwijaya (5.825 M2), Pasar Atas (3.050
M2), Pasar Citeureup (7.200 M2), Pasar Cimindi
{4.998 M2), Pasar Pasir Kumeli (997 M2).

4, Pasar Modern berupa Pasar Swalayan 1 buah
{Ramayanan Departement Stoere)

5. Rumah Potong Hewan (RPH) 1 buah

+ Potensi Sektor Ketenagakerjaan; Polensi tenaga kerja
yang telah terserap di sektor industri, perdagangan dan
jasa sudah mencapai 125.000 orang. Dengan demikian,
30% dari penduduk Kota Cimahi telah terserap oleh
Sektor Indag dan jasa. Mamun demikian, ternyata
penyerapan tenaga kerja tidak seluruhnya berasal dan
penduduk Kota Cimanhi.

= Masalah dan Tantangan Sektor Industr, yang meliputi:

1. Adanya industri-industri besar maupun menengah
dengan jenis{enis produksi yang sebagian besar
yang sebagian besar adalah tekstil yang potensial,
dengan pemasaran dalam negeri dan eksport yang
merupakan salah satu komoditi andalan dari sektor
industri di Kota Cimahi;

2. Bagi industri kecil dan kergjinan masih belum
tersedianya sarana informasi dan promosi usaha
dalam rangka inovasi teknologi dan peningkatan
volume pemasaran termasuk peluang-peluang
pasar;

s Masalah dan Tantangan Sektor Perdagangan, yang
meliputi;
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1. Penyebaran pusat-pusat perdagangan vang tidak
merata, masih terpusat di Cimahi Tengah dan
Timur; .

2. Pasar modern yang teizh ada, belum dilengkapi
sarana rekreasi;

3. Pasar Citeureup yang telah ada yang diharapkan
sebagai pusat perdagangan Wilayah Cimahi UWara
dan Barat temyata belum berfungsi secara optimal,
Pasar Atas yang telah ada tidak dapat diperaus
lagi mengingat lahan yang ada tidak ada lagi untuk
penambahannya. Selain iiu. terdapat masalah yang
dihadapi Pasar Citeurep  yaitu: Masalah
pemindahan lahan trnsaksi kuda dan domba di luar
lingkungan Pasar Citeursup; Operasionalisasi
fungsi Sub Terminal di Pasar Cileureup; Penataan
kembali fungsi kios-kios yang ada.

4, Kondisi kios-kios di Paszar Ante dan Sriwijaya yang
kurang berfungsi, mengingat adanya persaingan
tidak sehat dalam mengakses konsumen karena
adanya PKL di sekilar pasar dan kondisi keamanan
yang kurang mendukung;

5. Kondisi Pasar Cimindi yang belum berfungsi secara
optimal, masih terdapat kios-kios yang belum terisi
dan banyaknya PKL;

6. Keberadaan pasar tidak resmi (antara lain Pasar
Swadaya Bares) yang tidak jelas manajemen
pengurusannya;

7. Keberadaan sarana pergudangan yang belum
memiliki legalitasd, kaitannya dengan aspek-aspek
pembinaan dan pengawasan/pengendalian
pengusahaannya.

8. Harga-harga komoditas mata dagangan pada
umumnya  mengalami  flukiuasi.  Terutama
komoditas sembako, meskipun ielah ditetapkan
HET di tingkat pangkalan, namun sampai di tingkat
konsumen pada umumnya lebih mahal 20% dari
yang ditetapkan.

= Masalah dan tantangan Sektor Ketenagakerjaan yang
meliputi:
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1. Pertambahan penduduk Kota Cimahi yang cepat
memacu pertambahan angkatan kerja. Sementara
itu penambahan kesempatan kerja relatif lamban.
Hal ini mengakibatkan terjadinya
ketidakseimbangan antara penambahan angkatan
kerja dengan penambahan kesempatan kerja,
sehingga mengakibatkan pengangguran.

2. Kesehatzn dan keselamatan kerja di perusahaan-
perusahaan belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan
di rumah sakit swasta;

3. Sarana pemukiman bagi para karyawan pabrik
belum tertata dengan baik, layak huni, dan sesuai
dengan kemampuan tenaga kerja,

4. Sering kali terjadi konflik ketenagakerjaan.

2. Analisis Beban Kera Bidang Perindustrian, Perdagangan,
dan Ketenagakerjaan

Setelah fakior-faktor  penentu  beban  kera  tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian cleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 3. Nilai 1 berarti beban kerja rendan, nila
2 beban kerja sedang. dan nilai 3 beban kerja tinggi. Hasil
evaluasi dan penilaian setiap fakior penentu beban kerja
tersebut dapal dilihat pada tabel berikut:
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TABEL 3.20
ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGAMNGAN DAN KETENAGAKERJAAIN

| Faktor Penentu ! EvaluasilAnalisis Mitai *
| Beban Kerja e AlB| C
|+ Kewenangan | Dilihat dari jumiannya, kewananaan {
Bidang | Bidang perndustian, perdagangsn, [ |
Parindustrian. | dan ketenagakeriaan capat ) |
Pardacman. dikategorikan tinggi. Demikian juga, | |
e dilihat dan kualitasnya, kewenangan =1 3] 3
tenagakeriaan; bidang perindagnaker baryak bersifat {
; e ARENSEM. | operasional pembinaan,
| pengendalian, dan fasiitzsi, sahingga
| beban karja dilihat dari fakior ini dapat
. dikategorikan tinggi - |
i_._ Petensi industri | Diinat dan jumiah industri baik besar,
manengah maupun kecil. baban kerjz - 3 3
[ Bidang Perdagnaker dapat
| dikategorikan inggi.
|» Potensi | Demikian juga dilihat dari besarmys
i perdagangan potensi perdagangan, beban kerja
Bidang Paridagnaker dapat -1 3 3
: dikategorikan tinggi.
| Polens Sekior Balk secara kuantitas maupun |
Ketanagakerjaan | kualilas lenaga kerja di Kota Ciniahi -13] 3
dapat dikategorikan tingg | 1
s Masalah dan Baik secara kuantilas maupun ] -
Tantangan kualitas masatah dan tantargan - | 3| 3
Sakior Industr sektor industri di Kotz Cenahi dapat
dikategorikan tinggl
* Masalah dan Baik secara kuantitas maupun
Tantangan | kualitas maszlah dan fantangan - 13| 3
Sekior | saktor pardagangan di Kota Cimahi
Perdagangan | dapat dikategorikan finggi
s Macalsh dan | Baik sacara kuaniias maupun
tanlangan Sekior | kualitas masalah dan tantangan = | 4 3
Ketenagakeraan | Sekior kelanagakesjaan di Kota
Cimahi dapat dikategorikan tinggi
Rata-rata

Sumbser: Dala sekunder dan persepsi pejabat terksit serta parsapsi
peanalili, diolah
tatan:
A, Penilaian Pejabal Terkait
E. Panitaian Tim Penaliti
. Milai Rata-rata
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Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja  Bidang  Perindustrian, Perdagangan, dan
Ketenagakerjaan masuk ke dalam kategori Tingagi.
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L. KEWENANGAN BIDANG PERMUKIMAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan 8eban Kerja

Dalam menentukan beban kerja Bidang Pemukiman Kota
Cimahi ditetapkan beberapa faktor dominan yaitu :

Banyaknya Kewenangan sesuai dengan Keputusan
Walikota Cimahi MNomor 1 Tahun 2001 Tentang
Kewenangan Kota Cimahi, yang melipuli sebagian
bidang ke PU-an ditambah dengan Bidang kebakaran,
kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Luas Wilayah yang harus ditangani adalah seluruh
wilayah Kota Cimahi yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan
dengan luas seluruhnya 4,025,37 Ha dan berada pada
kefinggian antara 700 — 1.075 meter dpl. Dengan luas
wilayah tersebut dihuni oleh jumiah penduduk sebanyak
442.549 jiwa.

Luas lahan perumahan/permukiman pada saat ini
Areal Permukiman di wilayah Kota Cimahi di atas 75 %
telah beralih fungsi menjadi perumahan/permukiran dan
pabrik. Luas lahan perumahan/permukiman A 3921 %
dari luas kota dengan fingkat hunian yang termasuk
padat. Kepadatan ponduduk 110 Jiwa/Hektar,

Jumilah timbunan sampah 1.100 m® per har dengan
asumsi setiap orang menghasilkan sampah 2,5 liter'hari
(penelitian Direktorat Jenderal Cipta Karya) sedangkan
kapasitas angkut yang tersedia sesuai jumlah Truk
sampah yang ada sebanyak B buah, hanya mengangkut
§93 m® yang tidak terangkut dan menginap di TPSS.
Kompleksitas dan Permasalahan

1. Belum tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Cimahi sebagal payung bagi perencanaan
rinci tata ruang kawasan;

2. Kebutuhan Pengembangan Kota Cimahi bagian
Utara di atas ketingglan 750 meter dol, karena
adanya surat keputusan Gubernur KDH Tingkat |
Jawa Barat No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982,
tentang Peruntukan Lahan Wilayah inti Bandung
Raya Bagian Utara;
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3. Laju Pertumbuhan Penduduk cukup fingagi,
terutama yang diakibatkan banyaknya urbanisasi
dan pendatang, sementara lahan yang
dikembangkan sangat terbatas. Hal ini
menyebabkan  kepadatan  bangunan  dan
kepadatan lalu lintas yang cukup tingai;

4. Terkonsentrasinya kegiatan komersial di pusat
kota, diteinbah dengan meningkatnya kegiatan
sektor formal, khususnya pedagang kaki lima,
sehingga perlu adanya pengembangan/penataan
zona komersial,

5. Penyerobotan lahan pada jalur sempadan sungai
dan sempadan jalan oleh para pendatang untuk
tempat usaha.

6. Pembangunan fisik ruang kota tidak terprogram
secara baik yang menimbulkan ketidak nyamanan.

7. Sudut-sudut ruang kota terkesan kumuh, fidak
aman dan tidak nyaman.

8. Tampilan pembangunan fisik kuerang harmonis
dengan lingkungan sekitar.

6. Kondisi padat, macet, tidak lancarnya arus laiu
lintas mengundang permasalahan bagi penghuni
kota.

10. Renovasi dan perubahan sosck bangun yang
mempunyai nilai sejarah, Budaya, Sosial, heritage
belum ada pengaturan yang jelas.

2, Analisis Beban Kerja Bidang Pendidikan

Setelah faktor-faktor penentu beban kerja tersebut
ditetapkan, selanjutnya diukur besarnya beban kerja. Untuk
itu, dilakukan penilaian oleh peneliti dan para pejabat yang
kompeten di Kota Cimahi, dengan memberikan rating antara
1 sampai dengan 4 Nilai 1 berarti beban nerja rendah, nilai 2
beban kerja sedang, nilai 3 beban kerja tinggi, dan nilai 4
beban kerja sarngat tinggi. Hasil evaluasi dan penilaian
sefiap faktor penentu beban kerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
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TABEL 3.21
ANALISIS BEBAN KERJA BIDANG PERMUKIMAN

Fakior Penenty | Evaluasi/fAnalisis | Nilai*
Beban Kerja f fA[B] € |

|

| = Banyaknys | Kewenangan Bidang [ |
kewanangsn sesuai | Permukiman yang | [
dengan Keputusan | dilaksanakan Pemerintah |

Walikota Cimahi | Kiota Cimahi begitu luas tidak } |
Nomor 1 Tahun | hanya menyangkut masalzh |

2001 Tentang | parmukiman tapi 4 |a|as|
Kewenangan Kola | kewenangan pendukung | [
Cimahi | permukiman juga masuk 1 i

| kedalam kewenangan bidang |
| Pemukiman. Dilihat dari

| jumlah kewenanoan tersebut, |
| nampak bahwa beban kerja |
| Bidang Pemukiman dapat [
| dikategorikan Tinggi _ | i

te  Luas Wilayah dan Luas wilayah kota Cimahi |
jumilah penduduk tergolong kecil dengan |
jurmiah penduduk yang cukup | 3 | 2 | 2,5
besar dibanding dengan luas
wilayah, dengan demikizn
termasuk kategon Sedang.
+ Luas Lahan Luas lahan perumahan dan
Perumahan dan permukiman dibandingkan 22l 2
parmukiman iuas wilayah kota cimahi
dikategorikan Sedang.
« Kompleksitas kelinat komplaksitas dan
pekerjaan dan permasalahan bidang
Permasalahan, pemukiman yang 33| 3
kewenangannya begitu luas
maka, dikategorikan Tinggi

Rata-rata

| Rata-rata

|
Symber; Data sekunder dan persepsi pajabat ferkait serta parsepsi
peneliti, diolah
Catatan:
A, Penilaian Pejabat Terkail
B. Pendakan Tim Panalit
C. Milai Rata-rata
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Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Permukiman masuk ke dalam kategori di atas
sedang, bahkan hampir mencapai kategori tinggi. Antara
peneliti dengan pejabat terkait pun tidak menunjukkan
adanya suatu perbedaan pendapat yang mencolok.



M. KEWENANGAN BIDANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

1. Faktor-faktor yang Menentukan Beban Kerja

Untuk menentukan beban kerja bidang ketentraman dan
ketertiban ditetapkan fakior ‘aktor penentu beban kera
sebagai berikut:

« 6 fitik pusat teradinya pertikaian masal, Alun-alun
Cimahi, lapangan sepakbola Sangkuriang, Bioskop 21
Cisangka, Simpang Pojok, Daerah Sriwijaya, dan
Cimindi. Potensi pertikaian tersebut terjadi baik dalam
masyarakat usia sekolah s.d masyarakat dewasa bahkan
anggota TNI/POLRL

« 3 titik rawan kegiatan Waria: JL.SMP, Ji.Gatot Subroto
dan Alun—alun Cimahi.

-« 5 titik rawan WTS: Alun-alun Cimahi, Simpang Empat
JI.Gatot Subroto, JI. Ciawi Tali, Belakang Ramayana dan
Cimindi.

. 14 titik rawan kemacetan lalu lintas karena terdapat 22
trayek angkutan kota yang ada di Cimahi.

« 787 PKL: Daerah Alun-alun, Ganda Wijaya, Pasar Antri,
dan Cimindi, dengan kecenderungan akan bertambah
apabila tidak ditertibkan dan ditata sedemikian rupa
dengan melakukan relokasi ke tempat-tempat yang
memadai. Banyaknya P¥L ini disebabkan kurangnya
berniaga yang representatif.

« Masyarakat Kota Cimahi yang heteragen sehingga
potensi konflik sangat tinggi.

« Wilayah Kota Cimahi merupakan daerah perlintasan dari
Ibukota ke daerah-daerah lain sehingga arus transportasi
dan informasi sangat tinggi. Kondisi ini, di satu sisi dapat
memacu kedewasaan masyarakat, namun di sisi lain
merupakan potensi konflik.

« Pusal Pemerintahan ada di jantung Kota Cimahi,
sehingga menyebabkan kemungkinan dijadikan tempat
pertemuan oleh kalangan masyarakat tertentu  yang
menghendaki kekacauan. Hal ini akan sangat
mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan. Terlebih lagi sarana dan prasarana dan
prasarana kurang menunjang pelaksanaan tugas.
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= HKota Cimahi yang baru berdiri yang sudah barang tentu
mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan
daerah yang perlu segera ditegakkan.

2, Tingkat Beban Kerja Bidang Tramtib

Alas dasar faktor-faktor penentu beban keria lersebut,
tingkat beban kerja Bidang TRAMTIB berdasarkan penilaizn
tim peneliti dan pejabat yang kompeten di Kota Cimahi,
dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 3.22
AMNALISIS BEEAN KERJA BIDANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
| Faktor Penentu Evaluasi/Analisis Nilai *
N Beban Kﬂ‘l‘ja A . B C
= Tifik pusat terjadinya Ciflihat dari jumiah titik rawan
pertiralan masal; yang potensial unkuk
Alur-alun Gimahi, terjadinya konflik, dan 212 | 2
lapangan sepakbola | Pengalamen empirik |
Sangkuriang, terjadinya konflik, dapat
|  Bioskop 21 dinilai sedang
Cisangka, Simpang |
Pojok, Daerah
Sriwijaya, dan
Cimindi. , LI
s Titik rawan kegiatan | Dilinat dari jumiah titik rawan
Waria; JL.SMP, | kegialan waria yang potensial
J.Catot Subroto dan | untuk terjadinya konflik, dan | 2 |2 | 2
Alun—alun Gimahi. | pengalamam empirik
terjadinya konflik, dapat
bt dinilai sedang
+ Titlk rawan WTS; Cilinat dari jumilah titik rawan
Alun-alun Cimahi, WTS yang potensial untuk
Simpang Empat terjadinya konflik, dan |2 12 |2
JlGatot Subroto, Ji. | Pengalaman empirik
Ciawi Tali, Belakang | terjadinya konflik, dapat
Ramayana dan dinilai sadang
Cimindi. .
« Titik rawan Dilihat dari jumiah titik rawan
kemacetan lalu lintas | kemacetan lalu lintas dan
varena terdapat 22 | PEngalaman empirik 1 O (B
trayek angkutan kota | kemacetan lalu lintas yang
|__ yang ada di Cimahi. | teriadi, dapat dinilai Tinggi |




s PKL: Daersh Alun- _]'Ifl'ili'ﬁaﬁ dari jumlah PKL yang
alun, Ganda Wijaya, | @da dan pengalaman empirik 2|2
| Pasar Anfri, dan | terjadinya konfik, dapat
| Cimindi. | dinilai sadang
‘s MasyarakatKota | Derdasarkan pengalaman
Cimahi yang empirik terjadinya konflik
heterogen sehingga  a¥™hat helerogenitasnya 1 1 |
potensi konflik | penduduk, dapat dinilai |
sangat tinggi. | rendah. o o= i
| ® Wilayah Kota Cimahi | Berdasarkan pengalaman !
merupakan daerah emgirk terjadinya konflik |
pedintasan dari akibat letak geografis Kota 1 {1
lbukota ke daerah- | Cimahi sebaqi daerah
daerah lain sehingga | perintasan, dapat dinilai
arus fransportasi dan | rendah.
mformasi sangal
tinggi.
* Pusat Berdasarkan pangalaman
| Pemerintahan ampirik terfjadinya konflik
i ada dijantung | @kibat pusat pemerintahan i
Kota Cimahi. wvang berada di jantung kota,
dapat dinilai rendah. i
* Kota Cimahi Dilihat dari fungsi 1
yang baru berdirl | Penegakkan peraturan | |
yang sudah i perundangan daerah yang : |
barang tentu harus ditegakkan, terabih |3 |3
mengeluarkan lagi Cimahi sebagai Daerah |
berbagai yang baru berdiri, maka |
peraturan beban kerjanya dapat dinilai
perundang- tinagi.
undangan daerah
yang periu
segera
ditegakkan.
[Rata-rata (Modus) 1.8

peneliti, diolah
Catatan:

A, Penilzian Pejabat Terkait
B. Panilzian Tim Penalit

. Milai Rata-rata

Hasil analisis beban kerja menunjukkan bahwa bobot beban
kerja Bidang Ketenframan dan Ketartiban masuk ke dalam
kategori antara rendah dan sedang,. Antara peneliti dengan

=72



pejabat terkait pun tidak menunjukkan adanya suatu
perbedaan pendapat yang mencolok,
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BAB IV
ANALISIS FUNGSI STRATEGIS

A. KEWENANGAN BIDANG PERENCANAAN

Untuk me'hat derajat strategis dari kewenangan bidang

perencanaan, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

Wisi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau kefidakharusan institusi vang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi  lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan
perencanaan dapat dianalisis sebagai barikut;

visi Kota Cimahi Parannanaa.n merupakan

TABEL 4.1
ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
PERENCANAAMN KOTA CIMAHI

e i

. Kewe '

kewenangan yang melekat| - | 4 4
pada satiap bidang | |
pemerintahan. Kewenangan ini [

menjadi  pendukung  dalam
pencapaian visi dan misi kola
Cimahi. Atzs dasar hal ini,

kewenangan bidang
Perencanaan mempunyai nilai ‘
sangat strategis.




| Keterkaitan dangan Kewsanangan bidang |
| karakleristik atau Perencanaan merupzkan |
kompetensi Daerah | kewenangan yang  bersifat | 2| 2
Kotla Cimahi; umum yang menopang dan | |
f mendorong peningkatan | i
kompetensi  daerah kota |
| Cimahi. Atas dasar ha: ini,
E kewenangan bidang |
[ Perencanaan mempunyai nilai |
| cukup strategis. { |
Keterkaitan dengan | Perencanaan merupakan [
keweanangan pada kewenangan yang melekat dan [
Lidang lain. dijalankan pada setiap bidang {3} 3
[ pemerintabian, sehingga dilinat i
dari kriteria ini,Perencanaan |
_____ mempunyai nilai strategis .
K.eharusan atau Perencanaan merupakan
ketidakharusan kewenangan yang harus
institusi yang akan independen, agar perencanaan |3 3
menangani yang dilakukan dapat menjadi ‘
kewesnangan ini pedoman bagi selurub
untuk bersifat pelaksanaan pembangunan di |
independen terhadap | Daerah Kota Cimahi. Dengan {
institusi [ainnya). demikian dilihat dari kriteria ini ‘ |
bidang perencanaan iermasuk
mempunyai nilal strategis.
| Rata-rata Nilai 3
Kesimpulan: Beban kerfa Bidang Perencanaan, sesual dengan
hasil analisis di atas, secara umum dapat dikatagorikan memiliki
nilai STRATEGIS.
Catatan:

A, Penflaian dari Pejabat Terkai
B, Penflaian dari Tim Penalitf
C. Nilaf Rafa-rata

Berdasarkan nasil analisis di atas, walaupun dalam
penilaiannya hanya melibatkan penilaian dari peneliti saja
(penilaian dari pejabat terkait tidak diperoleh) maka
kewenangan Bidang Perencanaan Kota Cimahi secara
umum dapat dikatagorikan memiliki nilai strategis. Nilai
sirategis terbesar bidang perencanaan ini ditopang oleh
keterkaitannya kewenangan ini dengan Visi Kota Cimahi,
Walaupun dalam ketiga aspek lainnya, vaitu Karakteristik
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atau kompetensi Daerah Kota Cimahi; Keterkaitan dengan
kewenangan pada bidang lain; serta Keharusan atau
ketidakharusan institusi yang akan menangani kewenangan
ini untuk bersifat independen terhadap institusi lainnya
({Tingkat Independensi Kelembagaan) bidang kewenangan
perencanaan ini memiliki nilai cukup sirategis.

B. KEWENANGAN BIDANG PENGAWASAN

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
pengawasan, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-nal di bawah ini, yaitu:

Visi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau kefidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk borsifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan
pengawasan dapat dianalisis sebagai berikut:

TABEL 4.2
ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
FENGAWASAN KOTA CIMAH!

iy S T

Keterkailan dengan

visi Kota Cimahi PEngawWaEsan
kewenangan yang melekat| 3 | 3 3
pada setiap bidang
pemerintahan. Kewsnangan ini

menjadi  pendukung  dalam !
pencapaian visi dan misi kota
Cimahi, Atas dasar hal ini,
kewenangan bidang |
pENCIWEsSAN mempunyai nilai |
slratagis.




| Keterkaitan dengan | Kewenangan bidang penga- I ‘

| karaktesistik atau iwasan mierupakan kawe- |
| kompatensi Daerah |nangan yang bersifat UMM | {
Kota Cimabhi; | yang mencpang dan mendo- | 3 | 3 3

| rong  peningkatan  kompetensi
| daerah kota Cimahi. Atas dasar
| [hal ini, kewenangan bidang

| pengawasan mempunyai nilai

| Keterkaitan dengan | Pengawasan merupakan kewe-

| kewenangan pada nangan yang mealekat dan | 3 | 3 3
| bidang lain; dijalankan pada setiap bidang |
pamerintahan, sehi«ggs dilihat '
dari kriteria ini, pengawasan! | | |
2 | mempunyai nilai sarategis | |
Haeharusan atau Pengawasan merupakan kewe- | ' |
ketidakharusan nangan yang harus indepeden, [ [
institusi yang akan agar pengawasan yang dilaku- | |
menangani kan dapat menghazikan | 3 I 3| 3
kewenangan ini objektivitas kinerja sebenarnya | |
untuk bersifat dari Pemerintah Daerah Kota | |
| independen temadap | Cimahi. Dengan demikian dili- | |
institusi lainnya). hat dari kriteria ini Pengawasan | |
mempunyal nilai strategis. O M I
Rata-rata Nilai 3 |
|
Kesimpulan: Seswual dengan analisis tersebut di atas maka unfuk |
Kewenangan Bidang Pengawssan secara umum  dapat |
dikatagorikan dalam Nilal STRATEGIS.

Catatan:
A. Penilaian Pejabat Terkait
B. Penilaian Tim Pareliti
C. Nifai Rata-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana sudah
merupakan gabungan antara penilaian dari peneliti dan
penilaian dari pejabat terkait, maka kewenangan Bidang
Pengawasan Kota Cimahi secara umum  dapat
dikatagorikan memiliki nilal _strategis. Milai strategis
penilaianya cukup merata untuk setiap aspek yang dinilai,
baik dalam visi Kota Cimahi; karakteristik atau kompetensi
Daerah Kota Cimahi; Keterkailan dengan kewenangan pada
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bidang lain; serta Keharusan atau ketidakharusan institusi
yvang akan menangani kewenangan ini untuk bersifat
independen terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan). Selain itu penilaian strategis tdaknya
bidang kewenangan ini dapat dibuktikan oleh penilaian
antara penelii dan pihak pejabat yang terkait nilainya
memiliki penilaian yang relatif sama.

C. KEWEMANGAM BIDANG KOORDIMASI KELUARGA
BERENCANA

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
Keluarga Berencana, dilakukan dengan cara
membandingkan keterkaitan hubungannya dengan hal-hal
di bawah ini, yaitu;

Visi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Simahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan
Keluarga Berencana dapat dianalisis sebagai berikut:



TABEL 4.3

ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG

KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI

Kriteria e v I || [l
R g e e A R G
Weterkaitan dengan vis, | Kewemangan bDidang  Heuarga |
Kota Cimahi Berencana  menspakan  kews-
nangan yang bersifat substan-tf, |
serta  mempunyai  kelerkail-an | - 3
langsung dengan  visi  Kota
Cimahi, Atas dasar hal  ini,
kewanangan widandg KB
mempunyal nilai stratagis dilihat
dari keterkaitannya dengan  visi
- Kota, 1 |
| Keterkaitan dengan | Meskipun  kewenangan  bidang
karaklerislk alau | Keluarga  Berencana  bersifat
koepetensi Dasrah |5uhsl.ansllf, namun tidak mam- |
Kata Cirnahi: | runyai  keterkailan  l@ngsung |
[ | dengan kompetensi inti Daecah. | - 1 |
1 Alas dasar hal ini, kewenangan
| | bidang KB mem-punyal nilai
| kurang strategis dihal dari |
keterkaitannya de=ngan [
karakieristik Dasrah. = L]
Kelerkaitan dengan KE marupakan Kewenangan yang |
kewenangan pada bersifat  lintas  kewenang-an, | - 3 |
hicang lain. sehingga dilihat dari kriteria ini, ¥B
s mempunyai nilal straiegis |
Keharusan stau KB merupakan kewenangan yang |
ketidakharusan institusi | fidak harus ndependen, tapi justru
yang akan menangani | harus bessifat terbu-ka dan l:isal
kewsnangan ini unituk | clkembangkan dengan |
bersifal independen | kslembagaan lainnya. Dengan | - 1
terhadap institusi demikian diihat dar keiteria ini
lainmya). mempunyal nilai kuramng
| . strategis.
Rata-rata Milai 2
| Kesimpulan; Dengan demikian Beban kerfa Bidang Keluarga Berencana

| dalam koampat aspek ini dapal dikelompokkan dengan nilal CUKUP |

STRATEGIS.

Caratan:
A, Penilgian Pejobat Terkail
8. Pentlaian Timi Peneliti
C. Nilal Rara-raia
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Berdasarkan hasil analisis di atas, walaupun dalam
penilaiannya hanya melibatkan penilaian dari peneliti saja
(penilaian dar pejabat terkait tidak diperoleh) maka
kewenangan Bidang Keluarga Berencana Kota Cimahi
secara umum dapat dikatagorikan memiliki nilai cukup
strateqgis. Milai cukup strategis bidang keluarga berencana
ini ditopang oleh dua hal vyailu keterkailannya
kewenangannya dengan Visi Kota Cimahi dan Keterkaitan
dengan kewenangan pada bidang lain.

U. KEWENANGAN BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
perimbangan keuangan dan pendapatan daerah, dilakukan
dengan cara membandingkan keterkaitan hubungannya
dengan hal-hal di baviah ini, yaitu:

Visi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimabhi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

@ & & @

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan bidang
perimbangan keuangan dan pendapatan daerah dapat
dianalisis sebagai berikut:



TABEL 4.4

ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
PERIMBANGAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA CIMAHI

. Kriteria

A 1B C |

Keterkaitan dengan | Kewenangan bidang
vigi Kiota Cimah, | perimbangan keuangan secars
| substantit  tidak memiliki
| hubungan secara  langsung
denoan visi Kota  Cimahi
Mamun jika dilihat  dar
kepentingan bidang ini dalam
mendukung keberhasilan
| Pemmerintah Daerah  Kota
| Cimahi  dalam  mencapai

| termasuk sangat penting, Atas

dasar hal tarsabut,
| kewanangan bidang
| perimbangan keuangan dilinat

yang tinggi.

| keberhasilan misinya adalah |

|dard sisi i termasuk |
| mempunyai  nilal  strategis

Keterkatan dengan | Demikian  juga  dikaitkan
karaktenstik atau dengan  karakteristk  dan
kompetensi Daerah | kompatensi Daerah,
Kota Cimahi; kewenangan Bidang

| | tidak terkail iangsung, namun
| dilibat dari dukurgan bidang ini
dalam pengembangan
karakieristik dan kompetensi
| Daerah Kota Cimahi bidang ini
| termasuk mermiliki nilai
| strategis yang tinggi.

| perimbangan  keuangan  ini |

Keterkatan dengan | Keterkaitan kewenangan
kewenangan pada bidang perimbangan keuangan
bidang lain. dengan kewsnangan bidang
lainnya adalah sangat tinggi.
Schingga dalam kriteria ketiga
Lini kewsnangan bidang
perimbangan keuangan masih
[termasuk  mempunyai  nilal
| strategis tinggi.




Keharusan atau Inslilusi  yang  menangani | | |
ketidakharusan masalah perimbangan { !
insiituziyang akan | keuangan  harus  bersifat| 3 | 3 | 3,0 |
menangani independen. Dengan demikian, |
kewenangan ini dilihat dari  krteria  ini,
untuk bersifat kewenangan bidang |
independen terhadap | perimbangan keuangan
institusi lainnya). memiliki nilal strategis yang
tingagl. i |
| Rata-rata Nilai 122 |
]
Kesimpulan: Sesuai dengan analisis pada kecmpat aspek di atasf-
maka kewenangan Bidang Kewenangan Perimbangan Keuangan
dan Pendapatan Daerah dapat dikatagorikan memiliki nﬂai|
STRATEGIS. _ L i
Catgtun:

A. Peniiaian Pefabat Terkait
B. Penilgian Tim Penelit!
C. Nilai Rata-rema

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilaian sudah
melibatkan penilaian dari peneliti dan dari pejabat terkait,
maka kewenangan Bidang Keluarga Berencana Kota Cimahi

| dapat dikatagorikan dalam katagon strategis.

Dan jika melihat hasil penilaian dari masing-masing aspek
oleh pereliti dan pejabat terkait, nampak ada sedikit
perbedaan. Dimana penilaian dari pejabat terkait cenderung
lebih ftinggi dibandingkan dengan penilaian dari peneliti,
walaupun perbedaan ini tidak terlalé berbeda jauh.

E. KEWENANGAN BIDANG KEPENDUDUKAN

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
Kependudukan, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

« Visi Kota Cimzhi.
« Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
« Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
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» Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan

menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
institusi  lainnya  {Tingkat
Kelembagaan).

terhadap

Atas dasar 4 (empat) krteria tersebut,
“ependunukan dapat dianalisis sebagai berikut:

AMALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG

TABEL 4.5

independensi

kewenangan

KEPENDUDUKAN KOTA CIMAHI

5o Kriteria

e
= o
HR ]

o

Sy Nilal ]

firh J.ﬁ.-'x

e,.B::.

ERCET

Kelerkaitan dengan
visi Kota Cimahi

Kewenangan bidang kepen-
dudukan merupakan  kewe-
nangan yang bersifat substan-
shif, namun tdak mempunyai
keterkaitan langsung dengan
visi Kota Cimahi, Atas dasar
hal ini, kewanangan bidang
kependudukan tidak mempu-
nyai nilai strategis dilihat dari
keterkaitannya dengan  visi
| Kola.

I

3

1

2 |

Keterkaitan dengan
karaktenstik atau
kompetensi Daerah
Kota Cimahi;

| Meskipun kewenangan bidang

| kependudukan  bersifat sub- |

| stanstif, namun tidak mempu-
|nyai  keterkaitan  langsung
J:dengan kompetensi inti
iDaamh. Atas daszar hal ini,
kewenangan biuang kependu-
dukan kurang mempunyal
nilai strategis dilihat dari
keterkaitannya dengan karak-
| teristik Daerah.

4

1

2,5




[Keterkaitan dengan | Kependudukan merupakan ke- |
| kewenangan pada wanangan yang bersifat lintas | 4 | 1 | 25 |
bidang lain. kewenangan, sehingga dilinat | |

dari kriteria ini, kependudukan |

mempunyai nilai strategis | Joe il
Keharusan atau Kependudukan merupakan !
| ketidakharusan kewenangan yang tidak harus | 2 | 2 | 2
institusi yang akan independen, tapi justru harus
menangani bersifat terbuka dan mem- | |
kewanangan ini berikan dukungsn terhadap | |
untuk bersifat kewenangan bidang lainnya. [
independen ternadap | Dengan demikian dilinat dari | [
institusi lainnya). kriteria ini tramtio mempunyai

nilai kurang strategis. | = o)
Rata-rata Milal (23

tatan:

| |
Kesimpulan: Sesuai dengan hasil analisis pada keempat aspek di|
atas, maka Kewenargan Ridang Kependudukan
| dikelompokkan dalam Katagori Nilai CUKUP STRATEGIS.

dapai |

A. Penilaian Pejabat Terkaif
B. Penilgizn Tim Pep=iiti
C. Nilai Rata-rala

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilaiannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait, maka kewenangan Bidang Kependudukan Kota Cimahi
dapat dikatagorikan dalam katagori Cukup Strategis.

Walaupun periu di catat, bahwa munculnya kesimpulan di
atas sedikit memiliki ketidak sempurnaan, terutama adanya
perbedaan persepsi yang relatif mencolok antara penilaian
peneliti dengan penilaian pejabat. Hal ini bisa dilihat pada
penilaian aspek-aspek yang dinilai. Dari keempat aspek yang
dinilai, tiga diantaranya memiliki perbedaan penilaian yang
relatif jauh antara kedua penilaian tersebut.



F. KEWENANGAN BIDANG KESBANG LINMAS

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
Kesbang Linmas, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaiiu:

+ Visi Kota Cimahi.

* HKarakteristik atau kompetensi Dasrah Kota Cimahi;

« Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;

« Keharusan atau ketidakharusan instiusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi  lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan -
Kesbang Linmas dapat dianalisis sebagai berikut:

TABEL 4.6
ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
KESBANG LINMAS KOTA CIMAHI

Keterkaitan dengan
visi Kola Cimahi pskan bidang vang penting
namun  bidang ini telah | 4 | 2 i
menyebar pada setiap sektor.
Dilihat dari Bidang Kesbang
Linmas Kewenangan ini menja-
! di pendukung colam penca-
! paian visi dan misi kota Cimahi.
Alas dasar hal ini, kewenangan
bidang Kesbanglinmas mem-
punyai nilai strategis.

| Keterkaitan dengan | Meskipun kewenangan bidang
| karaktenstik atau Keshanglinmas bidang y=ng
| kompelensi Dasrah | penting, namun fidak mepu- | 4 | 1 | 2,5
| Kota Cimahi; nyai ketarkaitan langsung
| dengan kompetensi inti Dae-
| rah. Atas dasar hal ini, kewe-
| nangan bidang Kesbanglinmas
kurang mempunyai nilai
strategis...
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Kelerkatan dengan | Kewenangan bidang kesbang | | | |
kewenangan pada linmas sangal lerkail dengan [ |
bidang lain. kewenangan yang lain bahkan | 4 | 1 | 2,5
| merupakan tugas satiap |
kewenangan dalam mencip- |
takan kesatuan bangsa dan| |
melindungi masyarakat untuk
itu  Kesbanglinmazs  dapat |
merupakan bagian dari |
N

kewenangan - kewenangan
tersebut. Dengan  demikian |
Kesbanglinmas  mempunyai
nilai kurang strategis

Keharusan atau Kesbanglinmas merupakan

ketidakharusan keweanangan yang depanden

institusi yang akan dalam arfian perlu mendapat

menangani dukungan dari kewenangan| 4 | 1 | 25

kewenangan ini | lain. Dengan demikian dilihat

untur bersifat dari kriteria ini kesbang linmas |

independen terhadap | mempunyal  nilai kurangl | |

institusi lainnya). sirategis. | g | ,

e - | | i
I

Rata-rzia Nilai 26 |
|

Kesimpulan: Sesual dengan analisis di atas, maka beban kerja |
Bidang Keshbang Linmas secara umum dapat dinilai CUKUP |
STRATEGIS. |

J

Catatan:
A. Penilaian Pejabat Temxait
B. Panilaian Tim Panelii
C. Nitai Rata-rala

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilaiannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait, maka kewenangan Bidang Kesbang Linmas Kota
Cimahi dapat dikatagorikan dalam katagori Cukup Strateqgis.

Walaupun perlu di catat, bahwa munculnya kesimpulan di
atas sedikit memiliki ketidak sempurnzan, terutama adanya
perbedaan persepsi yang relatif mencolok antara penilaian
peneliti dengan penilaian pejabat. Hal ini bisa dilihat pada
penilaian aspek-aspek yang dinilai. Dari keempat aspek yang



dinilai, semuanya memiliki perbedaan penilaian yang relatif
jauh antara kedua penilaian tersebut.

G. KEWENANGAN BIDANG KESEHATAN

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
Kesehatan, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

Visi Kota Cimani.

Karakterstik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dangan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau ketidakharusan insitusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

. @® & @

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan kesehatan
dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 4.7
Analisis Strategis Kewenangan Bidang Kesehatan
Kota Cimahi
U Kriteria
e 3
Keterkaitan dengan | Kewenangan bidang kesehatan

vigi Kola Cimahi bersifal substantif, namun tidak
| terkait langsung dengan visi| 4 | 3 | 3,5
Kota Cimahi. Alas dasar hal
tersebut, kewenangan bidang
| kesehatan dilihat dari sisi ini

| mampunyai nilai stratagis.
Keterkaitan dengan | Demikian juga dikaitkan de-
karakteristik alau | ngan karakteristik dan kom-
kompetensi Daerah | petensi Daerah, kewenang-an 4 | 2 3
Kota Cimahi; | Bidang Kesshatan tidak terkait

langsung, sehingga dilihat dari

sisl Ini mempunyai nilal cu-
| kiip strategis.




Katarkaitan dengan | Keterkaitan  kewenangan  bi- [ i

kewsnangan pada dang kesehatan tidak bersifat i

bidang lain. langsung dengan kewenangan | 4 | 2 3 |
bidang lainnya. Sehingga dari |
kriteria ini kewenangan bidang | '
kesshatan mempunyal  nilal |

cukup strategis.

|

Keharusan atau Institusi  yang  menangani | I
kelidakharsan masalah kesehatan tidax harus | i
institusi yang akan barsifat independan, namun |
menangani justru harus terbuka. Dengan| 3 | 1 2
kewenangan ini demikian, dilihat dari kritera ini, | ‘
untuk bersifat kewenangan bidang kesehatan |
independen terhadap | memiliki nilai kurang [
institusi lainnya). strateqls. | |

I |
Rata-rata Nilai 'r 29

Kemmpulan Behan kerja Bidang Kesehatan secara umum dﬂpatl

Catatan:
A. Penilaian Pejabal Terkail
B. Penilaian Tim Penelifi
C. Nilai Rata-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilalannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait di Kota Cimahi, maka kewenangan Bidang Kesehatan
Kota Cimahi dapat dikatagorikan dalam katagori Strateqgis.

Walaupun perlu di catat, bahwa munculnya kesimpulan di
atas sedikit memiliki ketidak sempurmnaan, terutama adanya
perbedaan persepsi yang relatif mencolok antara penilaian
peneliti dengan penilaian pejabat. Hal ini bisa dilihat pada
penilaian aspek-aspek yang dinilai. Dari keempat aspek yang
dinilai, semuanya memiliki perbedaan penilaian yang relatif
berbeda antara kedua penilaian tersebut.
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H. KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang

lingkungan hidup, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

Alas

Visi Kota Cimabhi,

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau Ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap  institusi  lainnya  (Tingkat Indepencansi
Kelembagaan).

dasar 4 (empat) “kriteria tersebut, kewenangan

lingkungan hidup dapat dianalisis sebagai berikut:

TABEL 4.8
AMNALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUF KOTA CIMAHI

Kriteria '_

L P o T SRR .
Keterkaltan dengan visl | Kewenanga bidang
Kota Cimahi lingkungan  hidup  secara

substantif tidak memiliki| - | 3 3
hubungan secara langsung
dengan wisi Kota Cimahi. Atas

dasar hal tersebut,
kewenangan bidang
perimbangan keuangan dilihat
dari zigi imi termasuk

mempunyai nilai strategis.

Katarkaitan dengan Demikian  juga  dikaitkan

karakieristik atau dengan  karakteristik  dan
kompetansi Dasrah kompetensi Daerah, | - | 2 | 2
Kala Cimahi; kewenangan Bidang |

lingkungan  hidup  ini  tidak
terkait langsung, uniuk it
bidang ini termasuk  memiliki
 nilai cukup strategis.
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Kelerkaitan dengan Kelerkailan kewenangan ]

kewenangan pada bidang lingkungan hidup [

bidang lain. adalah sangat linggi. Sehingga | -1 4| 4
dalam kriteria ketiga ini | |
kewenangan lingkungan hidup | |
fermasuk mempunyai nilai

- strategis tinggl.

Keharssan atau Institusi yang  menangani |

ketidakharusan institusi | masalah lingkungan hidup tidak |

yang akan menanganl | karus  bersifal  independen. | - 2 2

kewenanganini uniuk | Bapaan demikian, dilihat dari | .

t:::dm ||'ﬂ!:l::fﬂdﬁn kriteria ini, kewenangan bidang |

Iainwjf e lingkungan  hidup  memiliki

' nilal strategis yang sedang.
Rata-rata Nilai 275

Kesimpulan: Dengan demikian Bidang Lingkungan Hidup fermasuk
katagori ETRATEGIS.

Ca 4
A, Penilaian Pejabat Terkait
B. Penilaian Tim Peneliti

C. Milai Rata-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, walaupun dalam
penilaiannya hanya melibatkan penilaian dari peneliti saja
(penilaian dari pejabat terkait #dak dipercleh) maka
kewenangan Bidang Lingkungan Hidup Kola Cimahi secara
umum dapat dikatagorikan memiliki nilai strategis. Nilai
strategis bidang lingkungan hidup ini ditopang oleh dua hal
yaitu keterkaitannya kewenangannya dengan Visi Kota Cimahi
dan Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain.

I. KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN
Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
pendidikan, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

« \isi Kota Cimahi.
« Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
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» Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;

» HKeharusan atau kefidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi  lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empal) krteria tersebul, kewenangan
pendidikan dapat dianalisis sebagai beriku®:

TABEL 4.9
ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

TEooanalisis 0 |0 oNial

{alB] C.

Kelerkailan dengan | Kewenangan bidang  pendi-
wvigi Kota Cimahi dikan merupakan kewenangan
wajib, Kewenangan ini menjadi | 4 | 3 | 3.5
pendukung dalam pencapaian |
| visi dan misi kota Cimahi. A@s
dasar hal ini, kewenangan
bidang pendidikan mempunyai

] : nilai strategis. |
Kalerkaitan dengan  Kewsnangan bidang pendi- |
karakteristik atau dikan merupakan kewsnangan [
kompetensi Dagrah | yang menopang dan mendo- | 4 | 3 | 3.5
Kota Cimahi; rong  peningkatan kompetensi

| daerah kota Cimahi, Alas dasar
| hal ini, kewenangan bidang

pendidikan mempunyai nilai
| strategis.

Keterkailan dengan | Kewenangan bidang  Pendi-
kewenangan pada | dikan perlu mendapat |
bidang lain. | dukungan dari bidang kewena- | 4 | 3 | 3.5 |
‘mgan  lainnya,  Pendidikan
merupakan investasi  jangka
panjang bagi suaiu bangsa
untuk itu pendidikan |

_ mempunyai nilai strategis
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[ Keharusan atau Pendidikan merupakan kewe- | | [ |

ketidakharusan nangan yang harus dependen |

| institusi yang akan | dalam arian periu mendapat | [

menangani dukungan dari kewenangan | 4 | 2 | 3 |

kewanangan ini lain, namun dalam penyeleng- |

untuk bersifat garaan pendidikan  periu |

independen terhadap | ‘ndependensi. Dengan demi- I

institusi lainnya), kKian dilihat dari kriteria i [
Pendidikan mempunyai nilai |
cukup strategis.

Rata-rata Nilai | 3.8 |

Kesimpulan: Dengan demikian Bidang Pendidikan dapat

dikelompakkan dalam katagori STRATEGIS.

Catatan:
A. Penilaian Pejabat Terkaif
B. Penilaian Tim Penaliti
C. Nitai Rata-raia

Berdasarkan hasi! analisis di atas, dimana penilaiannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait di Kota Cimali, maka kewenangan Bidang Pendidikan
Kota Cimahi dapat dikatagorikan dalam katagori Strateqgis.

Walaupur perlu di catat, bahwa munculnya kesimpulan di
atas sedikit memiliki ketidak sempurnaan, terutama adanya
perbedaan persepsi yang relatif tidak sama antara penilaian
penelii dengan penilaian pejabat. Hal ini bisa dilihat pada
penilaian aspek-aspek yang dinilai. Dari keempat aspek yang
dinilai, semuanya memiliki perbedaan penilaian yang relatif
tidak sama antara keduz penilaian tersebut,

J. KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN [CAN
PEKERJAAN UMUM

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
perubungan dan pekerjaan umum, dilakukan dengan cara
membandingkan keterkaitan hubungannya dengan hal-hal
di bawah ini, vaitu:
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Visi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

® & & #

Alas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan bidang
perhubungan dan pekerjaan umum dapat dianaiisis sebagai
berikut:

TABEL 4.10
ANALISIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG
PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

KOTA CIMAHI
" Kriteria B o T P s S L1 (71 2
v Yighe BRI Al B |G

% :'.I..'. -.I"\.-'-'.:-' " e o By r B - - W «
Kalarkaitan dengan | Kewenzngan bidang pehuou
visi Kota Cimahi |ngan dan pekerjaan  umum !
| secara substantif tidak memiliki| 4 4 | 4
| hubungan  sacara  langsung
| dengan visi Kota Cimahi. Namun |
jike dilihat dari  kepentingan
bidana ini dalam
mengembangkan  visi Peme
rintah Daerah Kota Cimahi untuk
mencapai keberhasilan misinya
adalah termasuk sa ngat penting.
Atas dasar hal tersebut,
kewenangan ini dilthat dari sisi ini
termasuk  mem punyai nilai
strategis yang tinggi.

Keterkaitan dengan | Demikian juga dikailkan dengan
karakteristik atau karakteristik dan kom patensi| 4
kompetensi Daerah | Daerah, kewanangan Bidang
Kota Cimahi; perhubungan dan peker jaan
umum inl tidak terkait langsung,
namun dilihat dar dukungan |
bidang ini dalam pengembangan |
karakteristk dan kompetensi |
Daerah Kota Cimahi bidang ini

termasuk mamiliki nilai strategis |

_______ : yang tingai.
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Kelerkaitan dengan | Keterkailan kewenangan
kewenang=n pada bidang perhubungan dan| 4 | 2 3
bidang lain. |pekerjaan  umum  dengan |
' kewenangan bidang lainnya |
lidak termasuk tinggi. Sehingga
dalam  krileria  ketiga i
kewsanangan bidang ini
termasuk  mempunyai  nilal
cukup strategis.

Keharusan alau Institusi  yang  menangani |
ketidakharusan Institusi | masalah perhubungan dan| 2 | 2 | 2
yang akan menangani | pekerjaan umum tidak harus I

Kewenangan ini unfuk | persifat independen. Dengan
persiialindspenden | demikian, dilinat dari kriteria ini
I;ljrnml;pms . kewenangan bidang Ini me-
’ miliki nilai cukup strategis.
| Rata-rata Nilai 3.25 |

Kesimpulan: Beban kerja Bidang Perhubungan secara umum dapat
dinilai STRATEGIS.

Catatan:
A. Panilaian Pajabat Tarkait
B. Penilaian Tim Peneliti
C. Nilai Rata-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana sudah
merupakan gabungan antara penilaian dari peneliti dan
perilaian dari pejabat terkait, maka kewenangan Bidang
Perhubungan Kota Cimahi secara umum dapat
dikatagorikan memiliki nilai _strategic. Nilai strategis
penilaianya cukup merata untuk setiap aspek yang dinilai,
baik dalam visi Kota Cimahi; karakteristik atau kompetensi
Caerah Kota Cimahi; Keterkaitan dengan kewenangan pada
bidang lain; serta Keharusan atau ketidakharusan institusi
yang akan menangani kewenangan ini untuk bersifat
independen terhadap institusi lainnya (Tingkat Indapendensi
Kelembagaan). Selain itu penilaian strategis tidaknya
bidang kewenangan ini dapat dibuktikan oleh penilaian
antara peneliti dan pihak pejabat yang terkait nilainya
memiliki penilaian yang relatif tidak banyak berbeda.
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K. KEWENANGAN BIDANG PERINDAG

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
perindag, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

+ wisi Kota Cimahi.

» Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;

+ Heterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;

+ Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi  lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan perindag
dapat dianalisis sebagai berikut:

TABCL 4.11
ANALISIS STRATEGIS KEWENAMGAN BIDANG
PERINDAG KOTA CIMAHRI

NI
AR ‘r--r

iE Ty auurs

.:.-\,

Keterkaitan dengan F'EHHdUEIFIEII'I dan perdagangan
visi Kota Cimahi marupakan kewenangan yang
bersifat substantif dan mem-| - 3 3
punyai keterkaitan dengan visi |
Kota Cimahi. Atas dasar hal |
tersebut, kewenangan bidang i
perindag  mempunyai  nilai
. strategis.

| Keterkaitan dengan | Cimahi, selain sebagai Daerah
| karakteristik atau | Militer, juga mempunyai potensi
kompetensi Daerah | yang baik untuk perkembangan
Kota Cimahi; industi dan perdagangan. | - | 4| 4
Dengan demikian, dilihat dari
kriteria ini kewenangan Bidang |
Perindagnaker mempunyai |
nilai strategls tinggi.




Kelerkaitan dengan | Kewenangan bidang perindag- |
kewanangan pada naker mempunyal keterkaitan |
hidang lain. dengan kewenangan bidang |
lain, namun bersifat tidak| - | 2 | 2
langsung. Dengan demikian, | |

dilihat dari kriteria ini kewe-

nangan bidang perindag-naker |

kurang mempunyai nilai |
[ |strategis |
Keharusan atau Institusi ~ yang  menangani [
katidakharusan masalah perndustrain, parda-
institusi yang akan gangan, dan ketenagakerjzan
menangani tidak harus bersifat inde-| - | 1| 1
kawanangan ini pendan, namun justrd  harus [
untuk bersifat terbuka. Dengan demikian, | |
independen terhadap | dilihat  dari  kriteria  ind, | |
institusi lainnya. kewenangan bidang kesehatan | -
e tidak memiliki nilai strategis. |
Rata-rata Nilai 2.3

i
Kesimpulan: Beban kerja Bidang Perindagnaker secara umum|
dapat dinifai CUKUP STRATEGIS.

Catatan:
A, Penilaign Pejabat Terait
B. Panilaian Tim Penaliti
C. Nilai Rafa-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, walaupun dalam
penilaiannya hanya melibatkan penilaian dari peneliti saja
(penilaian dari pejabal terkait tidak diperoleh) maka
kewenangan Bidang Perindag naker Kota Cimahi secara
umum dapat dikatagorikan memiliki nilai Cukup Strategis.
Nilai strategis bidang lingkungan hidup ini ditopang cleh dua
hal yaitu keterkaitannya kewenangannya dengan Visi Kota
Cimahi dan Keterkaitai, dengan karakteristik daerah.
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L. KEWENANGAN BIDANG PEMUKIMAN

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
pemukiman, dilakukan dengan cara membandingkan
keterkaitan hubungannya dengan hal-hal di bawah ini, yaitu:

Visi Kota Cirmahi.
Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau kefidakharusan insfitusi yang akan

menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
institusi  lainnya  (Tingkat
Kelembagaan).

ternadap

Atas dasar 4

(empat) kriteria tersebut,
pemukiman dapat dianalisis sebagai berikut:

TABEL 412

Independensi

kewenangan

AMALIZIS STRATEGIS KEWENANGAN BIDANG

FPERIMBANGAM KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH KOTA CIMAHI

r ~ Kriteria S o Analisiss ST Nilai
e N R e
Keterkaitan denoan | Kewenangan bidang Pemu- |
| visi Kota Cimahi kiman merupakan kewenangan |
| wajib. Kewenangan ini menjadi | 4 | 3 | 3.5
pendukung dalem pencapaian |
vigi dan misi kota Cimahi. Alas |
dasar hal ini, kewenangan |
bidang pengawasan mempu- |
nyai nilai strategis. |
Keterkaitan dengan | Kewenangan bidang Pamu- |
karakleristik atau kiman merupakan kewenangan |
kompetensi Daerah | dasar yang dibutuhkan dalam | 4 | 3 | 3.5
Kota Cimahi; peningkatan kompetensi | i
daerah kota Cimahi. Atas dasar
hal ini, kewenangan bidang |
pemukiman mempunyai nilai |
strategis.
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| Keterkaitan dengan
kewenangan pada

Kewenangan bidang pemu- |
kiman yang begitu luas lentu |

| 2.5

bidang lain. gaja membutuhkan dukungan | [
dari bidang kewenangan lain | |
rya, pemukiman menu-pakan |
yang sangat dibutuhkan masya |
rakat untuk ity mempunyai nilal |
cukup strategis B
Keharusan atau Pemukiman merupakan kewe- | [
kefidakharusan nangan yang harus dependen [
institusi yang akan | dalam artian perlu mendapat 2.5 |
manangani dukungan dari  kewenangan |
kewenangan ini lain, namun dalam pengaturan
untuk bersifat pemukiman dibutuhkan inde- |
independen terhadap | pendensi.  Dengan  demikian
institusi lainmya}. dilihat dari krileria ini |
pemukiman mempunyai nilai |
cukup strategis.
Rata-rata Nilai 3
[ Kesimpulan: Beban kerfa Bidang Pemukiman secara umum dapat
| dinilal STRATEGIS.
Catatan

A, Penilaian Pejabat Terkait

8. Penilaian Tim Peneliti
C. Nilai Rafa-rala

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilaiannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait, maka kewenangan Bidang Pemukiman Kota Cimahi

dapal dikatagorikan dalam katagori Strategis.

Walaupun peru di catat, bahwa munculnya kesimpulan di
atas sedikit memiliki ketidak sempurnaan, terutama adanya
perbedaan persepsi yang relatif tidak sama antara penilaian
peneliti dengan penilaian pejabat. Hal ini bisa dilihat pada
penilaian aspek-aspek yang dinilai. Dari keempat aspek yang
dinilai, semuanya memiliki perbedaan penilaian yang relatif

berbeda antara kedua penilaian tersebut.



M. KEWENANGAN BIDANG KETENTRAMAN  DAN
KETERTIBEAN

Untuk melihat derajat strategis dari kewenangan bidang
Ketentraman dan keteriban, dilakukan dengan cara
membandingkan keterkaitan hubungannya dengan hal-hal
di bawah ini. yaitu:

Wisi Kota Cimahi.

Karakteristik atau kompetensi Daerah Kota Cimahi;
Keterkaitan dengan kewenangan pada bidang lain;
Keharusan atau ketidakharusan institusi yang akan
menangani kewenangan ini untuk bersifat independen
terhadap institusi lainnya (Tingkat Independensi
Kelembagaan).

& @ a8 @

Atas dasar 4 (empat) kriteria tersebut, kewenangan
ketentraman dan ketertiban dapat dianalisis sebagai berikut:

Tapel 4.13
Analisis Strategis Kewenangan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Kota Cimahi

Kata:taltan dengan -.-|3| Kmnangan I:u-darng heimlraxmn

| Kota Cimahi bukan merupakan kewsnangan
! yang bersifat  substanstf, | 4 | 1 | 1
| sahingga tidak mempunyai
keterkaitan langsung dengan visi
Kota Cimahi. Alas dasar hal ini,
kewenangan bidang ketantraman
dan ketertiban mempunyai nilai
| kurang strategis dilihat dar
[ keterkaltannya dengan visi Kola.

Keterkaitan dengan Cimahi merupakan Daerah Militer.

karaklenstk atau Dengan  damikian  dikaitkan | 2 | 2 2
kompatansi Daerah dangan kompetensi dan

Kola Cimahi; | karakteristik Daerah,

| kewenangan Bidang  Tramtib

| REmpUnyai nilai cukup

= strategis.

I_I{eterk.ailan dengsn Tramtib merupakan kewenangan

kewanangan pada yvang bersifat lintas kewenangan [ 3 2|25
idang lgin, dan fintas instansional, sehingga

dilihat dari  krileria il tramtib |

IV-26



B wwnyai nilai cukup stra-t&ilz_é
Keharusan atau Tramiib merupakan kewenangan
ketidakharusan instilusi | yang tidak harus independen, tepi | 1 1 1
yang akan menangani | jusiru harus bersifat terbuka dan
kewenangan ini unfuk | memberikan iklim yang kondusif

bersifat independan bagi tersalanggaranya |
terhadap institusi kewenangan lamn odeh  instansi |
lainnya). lgin. Dengan demikian dilfhat dari |

kriteria ini tramlib mempueryai
nilai kurang strategis. =

Rata-rataNilai 1,7 |

H:esumpulan Sesuwai dengan analisis pada bagian ini, maka baban |
Bidang Ketentraman dan Hetertiban secara umum dapat
dinilai CUKUP STRATEGIS. S

Catatan:
A. Panilgign Pejabat Terait
B. Penilaian Tim Peneliti
C. Niiai Rala-rata

Berdasarkan hasil analisis di atas, dimana penilaiannya
merupakan gabungan penilaian dari peneliti dan dari pejabat
terkait, maka kewenangan Bidang Ketentraman dan Kota
Cimahi dapat dikatagorikan dalam katagori Cukup Strategis.

Nilai cukup strategis penilaianya cukup merata untuk setiap
aspek yang dinilai, baik dalam visi Kota Cimahi; karakteristik
atau kompetensi Daerah Kota Cimahi; Keterkaitan dengan
kewenangan pada bidang lain; serta Keharusan atau
ketidakharusan institusi yang akan menangani kewenangan ini
untuk bersifat independen terhadap institusi lainnya (Tingkat
Independensi Kelembagaan). Selain itu penilaian strategis
tidaknya bidang kewenangan ini dapat dibuktikan oleh
penilaian antara peneliti dan pihak pejabat yang terkait
nilainya memiliki penilaian yang relatif sama.
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